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ABSTRAKSI 

Hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke 
masa, sejak zaman kolonial Belanda, hak ulayat masyarakat hukum adat sudah 
menjadi pembahasan tersendiri oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat 
kemerdekaan, terjadi perubahan yang sangat revolusioner terhadap perkembangan 
agraria di Indonesia, hd tersebut juga terjadi pada hak ulayat masyarakat hukum adat. 
Pada tahun 1960 lahirlah undang-undnag yang revolusioner yaitu Undang-Undang 
No. 5 Tahm 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Hak ulayat mendapatkm 
pengaban eksistensi dan pelaksanaannya. Pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang 
menurut kenyataan masih ada, tidak boleh bertentangan dengan undang-undnag dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam perkembangannya, pola 
penguasaan tanah berdasarkan kearifan lokal semakin hari terpinggirkan akibat 
politik hukum pertanahan pemerintah yang secara tidak tegas melakukan pengaturan 
dm perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat setempat. Akibatnya terjadi 
perebutan tanah baik oleh p e n ~ e r j r t ~ ,  pengusaha maupuc antar masyardcat. 
Penerintah dan pengusaha dianggap telah mengambil tanah masyarakat tanpa ada 
kompensasi yang seimbang. Masyarakat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan 
manfaat atas lahm yang notabene telah dikuasai secara tul-~ln temurun dan telah 
menjadi sumber kehidupan mereka. Otonomi daerah tidak jarang dijadikan salah satu 
alasan mempercepat penyempurnaan undang-undang sektoral, dengan tujuan agar 
lebih dapat mengoptimalkan eksploitasi sumber-sumber agraria sektoral yang 
bersangkutan, dan belum memberi cukup jaminan atas keberlanjutan sumber-sumber 
agraria tersebut beriwt jaminan akses yang adil terhadap perolehan dan pemanfaatan 
surnber-sumber agraria bagi masyarakat, temasuk masyarakat hukum adat. Salah 
satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan hak ulayat 
masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat, hal 
tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentmg 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
Dan Pemerintah Daerah KabupatenIKota. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan 
ruang untuk memberikan penetapan tanah ulayat oleh pemerintah daerah, jadi 
pemerintah memberikan legalitas kepada tailah ulayat tersebut. 

Kata Kunci : Perkembangan, Hak Ulayat, Masyarakgt Hukum Adat, Pengakuan, 
Perlindungan, Otonomi Daerah. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakarrg Masalah 

Wacana masyarakat hukurn adat berjalan seiring dengan sejarah kolonialisme 

modem sekitar abad ke enam belas silam. Sejak waktu itulah, masyarakat hukum adat 

mendiami wilayah yang kemudian dikuasai dan dijajah oleh kaum kolonialis itu 

sebagai indigenotis, native, aboriginal. Sementara wacana tentang hak-hak 

masyarakat hukum adat berjalan seiring dengan fenomena bangkitnya gerakan hak 

asasi manusia terutma yang mengemuka pada abad 20, tetapi juga sudah mulai 

dalam praksis politik dan refleksi teoritis para filosof sejak abad 17, bahkan sejak 

para pemikir Yunani Kuno. Namun demikian, wacana dan gerakan hak-hak 

masyarakat hukum adat ini terkesan menjadi anak tiri dalam diskursus dan gerakan 

hak asasi manusia secara urnum. 

Tentu saja ha1 ini mempunyai alasan dan sejarahnya sendiri, dimana diskursus 

hak asasi manusia yang selama ini lebih didominasi oleh paradigma liberalisme yang 

lebih memberikan penekanan pada hak-hak individu dan menafikan ha!-hal 

komunal.' Di Indonesia, terdapat banyak masyarakat hukum adat yang berbeda-beda 

di masing-masing propinsi. Masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai hukum 

sendiri-se~diri yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan hukum adat. 

' Rafael Edy Bosko, Hak-Hak Masyarakat Huktlrn Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber 
Daya Alam, ditejemahkan oleh Aviva Nababan, ELSAM, Jakarta, 2006, hlm. 6 



Hukum adat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hukum pertanahan 

dalam masyarakat hukum adat. Pertanahan dalam hukum adat tidak lepas dari hak 

ulayat masyarakat hukum adat. 

Iiak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia mengalami perubahan dari 

masa ke masa, sejak zaman kolonial Belanda, hak ulayat masyarakat hukun: adat 

sudah menjadi pembahasan tersendiri oleh pemerintahan Hindia Belanda. Asas 

Domein Verklaring menjadi senjata yang paling ampuh untuk merampas tanah-tanah 

masyarakat pribumi temasuk h& ulayat masyarakat hukum adat. Sehingga pada era 

kolonial Belanda, hak ulayat masyarakat hgkurn adat tidak mendapatkan pengakuan 

dan perlindungan oleh pemerintah. Dengan berlakunya Agrarische Besluit yang 

mengandung pernyatan Domein Verklaring tersebut, maka hak ulayat masyarakat 

hukum adat menjadi tanah milik negara karena tidak terkategori sebagai eigendom 

maupun agrarisch e eigendom. 

Pada saat kemerdekaan, terjadi perubahan yang sangat revolusioner terhadap 

perkernbangan agraria di Indonesia, ha1 tersebut juga terjadi pada liak ulayat 

masyarakat hukum adat. Pada tahun 1960 lahirlah undang-undang yang revolusioner 

yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. Hak ulayat mendapatkan pengakuan eksistensi dan pelaksanaannya. 

Pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada, tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 



Menurut UUPA, pembatasan pengakuan terhadap hak ulayat didasarkan pada 

pendangan dasar bahwa setelah menjadi sebuah negara, seluruh burni, air, ruang 

angkasa, dan kekayaan alam y a g  ada didalamnya, inenjadi milik atau hak dari 

seluruh bangsa Indonesia, tidak lagi menjadi semata-mata hak dari peiniliknya saja 

dan masyarakat-masyarakat hukum adat, setelah Indonesia merdeka bukan lagi 

merupakan bagian terpisah dari bangsa Ind~nesia.~ Jadi pada sazt pasca kemerdekaan 

dan orde lama, hak ulayat masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan bersyarat 

dalam UUPA dan b&an hingga era Orde Baru dan era Otonoini Daerah saat ini. 

Pada saat berakhirnya pemerintahan Orde Lama, terjadi perubahan yang 

sangat besar dalam perkembangan agraria di Indonesia, dengan lebih mengutamakan 

pembangunan, pemerintahan Soeharto membuka pintu selebar-lebarnya kepada 

investor-investor asing untuk menguasai dan mengelola kekayaan alam di Indonesia. 

Dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang dibuat pada awal berdirinya 

Orde Baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 

Asing. Seiringan dengan itu terbit juga Undang-Undang sektoral yang 

mengesampingkan UUPA. Terjadi denasionalisasi (privatisasi) perusahaan asing 

pada tahun 1967 yang sebelumnya telah dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno 

pada tahun 1958. Hal ini dengan alasan kondisi perekonomian yang kritis dan defisit 

sebagai peninggalan Orde Lama. Bahlkan sebelumnya dilakukan negosiasi 

penjadwalan ulang atas utang-utang luar negeri sekaligus mengajukan pinjaman- 

Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukurn Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia, UNDP,  
Jakarta, 2006, hlm. 58 



pinjaman baru. 

Selama pemerintahan Orde Baru sudah banyak dikeluarkan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang agraria, bahkan bebercipa 

undang-undang yang sifatnya parsial dalam bidang agraria sudah diundangkm seperti 

: Undang-Undang Nomor 5 Tab-m 1967 tentm,g Ketenban-Ketentuan Pokok 

Kehutanan, Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Undar~g- 

Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Idinyak dan Gas Bumi, Undang-Undang 

Nomor 1 1 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Lingkungan Hidup. Semua undang-undang tersebut hanya beberapa yang 

menyinggung keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, bahkan di dalam UU 

pertambangan mengharamkan aktivitas masyarakat hukum adat yang menghalang- 

halangi proses pertambangan. Dalam peraturan organik (PP No. 21 Tahun 1970 

tentang Pengusahaan Hutan dan Hak Pernungutan Hasil Hutan) UU kehutanan, hak 

masyarakat hukum adat dalam memungut hasil hutan dapat dibekukan. Dengan 

begitu terjadilah perubahan nilai terhadap hukuin agraria di Indonesia dimana pada 

saat Orde Lama lebih mementingkan kepentingan kolektif sedangkan Orde Baru 

lebih mementingkan kepentingan individual terutama korporasi. 

Pada saat runtuhnya era orde baru, tejadi perkemba3gan dalam agraria di 

Indonesia terutama &dam hak masyarakat huk-m adat. Di era reformasi telah 

membawa perubahan yang berarti, minimal pada tataran konstitusi. Perubahan 

tersebut ditandai dengan pengakuan terhadap kearifan lokal melalui Amandemen 



Kedua WTD 1945 pada Pasal 18B yang menyatakan bahwa: 

"Negara mengaktri dun menghonnati kesattran-kesattran masyarakat hzrkzrrn 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidtp dun sesuai dengan 

perkembangan bangsa,masyarakat dun prinsip-prinsip Negara Kesatzran Reptrblik 

Indonesia yang diatur dalam trndang-undang. " 

Guna melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 

yang selama ini membelenggu penguasaan tanah, agar memberikan penghidupan dan 

kead ih  agraria bagi masyarakat, maka Majelis Permusyawaratan Rdcyat 

mengeluarkan TAP MPR No.IXAIPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alarn. Pada intinya pembaruan agraria (reforma agraria) 

adalah perubahan struktural yang mendasarkan diri pada hubungan-hubungan intra 

dan antar subjek-subjek agraria dalam kaitan akses (penguasaan dan pemanfaatan) 

terhadap objek - objek agraria. Namun, secara konkret pembaruan agraria diarahkan 

untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perubahan jaminan 

kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan 

alam yang menyertainya.3 

Melalui prinsip dan arah penbaharuan agraria di atas, serta perubahan 

paradigma pengelolaan pemerintah desentralistik melalui pemberian otonomi yang 

bertanggung jawab kepada daerah, maka dikeluarkanlah Keppres Nomor 34 tahun 

Ida Nurlinda, Prinsip-Pnnsip Pembaruan Agrana Perspekif Hukum, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2009, hlm. 77 



2003~ tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dimana sebagian 

kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah 

kabupatenlkota. Dilihat dari sistem pemerintahan dalam konteks otonomi daerah, 

bahwa segala kebijakan politik tersebut merupakan pelimpahan (asas ddekonsentrasi) 

wewenang pemerintah pusat kepada daerah. Di samping itu daerah juga meiniliki 

kewenangan untuk mengatur masalah pertanahan dalam rangka melaksanakan asas 

desentralisasi. 

Dalam perkembangannya, pola penguaqaan tanah berdasarkan kearifm lokal 

semalcin hari terpinggirkan akibat politik hukum pertanahan pemerintah yang secara 

tidak tegas melakukan pengaturar~ dan per!indungan terhadap hak masyarakat hukum 

adat setempat. Akibatnya terjadi perebutan tanah baik oleh pemerintah, pengusaha 

maupun antar masyarakat. Pemerintah dan pengusaha dianggap telah mengambil 

tanah masyarakat tanpa ada kompensasi yang seimbang. Masyarakat merasa 

diabaikan dan tidak mendapatkan manfaat atas lahan yang notabene telah dikuasai 

secara turun temurun dan telah menjadi sumber kehidupan mereka. 

4 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dalam Keppres 34 tahun 2003, disebutkan bahwa : 
Ayat (1) : sebagian kewenangan pemerintah di bidang pzrtanahan di laksanakan oelh 

pemerintah KabupatenIKota. 
Ayat (2) : kewenangan sebagaimana yang dimaksud da!am ayat (1) adalah : 
a. Pemberian ijin lokasi 
b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan 
c. Penyelesaian sengketa tanah garapan 
d. Penyelesaian masalah gailti kerugiaan dan santunan tanah untuk pembangunan 
e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugiaan tanah kelebihan 

maksimum dan tailah absentee 
f. Penetapan penyelasaian tanah ulayat 
g. Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong 
h. Pemberian ijin n~embuka tanah 
i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah KabupatenKota 



Sebagaimana dimaklumi, UUPA sebagai salah satu karya monumental yang 

terbit pada tahun 1960, karena berbagai kendala (stabilitas penyelenggaraan negara, 

konflik politik, kebutuhan yang mendesak) akhirnya baru berhasil mei~gatur tentang 

hal-ha1 yang berhubungan dengan pertanahan saja. Hal ini sering dipandang sebagai 

kekurangan UUPA, karena ruang lingkup peilgatliran UUPA tidak sesuai dengan 

judulnya, bahwa istilah agraria seharusnya menunjuk pada obyek pengaturan yang 

lebih luas yakni segala sesuatu yang meliputi/berkenaan dengan bumi, air, ruang 

udara dm kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Dalam perkembmgannya kemudian, kekuranglengkapan UUPA itu tidak 

segera diisi, tetapi karena kebutuhan pragmatis ilntuk mengakomodasi perturnbuhan 

ekonomi pada awal tahun 1970-an, maka peke~jaan rumah TJUPA yang belum selesai 

itu telah diambil alih oleh berbagai sektor lain, dengan sama sekali meninggalkan 

prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan oleh UUPA seperti Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Kehutanan diperbaharui dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 1967 tentang 

Pertambangan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Minyak dan 

Gas Bumi direvisi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1974 direvisi dengan Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya ~ i r . ~  

5 Maria SW. Sumardjono, Tanah Dalam Perspsktif Hak Ekonomi, Sosial Dan Btidaya, 
Kompas, Jakarta, 20C8, hlm. 48 



Dapat disirnpulkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut 

bermaksud untuk mengakui hak masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat/tanah 

adat. Akan tetapi, apabila ditelaah kembali, terdapat ketidakjelasan dalam peraturan 

mengenai hak ulayat (tanah adat) tersebut yang menimbdkan berbagai penafsiran 

yang tidak inernadai dengan tiljuan perlindatlgan tanah-tanah. hak tersebut. Bahkan 

dalam implementasinya, sering kali kelemahan atas ketidakjelasan tersebut 

digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengabaikan perlindungan terhadap hak- 

hak masyarakat hukum Di era otonomi daerah saat ini, seharusnya keberadaan 

ketidakjelasan tersebut dapat segera di minimalisir dengan kabijakan-kabijakan 

daerah yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. 

Dalam teori politik hukum dikenal adanya dua jenis konsep hak berdasarkan 

asal usulnya. Pertama adalah hak bawaan dan kedua adalah hak berian. Dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pernerintah Daerah jelas dinyatakan apa yatlg dimaksud dengan 

otonomi. Disitu disebutkan bahwa otonomi menyangkut tiga aspek, yaitu 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan demikian, otonomi 

yang dimaksud dalam otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang, dan itu berarti 

adalah hak berian. Sementara itu yang dimaksud dengan otonomi dalam konteks 

masyarakat hukum adat adalah hak bawaan. Sifat dari hak ini adalah rnelekat d m  

6 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang 
Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 29 



tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan7 

Seharusnya dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memahami 

adanya hak bawaan tersebut bukan yang di pahami adalah hak berian, artinya 

pemerintah daerah bukan dengan serta merta harus terus menerus meinbuat 

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat sebagai bentuk 

pengakuan terhadap keberadaan suatu masyarakat hikum adat di sebuah daerah. 

Dalam masyarakat hukum adat, ada kaitan antara hak yang satu dengan hak yang 

lain, dengaii menghilangkan salah satu hak saja maka hilang pulalah seluruh hak 

yang lain, dm dengan deinikian berakhirlah identitas mereka sebagai sebuah 

komunitas masyarakat hukum adat. 

Hal ini terjadi jika pemerintah dengan para pemodal mengambil alih tanah 

masyarakat hukum adat, sadar maupun tidak sadar mereka sudah memandulkan 

kelembagaan adat. Dengan mandulnya kelembagaan adat, maka proses dan 

mekanisme pengurusan diri sendiri menjadi tak berjalan pula. Hal ini banyak terjadi 

di daerah-daerah yang dimana terdapat sumber ciaya agraria yang melimpah seperti 

Kalimantan Timur, Jambi, Riau, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Propinsi-propinsi 

tersebut merupakan sej urnlah propinsi yang terdapat ban yak komunitas masyarakat 

hukum adat yang "kebingungan" ke mana harus merujuk ketika menghadapi sebuah 

kasus.* Ketika lembaga adat tak berfimgsi lagi, maka pemerintah menganggap 

masyarakat hukum adat di daerah tersebut sudah tidak bisa dikatakan masih ada. 

Rafael Edy Bosko, Hak-hakmasyarakat hukum adat .... Op.Cit, Hlrn. 208 
Ibid, Hlm. 210 



Dengan demikian upaya penyelasaian permasalahan otonomi daerah dengan 

masyarakat hukum adat diarahkan untuk menghilangkan masyarakat hukum adat di 

daerah-daerah. 

Salah satu upaya pemerintah daerah d a l a i  menanggulangi permasalahan hak 

- .  ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat, ha1 

tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Dan Pemerintah Daerah ICabupatenKota. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan 

ruang untuk memberikan penetapan tanah ulayat oleh pemerintah daerah, jadi 

pemerintah memberikan legalitas kepada tanah ulayat tersebut. 

Di zaman legalitas sekarang ini, sernua harus diakui jika ada legalitas atau 

pengesahan dari pemerintah, sehingga hak bawaan tanah ulayat pun harus berubah 

menjadi hak berian. Namun, yang terjadi adalah perda - perda yang dibuat oleh 

pemerintah daerah masih mengalami kendala dalam ha1 pembatasan wilayah tanah 

hak ulayat. Oleh karena itu, Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah lebih banyak 

memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adatnya saja. Hal tersebut dapat 

dibuktikan ddam Perda Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Hak 

Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah belum bisa membuat peta tanah 

hak ulayat masyarakat hukurn adatnya karena ikatan kekerabatariya masih sangat 

h a t  dan masih sulit duduk berdampingan dengan pemerintah daerahnya karena 



sering terjadi k~n f l i k .~  Berbeda dengan masyarakat Baduy di Propinsi Banten dalarn 

Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat 

Baduy, Perda tersebut lebih lengkap dan tegas d a l m  hal pengakuan, penghormatan, 

dan perlindungan hak ulayatnya daripada perda-perda yang lain, peta tanah hak 

ulayatnya pun sudah ada dibuat dan ditetapkaii dalam keputusan Bupati No. 

590/Kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas-Batas Detail Tanah Hak Ulayat 

Masyarakat hukum adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten 

Lebak. 

Pelaksanaan otonomi daerah memang masih diwarnai oleh berbagai 

persoaian, n a m  bagi bangsa Indonesia yang mendiarni negara kepulauan, otonomi 

daerah adalah sebuah jawaban yang cennat dan cerdas untuk menjaga keutuhan 

Negara Kesztuan Republik Indonesia. Spirit yang harus muncul ketika melihat 

persoalan-persoalan terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah spirit mencari solusi 

untuk meminimalisir akses negatif dari pelaksaaan otonomi daerah. Otonomi daerah 

adalah sebuah jawaban bagi bangsa yang telah bosan melihat adanya ketimpangan 

antar daerah dalarn berbagai bidang. 

Pentingnya penelitian in .  adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya 

perkembangan hukurn agraria di Indonesia benar-benar menyentuh kepada hak ulayat 

bukan hanya kepada eksistensi dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat 

saja. Meskipun hak ulayat masyarakat hukurn adat bukan sebagai obyek hukum 

Ida Nurlinda, Prinsip-Prim@ ..., Op.Cit, hlrn. 141 



dalam pendaftaran tanah" tetapi dengan adanya otonomi daerah, masyarakat hukum 

adat seharusnya dapat memperoleh eksistensi dan perlindungan terhadap hak 

ulayatnya secara hukum dari pemel-intah daerah. Yang terjadi selcarang adalah 

masyarakat hukum adat hanya diakui keberadaannya dengan syarat-syarat tertentu, 

seharusnya diakui jiiga hak-hak yang nlelekat ~ a d a  masyarakat hulcum adat %tersebut 

terutama hak-hak ulayatnya. 

Dari latar belakang di atas maka penulis akan mengadakan penelitian yang 

berjudul "Perkembangan Perlindungan Flak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Era 

Otonomi Daerah di Indonesia". 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perkembangan pengakuan dan perlindungan hak ulayat 

masyarakat hukum adat di Indonesia? 

2. Bagaimanakah peran pemerintah daerah di bidang pertanahan dalam ha1 

pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di era 

otonomi daerah di Indonesia? 

'O  UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam golongan 
obyek pendaftaran tanah. Secara teknis tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak mungkin 
dipastikan tanpa menimbulkan sengketa antarmasyarakat hukum yang berbatasan. Lihat Boedi 
Harsono, Hzrkum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agran'a, Isi drin 
Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta, hlm. 193 



B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengakuan dan 

perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dan peranan pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengakuan hak ulayat 

masyardcat hukurn adat di era otoaomi daerah di Indonesia. 

C. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Pengakuan, Perlindungan, dan Perkembangan 

Pengakuan berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui 

sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan hak. Fengakuan dalam 

konteks hukum internasional, misalnya keberadaan suatu negwa atau 

pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan de facto dan de jzrre. 

Pengakuan de facto adalah pengakuan yang bersifat sementara, karena 

pengakuan ini ditujukan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan 

pemerintahan yang baru, apzkah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah 

pernerintahannya efeMif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Jika bisa 

dipertahankan terus dan makin bertarnbah maju, maka pengakuan de facto 

akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan de jure. Pengakuan de 

jure bersifat tetap yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum lainnya. 

Pengakuan de jure adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang 



diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalkan pembukaan 

hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian antar kedua negara." 

Pengakuan dalam kaitannya dengan masya-akat hukum adat atas tanah 

mengarah pada pengertian pengakuan dari negara atau pemerintah baik secara 

politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban 

pemerintah dalam mernberikan penghormatan, kesempatan, dan periindungan 

bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang 

dimiliki dalarn bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengdcuan 

tersebut nlenunjukkan bahwa negaralpemerintah telah mengakui, menyatakan 

sdhenar  atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya 

dam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak 

tersebut dari ancamanlgangguan pihak lain. Pengakuan tersebut meru~akan 

pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum negara terhadap hak 

masyarakat hukum adat 2tas tanah dan sumber daya alamnya.I2 

Menurut John Austin, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang 

tetap, logis, dan tertutup. Pihak superior (penguasa) yang menentukan apa 

yang diperbolehkan, kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk 

taat. Hukum diberlakukan dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan 

tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukurn adalah perintah 

" Husen Alting, Dinamika Htlkum dalam Pengaktran dun Perlindungan Hak Masyarakat 
Hukum Adat Atas Tanah, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 201 1, hlm. 55 

l 2  Ibid, hlm 56 



yang memaksa yang dapat bijaksana dan adil, atau ~ e b a l i k n ~ a . ' ~  John -4ustin 

mendefinsikan hukum sebagai ha1 yang semata-mata diproduksi oleh suatu 

otoritas publik penguasa di masyarakat, dan ini rnenuntut dua hal yaitu:I4 

a. Hukum semata-semata merupakan kaidah-kaidah atau kategori imperatif 
(keharusan-keharusan) yang dibawah otoritas publik diterbitkm 
(ditetapkan), dan apapiln yang telah ia terbitkan sebagai hukum dengan 
kabijakan terhadap seluruh keadaan ini; 

b. Para pengikut positivisme hukum yang menuntut suatc pemisahan yang 
tajam antara "hukum positif", "kaidah-kaidah moral" dan kebijakan 
kemasyarakatan, dan mereka mengidentifikasi keadilan dengan legalitas, 
itu adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan yang diletakkan oleh negara. 

Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak hanya terbatas 

pada bentuk pangakuan dalam hukum negara, tetapi karena secara faktual 

masyarakat Indonesia bersifat majemuk, maka pengakuan juga dapat 

diperoleh melalui hukum yang hidup dalam masyarakat yaiiu hukum adat. 

Akan tetapi, hal ini belurn bisa diterapkan di Indonesia, karena sejak zarnan 

kolonial Belanda, Indonesia perlahan-lahan tunduk akan semua peraturan- 

peraturan yang dibuat oleh Belanda, walaupun masih dikenal hukum adat 

pada waktu itu. 

Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia mengakui keberadaan 

hukurn adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Belanda 

(Pasal 13 1 IS). Kemudian dalam Pasal 15 AB, bahwa kebiasaan hanya dapat 

l 3  Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indoensia, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 201 1, hlm. 54 

14 Herman Bakir, Filsafat Huktrm, Desain dun Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditama, 
Bandung, 2009, hlm. 276 



disebut hukum apabila undang-undang menyebutnya. Pengakuan bersyarat 

dalam pemerintahan Belanda ternyata terjadi lagi pada saat Indonesia 

merdeka sxmpai saat ini. Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA merupakan salah satu 

contoh pengakuan bersyarat yang diberikan kepada masyarakat hukum adat 

beserta kekayaannya. 

Perlindungan mernpunyai makna pemberian jzminan atas sesuatu 

sebagai konsekuensi dari sang pelindung. Dalam perlindungan, terdapat hak 

yang hams dijaga dan dihormati. Hak mengandung pengeltian milik, 

kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan 

oleh undang-undang. Inti yang terkandung dalam hak yaitu adanya suatu 

tuntutan dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat 

terbayang adanya suatu claim dari rakyat. i 5  

Menurut Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum 

adalah sebagai berikut : l 6  

a. Hak itu diletakkan pada seseorang yang disebut sebagai pernilik atau 
subjek dari hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas 
barang yang menjadi sasaran dari hak. 

b. Hak itu bertuju pada orang lain yaitu menjadi pemegang kewajiban, antara 
hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. 

c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pada pihak lain untuk 
melakukan (monission) atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini 
disebut sebagai isi hak. 

d. Perbuatan atau omissi~r: itu menyangkut sesuatu yang disebut objek dari 
hak. 

'' Husen Alting, Dinamika .... Loc.Cit., hlrn. 74 
l6 Fitzgerald dalam Achrnad Ali, Mengtrak Tabir Ht~ktlrn: Sebuah Kajian Filosojis Dan 

Sosiologis, Toko Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82 



e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel yaitu suatu peristiwa 
tertentu yang merupakan alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya 

hak adalah hubungan hukum yang memberikan kekuasaan kepada seseorang, 

dan bersamaan pula dengan memberikan kewajiban bagi orang lain. 

Perlindungan hukum lebih banyak ditekankan pada hukum negara, 

karena negara harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh 

masyarakatnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua hukum negara 

mzmpu rneinberikan perlindungan terhadap hak seseormg, seperti masih 

banyaknya dijumpai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang 

diharapkan mampu melindungi tapi menjadi senjata untuk menghilangkan hak 

masyarakat. 

Pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses yang sedang 

berlangsung. Proses yang dimaksud dapat mengarah pada dua keadaan, yaitu 

pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dan perubahan merupakan 

keadaan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Suatu pertumbuhan di 

ikuti atau didahului oleh perubahan dan begitu juga sebaliknya. 

Pertumbuhan dan perubahan mengandung proses yang berbeda. 

Pertumbuhan merupakan perkembangan yang bersifat kuantitatif. Dalam hal 

ini yang terjadi adalah perluasan, peningkatan, dan pertambahan jumlah dari 

sesuatu yang menjadi objek perkembangan. Sebagai conioh adalah lembaga 

sosial yang disebut keluarga yang dalam perkembangannya akan mengalami 



pertambahan jumlah anggotanya yang akan diikuti pembentukan cabang- 

cabang keluarga. Di lain pihak, perubahan merupakan perkembangan yang 

bersifat kualitatif, yaitu berkaitan dengan pergantian, pergeseran, d a  

perbauran sesuatu yang lebih substansial seperti sistem nilai yang dianut, 

peranan-peranan, kepentingan-kepentingm, norma-norma pengatur kehidupan 

di m a ~ ~ a r a k a t . ' ~  

Perkembangan hukum di Indonesia tidak berlangsung sebagaimana di 

negara yang sudah maju. Kemajuan hukum di negara maju dicapai melalui 

proses yang wajar dan evaluatif sejalan dengan tahapn-tahapan kemajuan di 

bidang ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Perkembangan secara evolusi 

telah dideskripsikan oleh beberapa ahli sosiologi hukum seperti Nonet dan 

Selznick yang menjelaskan perkembangan hukum dari hukum represif ke 

hukurn otonomi dan berkembang menjadi hukurn responsif. Perkembangan 

dari satu tipe hukurn yang satu ke yang lainnya bukan akibat langsung dari 

perubahan sosial, ekonomi, dan politik namun lebih disebabkan oleh dinamika 

internal dari lembaga hukum sendiri.18 

Perubahan yang terjadi pada lembaga sosial lainnya hanya menjadi 

pemicu awal untuk ditindaklanjuti oleh lembaga hukum untuk mengevaluasi 

kemampuannya mengatur kondisi .sosial yang sudah berubah. Penyesuaian 

perlu dilakukan jika hukum yang ada sudah tidak fungsional bagi kehidupan 

- p- -~ -- -- 

l 7  Nurhasan Ismaii, Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik, HUma, 
Jakarta, 2007, hlm. 1 
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sosial yang baru dan keputusan penyesuaian itu sepenuhnya berada di tangan 

lembaga pembentuk h ~ k u m . ' ~  

Hukum hams tens  berkembang sesuai dengan perkembangan zarnan, 

seperti dalam teori relativitas Albert Einstein, bahwa "tidak ada sesuab yang 

bergerak melebihi kecepatan cahaya, kecepatan cahaya adalah batas 

kecepatan dalam dam semesta, di luar kecepatan cahaya semuanya bergerak 

relative, kerelatifitasan gerak itu berpengaruh terhadap kerelatifitasan ruang, 

w&tu, ?an massa". Dari argumentasi inilah kemudian dalam mernandang 

hukwn juga h m s  berubah, hukum tidak lagi dipandang sebagai tatanan yang 

mutlak dan konstan.*O 

Dalam sejarah perkembangan hukum, hukum alarn yang berkembang 

pertama kali dengan doktrin h i i~um darn yang selalu memuliakan "hukum 

dalam pengertian yang sesungguhnya" atau biasa disebut dengan "The Real 

Lalv" yang tak sekalipun dapat berevolusi atau terganggu oleh gerak 

perubahan sebagai konsekuensi dari berjalannya waktu ia kekal dan selalu 

akan tetap begitu dari sejak pertama kali dimunculkan dalam mitologi- 

mitologi Yunani, hingga berakhirnya peradaban spesies manusia nanti. Sistem 

ini diasumsikan memiliki keberlakuan yang kekal, universal, dan tak 

tergantikan oleh apapun dan siapapun, tak ada dicabut oleh siapapun atau 

otoritas apapun, dari sejak pertama Sang Pencipta menetapkannya. Hukum 

I g  Ibid, hlm. 2 
20 Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresf Terapi Paradigmatik Bagi 

Lemahnya Penegakan Huktrrn Indonesia, AntonyLib-Indonesia, Yogyakarta, 2009 hlm. 21 
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yang sebenar-benarnya hukum adalah hukum yang selaras dengan dam, yang 

memantulkan kebenaran dan keadilan yang bersemayam di lubuk hati nurani 

tiap-tiap insan. 

Dengan dilibatkannya unsur ketuhanan semacani itu, serta tingkat 

abstraksi yang diperlihatkan olehnya, orang &an berkesimpulan bahwa: 

doktrin hukum alam bermain dz!am "dunia yang tidak tampak" atau dunia 

"intellegible". Sehingga muncullah positivisme hukum, positivisme hukum 

menyatakan bahwa " hukum dam itu bukanlah hdcum da!am pengertian 

sesungguhn ya. 

Hal yang akan disebut sebagai hukum itu semata-mata adalah "hukum 

positif' yang senantiasa berevolusi dan menyesuaikan diri ke dalam gerak 

perubahan sebagai konsekuensi dari berjalannya waktu, sebagaimana 

masyarakat manusia berevolusi dan menyesuaikan diri pada perubahan. 

Hukum dengan demikian bukan lagi "unit-unit atau konsep-konsep dalam 

dalam derajat abstrak", atau sebagai "hasil dari kegiatan orang mengabstraksi" 

ataupun sesuatu yang berada di dunia intelligible, melainkan sesuatu yang 

dihasilkan lewat pengalaman yang indrawi manusia, yang dalam keluasan dan 

kedalamannya semata-mata meinperlihatkan karakter yang ccpositif7, 

ccforn.i~l", "jelas", "pasti", serta yang dapat mendatangkan "kehasilgunaan" 

secara praktikal. 

Pada keadaan itu, orang bisa meluncurkan analisis dan kritik terhadap 



hukum, artinya hukum bukan lagi sesuatu yang absolut, melainkan relatif. 

Dalam karateristik ini, umumnya suatu defines tentang hukum menunjuk pada 

dua kriteria: "legalitas dan  tori it as".^' 

Dalam konteks Indonesia yang sudah berada terlalu lama terjebak 

dalam lingkungan positivistik-legalistik, peraturan perundang-undangan yang 

dibuat oleh para legislator a t a ~  penguasa negara ini masih banyak yang belurn 

sesuai dengan keinginan masyarakat bahkan ada peraturm yang masih 

berlaku puluhan tahun yang lalu yadahal masyarakat Indonesia terus 

berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan terlalu positifhya hukum kita, 

maka perlu ada suatu paradigma baru yang harus bisa ~lienyempumakan 

hukum untuk mencapai suatu tujuannya yaitu keadilan. Keadilan menurut 

masyarakat dan bukan keadilar~ menurut para penguasa. 

Menurut Satjipto Rahardjo, Indonesia tidak bisa lebih lama berlarut- 

larut dalam cara penegakan hukum sebagaimana selama ini dijalankan, 

Indonesia kini membutuhkan suatu tipe penegakan hukum yang ingin disebut 

progresif.22 Dengan pernyataan tersebut, hukum progresif kini ingin 

dikembangkan dalam sistem hukum di Indonesia, dengan diperkenalkannya 

hukum progresif, sistem hukum di Indonesia dapat berubah menjadi hukum 

yang menarik h u h  dari ranah estetorik dan menjadikannya sebuah institusi 

yang bermakna sosial untuk mencapai suatu keadilan, kesejahteraan, dan 

? '  Herman Bakir, Fifsafat Htrkzlrn-Desain dun Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditamz, 
Bandung, 2009 hlm. 293 

7'7 
'- Mahmud Kusuma, Menyefami Semangat ..., Op.cit, hlm. 12 



kebahagiaan. 

2. Hak LTlayat Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan tanah yang didudukinya, 

terdapat adanya hubungan yang erat sekali, hubungan tersebut bersurnber 

pada pmdangan yang bersifat religio-magis, sehingga menyebabkan 

masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, 

memanfaatkan tanah-tanah itu, memlmgut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang 

hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatar,g yafig hidup 

disitu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut hak yertuanan atau 

hak ulayat, dan d a l m  literatur hak ini cleh Van Volenhoven disebut 

Boedi Harsono membagi tentang hak ulayat masyarakat hukum adat 

tersebut menjadi 2 (dua) yaitu: 24 

a. Selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah-bersarna 
para anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum 
perdata. 

b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan 
memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan 
penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik. 

Apa yang inerupakan knteria dalam masih ada atau tidaknya hak 

ulayat masyarakat hukum adat itu tidak terdapat ketentuannya dalam UUPA 

dan penjelasannya, tapi Maria S.W Sumardjono menjelaskan tentang 3 (tiga) 

'3 Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukzrm Adat, Pradnya Paramita. Jakarta,2006, hlm 103 
24 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejurah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

agraria, Isi dun Pelaksanaannya, Djarnbatan,Jakarta, 2007, hlm 182 



kriteria penentu masih ada atau tidahya hak ulayat, yaitu: 25 

a. Adanya masyarakat Hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu 
yang merupakan subyek hak ulayat. 

b. Adanya tanahlwilayah dengan batas-batas tertentu sebagai 
Lebe~srazirn yang merupakan obyek hak ulayat 

c. Adanya kewenangan masyarakat h u h  adat untuk melakukan 
tindakan-tindakan tertentu. 

. - 

Tindakar.-tindakan tertentu yang dimaksud dalam huruf c di atas 

Maria S.W. Sumardjono menjelaskan lebih lanjut yaitu:26 

1 .  Mengatur dan rneyelenggmakan pengguriaan tanah (pemukiman, 
bercocok tma1n, dan n - a n )  yersediaan (pernbuatan 
pemukiman/p:rswahan baru, dan lain-lain), dan pemeliharaan 
tanah); 

2. Mengatur dm menentukan hubungan hukum antara orang dengan 
tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu); 

3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah ( 
jual-beli, warisan, dan lain-lain). 

Penjelasan tentang masih adanya ' hak ulayat masyarakat hukum adat 

juga terdapat dalarn Pasal2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara AgrariaIKepala 

Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa hak 

ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila: 

a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh 

tatanan hukum adatnya sebagai warga bersaina suatu persekutuan 

25 Maria S.W. Sumardjono, Kebuakan Pertanahan, Antara Regtrlasi dun Implernentasi, 
Kompas, Jakarta, 2006, hlm 57 

26 ibid., hlm. 56 
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hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan- 

ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para 

warga persekutuan hukum tcrsebilt sebagai tempatnya mengambil 

keperluan sehari-hari. 

c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, 

dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga 

persehtuan hukum tersebut. 

Efektifitas pzraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantuilg pada 

inisiatif Pemerintah Daera.? untuk melakukan penelitian sebagai dasar 

penentuan keberadaan hak ulayat di daerah yang bersangkutan, baik ketika 

timbui permasalahan pada saat hak ulayat tertentu diperlukan untuk 

menunjang berbagai kegiatan pihak lain, maupun pada saat tidak ada 

permasalahan, yakni dalam rangka memperoleh informasi mengenai status 

tanah-tanah di daerah ter~ebut.*~ 

Penelitian tentang ketiga unsur penentu keberadaan hak ulayat itu 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan pihak-pihak 

yang berkepentingan yakni masyarakat hukurn adat yang bersangkutan, pakar 

hukum adat, wakil LSM dan wakil-wakil instansi terkait sehingga hasil yang 

27 Maria S.W Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, 
KOMPAS, Jakarta, 2008, hlm. 171 
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diperoleh terjamin ob jek t iv i t a~n~a .~~  

Pelaksanaan hak ulayat diatur juga dalam Pasal 3 UUPA. 

'pelaksanaan hak tllayat hams sedemikian n p a  sehingga sesttai dengan 

kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persattran bangsa 

serta tidak boleh bertentangan dengan trndang-tmdang dan perattrran- -. 

peratuian lain yang lebih tinggi. " 

Dalam Penjelasan Umum (aqgka 1113) menegaskan, bahwa 

kepentingm sesuatu masyarakat hukum adat harus tunduk pada kepentingan 

nasional dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas. Hak ulayat 

pelaksanaannya harus sesuai d m  tidak boleh . bertentangan dengan 

kepentingan yang lebih luas itu tidak dapat dibenarkan (demikian memori 

penjelasan) jika dalam alam bernegara dewasa ini satu masyarakat hukum 

adat masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak. 

Seakan-akan masyarakat hukum adat itu terlepas dari masyarakat-masyarakat 

hukum dan daerah-daerah lainnya, di dalam lingkungan negara sebagai 

kesatuan. Seakan-akan anggota-anggota masyarakat hukum itu sendirilah 

yang berhak atas tanah wilayahnya itu hanya diperuntukkan hanya bagi 

anggota-anggota masyarakat hukum adat itu sendin Sikap yang demikian itu 

oleh UUPA dianggap bertentangan dengan asas yang tercanturn dalam Pasal 1 

dan Pasal2 U L ~ P A . ~ ~  

** Ibid hlm. 172 
29 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia .... Op.cit., hlm. 185 



Penguasaan hak ulayat dapat dilakukan secara perorangan baik oleh 

warga masyarakat hukum adat maupun bukan masyarakat hukum adat dan 

badan hukum. Atas kehendak warga masyarakat hukum adat yang menguasai 

bidang tanah menurut huk-UII: adat yang berlaku tersebut, hak atas tanahnya 

dapat didaftarkan menurut ketentuan UUPA: Bagi instansi pemerintah, badan 

h d u m  atau perorangan bukan masyarakat hukum adat, penguasaan tanah 

menurut ketentuan UUPA baru dapat diberikan setelah tanah tersebut 

dilepaskan oleh masyarakat h u h  adat itu atau oleh warganya sesuai dengan 

ketentum dan tata cara huk!~rn adat yang berlak~.~'  

Hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi 

dalam hukum adat. Hak ulayat ini meliputi semua tanah ymig ada dalam 

lingkungan wilayah masyarakat hukum adat yang besangkutan, dimana 

mempunyai kekuatan berlaku ke dalarn dan ke luar. Mempunyai kekuatan 

berlaku ke dalam artinya bahwa tiap-tiap anggota kaum atau warga nagari 

mempunyai hak untuk menggunakan hak ulayat itu menurut ketentuan- 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat hukum itu untuk 

kepentingan mereka bersarna. Kekuatan berlaku keluar berarti bahwa orang- 

orang yang bukan warga sukulkaum atau daerah asli yang mempunyai hak 

ulayat itu, tidak diperkenankan menggunakannya kecuali dengan syarat-syarat 

yang ditentukan oleh masyarakat hukum yang bersangkutan. Pengelolaan, 

'O U'inahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta,2009, 
hlm. 238 



penguasaan, dan pemeliharaan tanah ulayat dan bagian-bagiannya perlu 

diatur, direncanakan dan dipimpin agar terselenggara ketertiban dan 

kelestarian pemanfaatannya bagi generasi berihtzya. 31 

Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan 

perundang;undangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya 

tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat 

menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat 

perkzmbangan alamiah haic ulayat, ymg pada kenyataannya memang 

cendcrung meleinah. Kecenderungan tersebut mempercepzt bertambah 

kaatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk h u h m  yang 

tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang mengl~asilkan surat-surat 

tanda pembuktian haknya. 

Melemahnya atau menghilangnya hak ulayat, diusahakan 

penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai Negara, yang 

mencakup dan menggantikan peranan Kepala Adat dan para Tetua Adat 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan 

tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual para warga masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di daerah lain.32 

Hak ulayat yang sudah melemah tidak akan dikembalikan menjadi 

h a t  lagi, yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah 

3' Ibid hlm. 239 
32 Boedi Harsono, Hzlkum Agraria ...., Op.cit, hlm. 193 



yang kenyataannya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang 

mempunyai hak ulayat, tidak diciptakan hak ulayzt 

Hak ulayat pun tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan 

pendaftarannya, d m  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalarn 

golongan objek pendaftaran tanah. Secara teknis tidak mungkin, karena batas- 

batas tanahnya tidak mungkin dipastikan tanpa menimbukan sengketa antar 

masyarakat hukum yang berbatasari. Selain itu, seperti halnya bilamana 

diaturnya dalam bentuk peraturan perundangan, mendaftarkan hak ulayat 

&an. berakibat melestaikan keberadaannya. Melindungi masyarakat hukum 

adat yang masih mempunyai tanah ulayat, tidak mungkin dilakukan hanya 

dengan mendaftar tanah yang bersangkutan. Praktik menunjukkm, ha1 itu 

menyangkut tanah-tanah perseorangan yang sudah didaftar. Cara 

melindunginya adalah dengan dilaksanakan dan diterapkannya asas-asas dan 

ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam hukum tanah kita, oleh 

siapapun, secara m m i  dan k o n s e k ~ e n . ~ ~  

3. Otonomi Daerah 

Secara harfiah kata otonomi berasal dari istilah autonomie berasal dari 

bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang- 

undang, dengan demikian mempunyai arti perundangan sendiri 

33 Ibid 
34 Ibid hlrn. 194 



(ze&etgeving). Dalam perkembangannya di I~donesia, otonomi selain 

mengandung arti "perundangan" juga mengandung arti "Pemerintahan" 

(bes t t~t ir ) .~~ 

Penyelenggaraan Pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat (central government), melainkan oleh satuan-satuan 

Pemerintahan yang lebih rendah yang mandiri (zelfstandina), bersifat otonom 

(territorial atatlptinfilngsionaI). Oleh karenanya, desentralisasi bukan sekedar 

pemencaran wewenang (speiding van bevoedheid) tetapi mengandung juga 

pembagian kekuasaan (scheiding van machten) untuk mengatur dan mengurus 

penyelenggaraan dm Pemerintahan negara antara Pemerintah Pusat dengan 

satuan-satuan Pemerintah yang lebih Lili Romli mengemukakan, 

bahwa dalam konsep otonomi daerah pada hakikatnya mengandung arti 

bahwa, adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik 

maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Oleh karena itu kemandirian 

daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari Pemerintah 

Pusat. Ketidakrnandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada 

Pemerintah  usa at.^^ 

Di dalarn otonomi hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, 

antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan 

35 Winahyu erwiningsih, Hak Mengtrasai ... Op.Cit, hlm.75 
36 Bagir Manan. Menyongsong lrujar Otonomi Daerah. Ctk.pertama, Pusat studi hukum 

Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 2001. hlm. 174 
37 Lili Romli, Potret Otonomi Daerah Dun Wakil Rakyat, Ctk.Pertama Yogyakrta, Pustaka 

Pelajar, 2007, hlm. 7. 



Pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga Daerah. Cara 

penentuan ini akan mencenninkan suatu bentuk otonomi terbatas atau luas. Di 

golongkan sebagai otonomi terbatas apabila: Pertama, urusan-urusan rumah 

tangga daeral ditentukan secara kategoris dar~ pengembangannya diatur 

dengan cara-cara tertentu. Kedua, apabiia supervisi ..- dan pengawasan 

dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah Otonom kehilangan kemandirian 

untuk menentdcan secara bebas mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahnya. Ketigrr, sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang 

meni~nbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemzmpuan keuangan yang akan 

membatasi rumg gerak Otonomi Daerah. 

Sedangkan otonomi luas adalah semua urusan Pemerintahan pada 

dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan 

sebagai urusan pusat. Dalam negara modem, apabila dikaitkan dengan paham 

negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali j ~ m l a h n ~ a . ~ ~  

Begitu juga dengan prinsip otonomi yang dianut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam 

penjelasannya angka (1) penjelasan m u m ,  bahwa: 

"Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas- 

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur. 

.semua urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat 

38 ibid hlm. 37 
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kebljakan daerah trnttrk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, 

prakarsa, dun pemberdayaan masyarakat yang berttrjtran pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat. " 

D. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (stattrte 

approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengm isu hukum dengan penelitian ini.39 Karena bersifat 

normatif, maka penelitian ini tidak rnenggunakan kasus hukum yang 

bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek per~elitian. 

2. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah semua hal-ha1 yang akan 

diteliti seperti: 

a. Peran pemerintah daerah di bidang pertanahan dalam hal p e n g h a n  

dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di era otonomi 

daerah di Indonesia. 

b. Perkembangan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat 

hukum adat di era otonomi daerah. 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang 

Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, peraturan daerah 

39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukurn, Edisi Pertama. Ctk. 5. (Jakarta : Kencana 
Prenada Media. 2009). Hal. 93. 



ini salah satu terobosan awal di era otonomi daerah yang 

mempositifkan perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy. 

d. Peraturan Daer& Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 

Tentang Tanah Ulzyat dan Pemanfaatannya, peraturan daerah ini 

bukan hanya melakukan penetapan terhadap keberadam hak ulayat, 

akan tetapi juga mendaftarkan hak ulayat ke kantor pertanahan. 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Beberapa perattiran pemdang-undangan yang akan digunakan 

sebagai bahan hukum primer antara lain yaitu : 

1. ULTD Tahun 1945 pasal33 ayat 3 

2. UUD Tahun 1945 

a. Amandemen I1 18 Agustus 2000, 

b. Amandemen 111 9 November 2001, 

c. Amandemen IV 1 1 Agustus 2002, tentang perubahan 

pada pasal 18, penarnbahan pada pasall8 A dan 18 B 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 



Manusia 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 38 tahun 2007 tentang 

Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah 

(Pusat), Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Peinerintahan 

Daerah KabupatenIKota. 

7. Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat. 

8. Peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang hak 

ulayat masyarakat hukum adat yaitu Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang 

Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Noxor 16 Tahun 

2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. 

b. Bahan hukum sekunder 

Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder (secondary 

sources of authorities) yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer yaitu seluruh karya akademik, mulai dari 

yang deskripti f sampai yang berupa komentar-komentar penuh 

kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang 



hukum positif yang tengah berlaku (izls constitz~tum), danlatau 

yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) juga dipositifkan 

(iw constitz~endurn).~~ Bahan Hukum sekunder yang berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu: 

1. Buku Doktrin Hukum 

2. Jurnal Hukum 

3. Artikel - artikel ilmiah 

4. Dan bahan-bahan lain yang terkait 

a. Bahan Hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

~ekunder.~' Diantaranya berupa Kamus, situs-situs internet dan 

lain-lain. 

4. Teknik pengumpulan data 

Penpmpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu 

mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur 

atau dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang 

dibagi dalam tiga bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukurn t e r ~ l e r . ~ ~  

40 Ibid. 
4 '  S~er jono Soekanto dall Sri Mamudji, Penelitian Hz~kum Normat8 Suatlr Tinjauan Singkat. 

Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2007. Hal. 33. 
42 Ibid. 



5. Pengolahan dan analisis data 

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisir data penelitian 

sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dm diinterpretasikan. Analisis data 

adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkm temuan-temuan 

penelitian dengan perspektif atau sudut yandang tertentu baik yang 

disajikan dalarn bentuk narasi untuk data kualitatif. 

Dalam penelitian ini penulis mengolah Data yang diperoleh dan di 

teliti serta sajikan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai 

dengan tujuan penelitian atm memaparkan keadaan obyek sebagaimana 

adanya, berdasarkan fakta - fakta aktual yang terjadi saat sekarang. 

VI. Kerangka Tesis 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I ini berisikan latar belakang masalah, mwusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika tugas akhir. 

BAB I1 TINJAUAN UMUM TENTANG PERKEMBANGAN 

PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYAKAKAT HUKUM ADAT DI 

INDONESIA 

Pada BAB 11, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti 

yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang 

terkait dengan penelitian. Di bab ini juga akan diuraikan tentang 



perkembangan hak menguasai negara dan hak ulayat masyarakat hukum adat 

di era kolonial sampai pada era Orde Baru. 

BL4B I11 PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT 

MASYARAKAT HUKUM ADAT DI ERA OTONOMI DAERAII 

Berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara normatif, 

serta dalam bab ini juga akan membahas tentang perkembangan hak ulayat 

masyarakat hukum adat di era otonomi daerah yang akan ditinjau dari 

konstitusi, undang-undang, d m  peraturan daerah mengenai hak ulayat 

masyarakat hukum adat. 

BAB IV PEIiAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG 

PERTANAHAN DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK 

ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI ERA OTONOMI 

DAERAH 

Bab ini berisi tentang pengertian otonomi daerah dan akan membahas tentang 

kewenangan pemerintah dalam pengakuan dan perlindungan hak ulayat 

masyarakat hukurn adat di era otonomi daerah 

BAB V PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Berisikan kesimpulan dari hasil pengamatan dimana merupakan pemyataan 

singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara landasan teoritik yang di 

jadikan pijakan dengan hasil analisis data yang diperoleh. 



b. Saran 

Berisikan saran dari hasil pengamatan yang berdasarkan pertimbangan 

peneliti bagi semua pihak yang berkaitan decgan obyek penelitian. 



BAB I1 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKEMBANGAN HAK ULAYAT 

MASYARAKAT HUXUM ADAT DI INDONESIA 

A. Pengertian Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Dan Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat 

1. Hukum Adat 

Adat adalah sikap dan prilaku kepribadian suatu bangsa, sedangkan 

hukum adat adalah wujud sikap dan prilaku warga yang mempunyai sifat 

memaksa d m  diberi sanksi sehinga dengan denlikian hukum adat mempur~yai 

akibat hukum. Hukum adat bersifat tidak tertulis, terkodifikasi, lahir dari 

putusan-putusan warga masyarakat dan kepala persekutuan dimana peraturan 

dipatuhi. Hukum adat yang mengatur mengenai sikap dan prilaku yang 

menurut warganya perlu diindahkan dan mempunyai kekuatan hukum, tidak 

bersifat statis namun terus berkembang mengikuti perkembangan  ama an.^^ 

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat ada!ah kesuluruhan 

aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena 

itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak kodifikasikan (oleh 

karena itu disebut adat).44 

43 Winahyu Erwiningsinh, HakMenguasai ..., Op.Cit, hlm. 201 
* http://id.~h~00n~.~0m/writi~-andspeakin2148329-nertian-hkm-ada, Akses 10 

Juli 2012 



Supomo dan Hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat 

adalah hukurn yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalarn 

hubungan satu sama lain, baik yang tnerupakan keseluruhan kelaziman, 

kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat hukurn adat 

karena diaxlut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, 

maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang meilgenal sanksi atas 

pelanggaran dan yang ditetapkan dalarn keputusan-keputusan para penguasa 

adat. (mereka mempunyai kewibawaan clan berkuasa memberi keputusan 

dalan masyarakat hukum adat itu) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, 

pembantu lwah, wali tanah, kepala adat, ~ a k i m . ~ ~  

UUPA juga menjelaskan pengertian hukum adat sebagai mana 

pengertian ini merupakan ha i l  dari seminar hukurn adat dan pembangunan 

hukum nasional. Adapun pengertian hukum adat menurut hasil seminar 

tersebut a d a l ~ i h ~ ~  

"Hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang menpakan ht~kum 

yang hidup dalam bentuk tidal% tertulis dan mengandung unsur-unst~r 

nasional yang asli, yaitu sfat  kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang 

berasaskan keseimbangan serta diliputi suasana keagamaan. " 

45 Syukri Batubara, Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy : 
Study Mengenai Pelaksanaan Perda No.32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Tanah 
Baduy, Dirertasi, Universitas Islam Indonesia, 201 1, hlm. 62 

46 Boedi Harsono, Htlkurn Agraria ..., Op.Cit., hlm. 179 



Hukum adat merupakan hukum yang telah lama berkembang di 

Indonesia dibandingkan dengan hukum positif yang berkembang saat ini di 

Indonesia. Di dalam ~liasyarakat kita, psngertian Hukum Adat juga masih 

simpang siur. Untuk lebih jelasnya, maka perlu kiranya kita mengikuti 

beberapa p a h m  yang berkembang dalam masyarakat tentang apa Hukun~ 

Adat itu, seperti yang dikemukakan oleh Moh. ~ o e s n o , ~ a k n i : ~ ~  

Paham Pertama, mengasosiasikan Hukum Adat dengan hukum 

primitif. Pandangan ini sering kita jumpai dalam ha1 bilamana kita datang 

pada sesuatu daerah untuk penelitian mengenai Hukum Adat. Oleh pejabat- 

pejabat setempat atau oleh informan-informal -yang terpelajar di daerah yang 

bersangkutan, seringkali ditunjukkan suatu masyarakat dalam daerahnya 

yang hidup secara terisolir dan masih h a t  berpegang pada tradisi-tradisi 

nenek moyangnya. Hukum Adat yang diartikan sebagai demikian, 

menimbulkan suatu konsekuensi yakni adanya suatu pandangan betapa tidak 

akan sesuainya Hukum Adat untuk dipergunakan sebagai hukum yang 

mengarah kepada kehidupan yang modem. Dalam pandangan ini, Hukum 

Adat hanya sesuai dengan kehidupan yang primitif. 

Paham Kedua, melihat bahwa Hukum Adat sama dengan hukum 

kebiasaan dan melihat Hukum Adat sama deilgan kebiasaan-kebiasaan 

hukum. Hukum Adat yang dilihat sama dengan hukum kebiasaan; yaitu sama 

47 Moh Koesno, Catatan-Catatan Terhadap Htrkurn Adat Dewasa Ini, Airlangga University 
Press, Surabaya, 1979, hlm. 122-125 



dengan gewoonterechf atau sama dengan ctlstomaly law yakni hukum yang 

hidup dalam praktek hukum sehari-hari dalam bentuknya yang relatif konstan 

untuk sepanjar~g masa menge~ai persoalan-persoalan h u h m  yang terdapat di 

dalam masyarakat yang bersangkutan. Paham yang melihat Hukum Adat 

sebagai demikian ini membawa konsekuensi pandangan, bahwa Hukum Adat 

tidak berubah, tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan Hukum Adat yang 

dilihat sebagai kebiasaan-kebiasaan hukum, a k a  menunjuk Hukum Adat 

pada kebiasaan-kebiasaan yang masih di iht i  dengan patuh oleh masyxakat 

desa yang masih terisolir atau masih bcrpegang teguh pada tradisi cenek 

moyangnya. Oleh karer?a kebiasaan hukum ialah segala tingkah laku yang 

nyata di dalam pergaulan kemasyarakatan sehari-hari yang menyangkut 

persoalan pelaksanaan suatu ketentuan hukum. Konsekuensi pandangan 

tersebut, melihat H u h m  Adat sebagai hukum yang benar-benar tidak dapat 

dipergunakan di dalarn kehidupan yang mengalami kemajuan. 

Paham Ketiga, melihat hukum adat dalam arti sebagaimana diikuti 

oleh Snouck Hurgronye yang menyatakan bahwa Hukum Adat adalah Adat 

yang mempunyai akibat hukum, kemudian van Vollenhoven menegaskan 

lebih lanjut dengan menyatakan bahwa Ada1 yang mempunyai sanksi, dan 

kemudian Ter Haar lebih mempertegas untuk kepentingan penggarapan secara 

yuridis: Menurut Ter Haar, apabila seseoraqg ingill mengetahui Hukum Adat 



maka ditujukan pada keputusan para penguasa adat terhadap masalah yang 

terjadi dalam atau di luar persengketaan yang terikat secara strukturil dengan 

nilai-nilai yar~g hidup di dalam masyarakat itu. 

Paham Keempat, melihat Hukum Adat bukan sebagai suatu rumusan 

tentang isinya bagaimana, akan tetapi dimuiai dengar. menunjuk nama suatu 

pengertian h u b  yang hidup di dalam masyarakat bangsa kita sebagai 

hukum yang merupakan milik bangsa, karena lahir dari perasaan dan cita-cita 

budaya bangsa. Paham ini menam&an hukum yang demikian itu sebagai 

Hukum Adat, yang dinyatakan dalam keputusan Kongres Pernuda tahun 192Z 

(Su~~pah  Pemuda). Kemudian dipcrtegas kembali pada tahun 1960 dengan 

adanya Ketetapan MPRS, yang dalam bidang Hukum menghendaki 

pembangunan Hukurn Nasional berlandaskan Hukum Adat. Dalam pengertian 

ini, Hukum Adat sebagai golongan - golongan dalam kalangan rakyat 

lndonesia asli, dikehendaki menjadi hukum bagi bangsa lndonesia, artinya 

Hukum Nasional Indonesia. 

2. Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat hukum adat adalah entitas antropologis yang tumbuh 

secara alamiah pada suatu bagian muka bumi tertentu, yang terdiri dari 

berbagai komunitas primordial berukurm kecil yang warganya mempunyai 



hubungan darah satu sama lainnya. Kata-kata kunci untuk memahmi 

rnasyarakat hukum adat adalah kekeltlargaan dan kebersamaanO4& 

Istilah "masyarakat adat" biasanya digunakan dalam merujuk 

individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan 

penduduk asli yang tinggd di sebuah negara. Istilah bahasa Inggris 

"indigeneotis" berasal dari bahasa Latin "indigenae" yang digunakan untuk 

membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah tempat tertentu 

dan mereka yang datang dari tempat lain (advenae). Sebab itu akar semantic 

dari istilah tersebut mempunyai zlemen konseptual: lebih dahulu atah lebih 

awal dalarn ~ a k t u . ~ ~  Dokulnen internasional seperti Konvensi ILO 169 

membedakannya dalam dua kategori, yaitu indigenous peoples dan tribal 

peoples. Sandra Moniaga dan Stephanus Djuweng mengusulkan 

penerjemahannya dua istilah tersebut sebagai berikut: indigenous peoples 

diterjemahkan menjadi "bangsa pribumi" dan tribal peoples diterjemahkan 

menjadi "masyarakat adat". Istilah masyarakat adat lebih dekat dengan tribal 

peoples daripada indigenous peoples. Namun berbagai diskursus dan 

dokumen HAM internasional setelah Konvensi ILO 169 lebih banyak 

menggunakan istilah indigenous peoples dari pada tribal peoples dan istilah 

indigenous peoples dipakai untuk menunjuk kedua-duanyaS0 

48 Syukri Batubara, Perlindungan. .., Op.Cit., hlm. 62 
49 Rafael Edy Bosko, Hak-HakMasyarakat adat ..., Op.Cit., hlm 52 

Yance Arizona, Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Kollstitusionalisme 
Indonesia, Jt~rnal Konstittai, Edisi 2 Vo!. 6, (Juli 2009), hlm. 106 



Dalam dokumen hukum di Indonesia lebih banyak digunakan istilah 

"Masyarakat Hukum Adat" daripada "Masyarakat Adat". Istilah masyarakat 

hukum adat lahir dari bentuk kategori pengelompokkan masyarakat yang 

diajarkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vallenhoven dan Ter Haar. 

Kategori kelompok sosial itw- yang kemudian dikenal dengan bentuk 

masyarakat huicum (rechtsgemeenchappen) adalah masyarakat yang seluruh 

anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan oleh hukum yang dipakai, 

yaitu hukurn adat. Bahkan Van Vallenhoven membagi wilayzh di Indonesia 

(Nederlandsh Indie dhulu) ke dalam 19 (sembilan belas) lingka-an hukum 

(rechtskringen) yang setiap lingkar hukum dapat dibagi lagi ke dalam 

kukuban-kukuban hukum (rechtsgouwen). Jelas sekali bahwa pakar hukum 

adat dari Belanda menekankan pengategorian masyarakat adat berdasarkan 

hukum. Bahkan selain membagi berdasarkan teritori, hukum adat juga dibagi 

berdaswkan lapangan-lapangan yang berkembang dalam hukum barat, 

misalkan hukum waris adat, hukum tanah adat, hukurn adat mengenai tata 

negara, hukum hutang-piutmg, hukum delik adat dan bidang hukum 

lainnya. 51  

Istilah masyarakat hukum adat juga mengandung kerancuan antara 

"masyarakat-hukum adat" dengan "masyarakat hukum-adat", yang satu 

menekankan kepada mzsyarakat-hukurn dan yang lain menekankan kepada 

hukum adat. Pada pihak lain, kalangan yang keberatan dengan penggunaan 

Ibid 



istilah "masyarakat hukum adat" berargumen bahwa "masyarakat hukum 

adat" hanya mereduksi masyarakat adat dalam satu dimensi saja, yaitu hukum, 

sedangkan masyarakat adat tidak saja tergantung pada dimensi hukum, 

melainkan juga dimensi yang lainnya seperti sosial, politik, budaya, agama, 

-.  ekonomi dan e k 0 1 c ~ i . ~ ~  

Di Indonesia terdapat beberapa penyebutan masyarakat hukum adat 

dalarn literatur dan peraturan perundang-undangan yaitu ada yang 

menyebutkan dengm istilah masyarakat adat dan ada pula yang menyebutnya 

dengan istilah nlasyarakat hukzlrn wdat Juga ada yang mznyebut sebagai 

persekzlttlan huhm. Meskipun begitu, perbedaan penyebutan istilah itu tidak 

menafikan atau menegasikq hak-hak adat yang dimiliki oleh mereka.53 

Istilah "masyarakat adat" mulai disosialisasikan di Indonesia pada 

tahun 1993 setelah sekelompok orang menarnakan dirinya Jaringan 

Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh- 

tokoh adat, akademisi dan aktivis ornop menyepakati penggunaan istilah 

tersebut sebagai suatu istilah urnurn pengganti sebutan yang saat itu sangat 

beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat hukum adat sering disebut 

sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat adat, orang asli, 

peladang berpindah, peladang liar, perusak hutanllingkungan dan terkadang 

dicap sebagai penghambat pembangunan karena keterbelakangannya. 

'' Ibid, hlm. 107 
53 Mukmin Zakie, "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukurn Adat Dalarn 

Kontitusi ", Jurnal Konsitusi, Volume I1 Nomor 2 (November 2009), hlrn. 121 



Sedangkan pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh 

masyarakat sekitarnya sesuai nama suku mereka m a ~ i n ~ - m a s i n ~ . ' ~  

Sedangkan Departemen Sosial menggunakan istilah "masyarakat 

terasing" atau "masyarakat suku terasing" yang kemudian diganti dengan 

istilah "kornunitas adat terpencil" untuk menyebut masyarakat a~la'c.'~ 

Dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pertama 

tahun 1999, Masyarakat Adat diartikan sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

"Masyarakat Adat adaiah keiompok masyarakat yang memiliki asal 

uszil Ielzihur (secara ttinin temunin) di wilayah geograj'is tertentu, sevta 

memiliki sistenz izilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dun wilayah 

sendiri. " 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah masyarakat hukum 

adat, karena secara khusus dalam dunia akademis istilah masyarakat hukurn 

adat lebih banyak digunakan dan juga dalam beberapa peraturan perundang- 

undangan terutama dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menggunakan 

istilah masyarakat hukum adat. 

54 Ibid, hlm. 122 
5 5  Yance Arizona, "Hak ulayat.. .", Loc.Cit 
56 Ibid 



Adapun ciri-ciri masyarakat hukum adat adalah sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

a. Adanya kelompok manusia yang menyebutkan integritas mereka 

kelompok manusia ini akan bertindak keluar sebagai satu 

kesatuan. 

b. Di dalam kelompok mausia yang seperti itu terdapat . 

pemerintahan yang mempunyai wewenang rnembuat peraturan dan 

memaksa berlakunya peraturan bagi seluruh warga masyarakatnya. 

c. Di dalam kelompok m'asyarakat yang seperti itu juga terdapat harta 

kekayaan yang terpisah dari masing-masing harta warga negara 

mggotanya. 

d. Kelompok manusia yang seperti itu mempunyai wilayah sebagai 

wilayah kekuasaan. 

e. Rasa solidaritas antara sesama anggota masyarakat yang 

bersangkutan masih sangat tinggi. 

f. Harta kekayaan kelompok dimaksudkan semata-mata hanya untuk 

kesejahteraan anggota masyarakat yang bersangkutan. 

g. Setiap warga anggota masyarakat yang bersangkutan merasa 

bertanggung jawab terhadap harta kekayaan masyarakat. 

h. Pada setiap warga masyarakat yang bersangkutan tidak terdapat 

pemikiran tentang pembubaran masyarakatnya. 

57 Syului Batubara, Perlindzmngan ..., Op. Cit., hlm. 63 



i. Masyarakat yang bersangkutan dianggap keberadaannya sebagai 

sesuatu yang bersifat metayuridis artinya bahwa keberadaan 

masyarakat yang bersangkutan bukan dibentuk pihak luar dan 

tidak mungkin dibubarkan pihak luar. 

3. Hak Ulayat Masyarakat Mukum Adat 

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan tanah yang didudukinya, 

terdapat adanya hubungan yang erat sekali, hubungan tersebut berslmber 

pada pandangan yang bersifat religio-magis. Sehingga menyebabkan 

masyarakat hukum adat memperoleh hak ulltuk menguasai tanah tersebut, 

meinanfaatkan tanah-tanah itu, memungut hasil dari turnbull-tumbuhan yang 

hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup 

disitu. Hak masyarakat hukun adat atas tanah ini disebut hak pertuanan atau 

hak ulayat, dan dalam literatur hak ini oleh Van Volenhoven disebut 

be~hikkin~srecht .~~ 

Hak ulayat pada hakekatnya merupakan kepunyaan bersama para 

warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ada bagian tanah ulayat 

yang digunakan bersama dan ada pula yang dikuasai warganya secara 

perorangan dan digunakan untuk pem~nuhan k e b u t ~ h a n n ~ a . ~ ~  Hak ulayat 

merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum 

adzt yang berhubungan dengan tanah yang ada dalam lingkungan wilaya. 

Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Ailat, Pradnya Paramita, Jakarta,2006, hlm 103 
'' Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara ..., Op.Cit., Hlm. 236 



masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam pengertian "tanah dalam 

lingkungan wilayahnya", itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukurn 

adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuh- 

turnbuhan, dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan 

dan mata pencahzriannya.60 

Masyarakat hukum adat sebagai pefijelmaan dari seluruh anggotanya 

yang mempunyai hak ulayat, bukan orang-perorangan. Hak ulayat ini disertai 

wewenaqg dan kewajiban yang bersifat perdata, yaitu berhubungan dengm 

ha! bersama kepunyaan atas tanah tersebut dan bersifat publik, yaitu berupa 

tugas untuk mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan, penguasaan, 

penggunaan, dan pemeliharaannys. Dalam perpustakaan hukum adat, hak 

ulayat disebut dengan nama "beschikkingsrecht 

Salah satu sifat khas dari hak ulayat pada masyarakat hukum adat 

yakni komunalistik religius dimana memungkinkan penguasaan tanah secara 

individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus 

mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan ini merupakan hak 

bersama masyarakat hukum adat atas tanah yang dikenal dengan hak ulayat, 

sekaligus bersifat religius karena tanah hak ulayat yang diperoleh warga 

60 Maria Sumardjono, Tanah ..., 0p.Cit.. hlm. 170 
6' Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan ..., Op.cit., hlm. 27 



masyarakat diyakini sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada nenek 

moyang mereka sampai pada generasi ~ e l a n j u t n ~ a . ~ ~  

Secara konseptual, hak ulayat merupakan hak tertinggi dalam sistem 

hukum adat. Di bawah hak ulayat hak kepalaitetua adat yang merupakan 

turunan hak ulayat dan semata-mata beraspek hukum publik. Selanjutnya, 

barulah hak-hak individual yang secara langsung maupun tidak lmgsung juga 

bersumber dari hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan. Namun 

demikian, meskipun termasuk bidang hukum perdata, pengaturan ljenguasaan 

dan penggunaannya ditentukan olch kepala adat, d m  termasuk bidang hukum 

publik.63 

Kriteria dalam masih ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum 

adat itu tidak terdapat keteiituannya dalam UUPA dan penjelasannya, tapi 

Maria S.W Sumardjono menjelaskan tentang 3 (tiga) kriteria penentu masih 

ada atau tidaknya hak ulayat, yaitu: 64 

a. Adanya masyarakat hukum adat ymg memenuhi ciri-ciri tertentu 
yang merupakan subyek hak ulayat. 

b. Adanya tanahlwilayah dengan batas-batas tekentu sebagai 
Lebensrat~m yang merupakan obyek hak ulayat 

c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan 
tindakan-tindakan tertentu. 

Tindakan-tindakan tertentu yang dimaksud dalam huruf c diatas Maria 

6"u~en Alting, Dinamika Huktlm dalam Pengakt~an dun Perlindungan Hak Masyarakat 
Ht~kt~m kdat Atas Tanah, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 201 1, hlm. 56 

63 Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembanlan ..., Op.Cit, hlm. 71 
64 Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan .... Op.cit.,hlm 57 



S. W. Sumardjono menjelaskan lebih lanjut yaitu:65 

1. Mengatur dan meyelenggarakan penggunaan tanah (pemukiman, 
bercocok tanarn, dan lain-lain), persediaan (pembuatan 
pemukimadperswahan baru, dan lain-lain), dan pemeliharaan 
tanah); 

2. Mengatur dan menentukan hubungaii hukum antara orang dengan 
tanah (memberikan hak tertentu pzda subyek tertentu); 

3. Me~gatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah ( 
jual-beli, ~varisan, dm- lain-lain). 

Hak ulayat tidak dapat dilepaskan dari masyarakat hukum adat melalui 

upaya dan proses pembebasdpelepasan hak atas tanah menurut ketentuan 

hukum positif yang berlaku casional. Jika pemerintah atau suatu perusahaan 

memerlukan tanah yang terrnasuk ke dalam wilayah hak ulayat untuk suatu 

kegiatan pembangunan yang sangat pentinglmendesak, maka harus dilakukan 

menurut prosedur dan tata cara yang berlaku dalam liukurn adat setempat. Jika 

pemanfaatan tanah tanah tersebut diperlukan untuk jangka waktu yang relatif 

lama, misalnya untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan, maka jika 

pemanfaatan tanah itu telah selesai, tanah tersebut harus kembali kepada 

masyarakat hukum adat t e r ~ e b u t . ~ ~  

Hal di atas sesuai dengan ketentuan h u k w  adat yang menyatakan 

bahwa hak ulayat iidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan atau diasingkan 

secara tetap (selamanya). Kenyataan selama ini yang terjadi adalah jika 

misalnya kegiatan pertambangan telah selesai atau hak guna usaha untuk 

65 . zbid., hlm. 56 
66 Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembanlan ..., Op.Cit, hlm. 73 



I...- ~- - suatu perkebunan telah habis masanya, tanah-tanah itu kembali pada negara, 

I bukan pada masyarakat hukum adat setempat. Hal inilah yang kemudian 

memicu dan berkembang menjadi konflik agraria yang tiada berkesudahan. 

B. Hak Menguasai Negara 

I Pasal 2 ayat 1 UUPA disebutkan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan 

I seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia membentuk negara 

Republik Indonesia untuk melindungi segenap tanah air Indonesia dan melaksanakan 

tujuan bangsa Indonesia untuk menajukan kesejahteraan umurn. 

I Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Negara Republiic Indonesia mempunyai 

I hubungan hukum dengan tanah di selumh wilayah Indonesia agar dapat memimpin 

dan mengatur tanah-tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia atas nama bangsa 

Indonesia melalili peratilran perundang-undangan, yaitu UUPA dan peraturan 

pelaksanaannya. 

Hubungan hukum tersebut dinarnakan Hak Menguasai Negara (HMN). Hak 

ini tidak memberi kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakannya 

seperti hak atas tanah karena sifatnya semata-mata sebagai kewenangan publik 

sebagaimana dirumuskan dalarn Pasa.12 W P A . ~ ~  

Negara diberi kewenangan untuk mengatur tanah dari unsur-unsur surnber 

daya alarn lainnya yang merupakan kekayaan nasional. Dalam ha1 ini negara 

benvenang mengatur persediaan, perencanaan, penguasaan, dan penggunaan tanah, 

67 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemeriztah di Bidang 
Pertanahan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 23 



serta pemeliharaan tanah atas seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia dengan 

tujuan agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kewenangan tersebut dilaksanakan negara dalarn kedudukannya sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat Indonesia atau berkedudukan sebagai badan penguasa.68 

Dalm tataran teoritis, menurut aliran hukum darn konsep Hak Menguasai 

Negara (HMN) menempatkm tanah sebagai salah satu objek pemilikan, baik oleh 

perseorangan maupun masyarakat. Dengan demikian, negara bukan sebagai pemilik 

(privat) atas tanah sebab pemilik atas tanah adaiah manusia alarni. Sementara itu, 

tanah-tanah tak bertuan &tau tanah masyxakat hukum yang diduduki oleh w a g 2  

nlasyarakat menjadi bagian dx i  sifat keteraturan pola kepemilikan tanah i n d i ~ i d u a l . ~ ~  

Konsep HMN menurut Teori Perjanjian Masyarakat (Du Contract Social) 

sebagaimana dikemukakan oleh J.J Rousseau yang didukung pendapat M. Kaser dan 

P.B.J Wubbe menyatakan bahwa milik perseorangan atas tanah diserahkan 

berdasarkan perjanjian masyarakat yang dijelmakan sebagai hukum. Dalam 

kehidupan bemegara, seluruh kekayaan yang ada adalah milik publik dan dikuasai 

oleh hukum negara. Hal ini berlaku pula tehadap setiap hubungan hukum termasuk 

negara sehingga negara mempunyai kewenangan hukum atas kepunyaan negara. 

Pemilikan atas tanah oleh negara mengandung kategori sebagai berik~t:~ '  

Boedi Harsono, Huktrm Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agrarza, Isi dun Pelaksanaannya, Djambatan, 2007, him. 6 

69 Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Htrbungan Manusia dengan Tanah Berdasarkan 
Pancasila, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1993, him. 11 

70 Achmad Rubaie, Htrkum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia 
Publishing, Bandung, 2007, hlm.15 



1. Negara tidak memiliki tanah, tetapi secara khusus mempunyai hubungan 
dengan tanah khususnya berkaitan dengan kepentingan umum. 

2. Negara merupakan satu-satunya pemilik tanah, baik dalam arti 
sepenuhnya maupun dalam arti mempunyai. 

3. Negara memiliki tanah di samping milik orang perseorangan. 
4. Negara menjalankan kekuasaan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, 

seolah-seolah tanah adalah miliknya. 

+ .  Pada kenyatannya, negara dapat memiliki sepenuhnya tanah di wilayah 

negara, seperti di negara komunis bekas Uni Sovyet dan Republik Rakyat China. Di 

samping itu, negara juga dapat memiliki tanah dalam domain privat (milik para raja) 

dan domain pt1bli.k (milik umum), baik yang dipergcnakan untuk kepentingan 

pe~nerintahan negara sendiri maupun domain publik dalam artian dipergunakan mtuk 

kepentingan umum seperti jalan dan fasilitas umum laimya. Ada juga tanah-tanah 

domain kotapraja dengan kekuasaan yang bersifat administrative. Dengan demikian, 

negara yang bertindak atas tanah baik dalam bentuk pemilikan atau seperti milik 

(dikuasai secara administratif). Hal ini terjadi karena beberapa ha1 ber ik~t :~ '  

1. Sifat tanah yang tidak dapat dimiliki oleh perseorangan atau memang 
tidak mempunyai pemilik. 

2. Fungsi tanah yang secara langsung berguna bagi masyarakat. 
3. Mempunyai kemanfaatan umum. 
4. Tanah dipergunakan sendiri oleh negara. 

Pelaksanaan campur tangan negara atas tanah dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah menurut bentuk negara serta kemauan politik yang dianut. Akan 

tetapi, perseorangan dan kelompok masyarakat tertentu juga dapat memliki tanah 

baik menurut kodratnya maupun atas perjuangannya untuk memperoleh tanah. 

Penguasaan negara atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

7' Ibid, hlm 15 



bersumber pula pada Hak 3angsa Indonesia yang meliputi kewenangan negara dalam 

pasal2 ayat (2) UUPA, yaitu: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukm, perlggunaan, persediam, 

dan peme!iharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

b. Menentukm dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan mang 

angkasa. 

Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan 

berbagai kegiatan dalam pasal 2 tersebut, oleh UUPA diberikan suatu interpretasi 

autentik n~engenai hak menguasai dari negara yang dimaksudkan dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 sebagai hubungan hukum yang bersifat publik semata-mata. 

Dengan demikian, tidak akan ada lagi tafsiran lain mengenai pengertian dikuasai 

dalam pasal33 Undang-Undang Dasar 1945 t e r ~ e b u t . ~ ~  

Adapun ruang lingkup pengaturannya, HMN berlaku atas semua tanah yang 

ada di Indonesia, baik itu tanah yang belum dihaki, juga tanah yang telah dih& oleh 

perseorangm. Terhadap tanah yang belum dihaki perseorangan, HMN melahirkan 

istilah "tanah yang dikuasai langsung oleh negara," atau kemudian disebut secara 

singkat sebagai "tanah negara". Sedangkan tanah yang telah dihaki perseorangan 

disebut "tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara," atau "tanah negara tidak 

72 Boedi Harsono, sejarah, Op,Cit.,hlm. 232 



bebas." Kewenangm terhadap tanah yang sudah dihaki perseorangan ini pada 

dasarnya bersifat pasif, kecuali jika tanah itu dibiarkan tidak diuruslditelantarkan. 

Sehingga negara dapat mengaturnya supaya produktif.73 

Selanjutnya, Moh. Mahfud. MD berharap bahwa HMN seharusnya justru 

inemberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut Pemerintah 

dapzit melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Dua ha1 penting dari pendapat tersebut, Pemerintah seharusnya bisa secara proaktif 

dan responsif mengeluarkan regulasi mengenai pengaturan dan penyelenggaraan 

pengelolaa sumber daya agraria, dengan memperhatikan setidahya enam unsur 

yang terkandung dalam HMN tersebut di atas. Tetapi seluruh regulasi yang 

mengatasnamakan HMN tersebut hams dalam kerangka keberpihakannya pada 

kepentingan masyarakat . 

Di dalam putusan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Ketenagalistrikan yang merupakan pengujian undang-undang yang pertama kali 

diajukan kepada Mab'tamah Konstitusi dan merupakan putusan pertama Mahkamah 

Konstitusi terhadap pengujian undang-undang yang mendalilkan persoalan 

penguasaan negara atas sumber daya ekonomi, dari situ dapat dilihat tafsir penting 

Mahkamah Konstitusi dalam menjelaskan kedudukm negara berdasarkan frasa 

73 Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 
1994,hal. 53. 

74 Moh. Mahfud MD, PoIitikHtlktrm di Indonesia, LP3ES, Jakarta,1998, hal. 349. 
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"dikuasai oleh negara" yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tersebut. 

Hal itu adalah: 75 

a. Dalam konsepsi kepemilikan perdata, "dikuasai oleh negara" dipahami 

sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang 

mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat 

atas surnber-sumber kekayaan alam. 

b. Pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 

1945 mengandl~ng pengertian ymg lebih tinggi atau lebih luas daripada 

pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, karena kepemilikan tcrsebut 

lahir dari konstruksi kedaulatan rakyat yang dinyatakan dalam hukum 

tertinggi, yaitu Undang Undang Dasar 1945. 

c. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang Undang Dasar 

1945 memberikan mandat kepada negara untuk: 

1) Mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 

(bestuursdaad) yang dilakukan oleh negara c.q pemerintah dengan 

kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas 

perizinan (vergt~nning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). 

75 Yancc Arizona, PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Perbandingan 
Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022lPUU-I12003 Mengenai Pengujian Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060- 
063lPUU-IU2004 dan 008lPUU-11112005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air), Skripsi, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Unversitas Andalas, 
2007, hlm. 81-82 



2) Pengaturan (regelendaad), dilakukan melalui kewenangan 

legislasi oleh DPR bersarna dengan Pemerintah, dan regulasi oleh 

Pemerintah (eksekzlt$. 

3 )  Pengelolaan (beheersdaad), dilakukan melalui mekanisme 

. -  pemilikan saham (share-holding) danlatau melalui keterlibatan 

langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan 

melalui maria negara c.q. Pemerintah mendayagunakan 

penguasaannya atas sumber-sumber kekzyaan itu untuk digunakan 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

4) Pengawasan (toezichthozrdensdaad) dilakukan oleh negara c.q. 

Pemerintah agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber- 

sumber kekayaan itu benar-benar dilakukan untuk sebesar- 

besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 

d. Pengertian "dikuasai oleh negara" tidak dapat d ia r t i~an  hanya sebatas 

sebagai hak untuk mengatur, karena ha1 dimaksud sudah dengan 

sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tan2a harus disebut secara 

khusus dalam Undang Undang Dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak 

tercantum dalarn Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana lazim di 

banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak 



mengatur norma-noma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah 

dengan sendirinya negara benvenang melakukan fungsi pengaturan. 

e. Mengutip pendapat Bung Hatta, makna dikuasai oleh negara ialah bahwa 

terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara 

harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara 

bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan 

hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan 

swasta, baik nasional maupun asing. 

Lima ha1 di atas akan nienjadi pedoman utama bagi Mahkamah Konstitusi 

dalam memutus pengujian undang-undang terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 

1945, terutama y h g  mempermasalahkan penguasaan negara atas cabang-cabang 

produksi yang penting dan sumber kekayaan alam. 

Ditinjau dari segi historisnya, Hak Menguasai Negara merupakan dasar 

pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan bersifat sektoral, 

ha1 ini terjadi sejak era orde baru hingga era reformasi dan di era tersebut telah 

banyak terjadi sengketa agraria antara hak ulayat dengan hak menguasai negara 

dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. 

C. Konsep Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Ada t 

Pengakuan dalam kaitannya dengan masyarakat h.ukum adat atas tanah 

mengarah pada pengertian pengakuan dari negara atau pemerintah baik secara politik 



inaupun secara hukurn, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam 

memberikan penghormatan, kesempatan, dan perlindungan bagi berkembangnya 

masyarakat hukum adat beserta k&-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai 

Negara Kesatilan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa 

negarafpemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan 

masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan 

pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain. 

Pengakum tersebut merupakan pengakuan yang difom~ulasikan dalam bentuk hukum 

negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya a l a ~ n n ~ a . ~ ~  

Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adai tidak hanya terbatas pada 

bentuk pengakuan dalam hukum negara, tetapi karena secara faktual masyarakat 

Indonesia bersifat majemuk, maka pengakuan juga dap2t diperoleh mclalui hukurn 

yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Akan tetapi, ha1 ini belum bisa 

diterapkan di Indonesia, karena sejak zaman kolonial Belanda, Indonesia perlahan- 

lahan tunduk akan semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh Belanda, walaupun 

masih dikenal hukum adat pada waktu itu. 

Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia mengakui keberadaan h u h m  

adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Belanda (Pasal 131 

IS). Kemudian dalam Pasal 15 AB, bahwa kebiasaan hanya dapat disebut hukum 

apabila undang-undang menyebutnya. Pengakuan bersyarat dalam pemerintahan 

Belanda ternyata terjadi lagi pada saat Indonesia merdeka sampai saat ini. Pasal3 dan 

76 Husen Alting, Dinamika Htlkurn ..., Loc.Cit 



Pasal 5 UUPA merupakan salah satu contoh pengakuan bersyarat yang diberikan 

kepada masyarakat hukum adat beserta kekayaannya. Kemudian pengakuan tersebut 

ditetapkan juga sebagai hak asmi manusia yang dirumuskan dalam Pasal 18B ayat (2) 

1945 bahwa negara mengakui dan menghoxmati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidap d m  sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam undang-undang; Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwz indentitas budaya dan masyarakat tradisional clihoxmati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradabari. Sedangkan pada perubahan keempat UUD 

1945 ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (1), bahwa negara memajukan kebudayaan 

nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai b ~ d a ~ a n ~ a . ~  

Melalui klausula persyaratan pemberlakuan di atas, dapat dimaknai bahwa 

Indonesia telah terjadi penundukan hukum adat terhadap hukum negara prig oleh 

Griffiths disebut sebagai pluralisme hukum yang iemah (weak law plzlralism), karena 

hukum adat hanya dapat berlaku, jika keberadaanya diakui oleh hukum negara. Hal 

ini oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai keangkuhan hukum (negara), karena 

hukum adat itulah yang sebenarnya menentukan apa yang boleh terjadi di NKRI, 

termasuk eksistensi hukum adat7' 

77 Ibid, hlm 67 
78 Ibid, hlm 68 



Penundukan pemberlakuan hukum adat terhadap hukum negara menunjukkan 

bahwa negara lebih unggul (superior) dibandingkan dengan hukum adat. Bagi 

Indonesia, hak tersebut seusai dengan salah satu pilihan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Achmad Sodiki bahwa jika pilihan hukum pengakuan hukum adat 

dibawah ketentuan hukum undang-undang, maka keberadazii hukum adat bergmtung 

pada belas kasihan undang-undang (hukum negara).79 Dengan demikian, berlakunya 

hukum adat hams tidak mengandung unsur bertentangan dengan peraturan 

pzrundmg-ur,dmgafi negara. Konsepsi inildl yang digunakan UUPA, dimana hukum 

adat dianggap terdapat kekurangan yang harus dibersihkan dengan menggunakan 

kiteria hukum nasional. Jadi, hukunl nasional dianggap sebagai superior 

dibandingkan dengan hukum adat. Bukan hanya UUPA, peraturan-peraturan 

perundang-undangan setelah UUPA pun banyak memberikan pengakuan bersyarat 

kepada keberadaan masyarakat hukum adat terutama peraturan perundang-undangan 

di bidang sektoral seperti kehutanan, sumber daya air, pertambangan, dll. 

Di era otonomi daerah sekarang ini juga memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat 

hukurn adat meldui peraturan daerah sesuai dengan amanah dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian uusan Pernerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah/kota. 

79 Achmad Sodiki dalam Husen Alting, Diltarnika ... Op.cit., h!m 69 



Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, baik yang diatur dalam hukum 

negara maupun hukum yang hidup di masyarakat, memiliki makna apabila ketentuan 

tersebut diikuti ole3 tindakan perlindungan dari negara. 

Perlindungan mempunyai makna pemberian jarninan atas sesuatu sebagai 

konsekuensi dari sang pelindung. Dalam perlindungan, terdapat hak yang hxus 

dijaga dan dihomati. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wevt7enang atau 

kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang. Inti yang 

terkandung dalam hak yaitu adanya suatu tuntutan dan dalam kaitannjla dcr-gan 

perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu claim dari rakyat.80 

Perlindungan hukum pada hakikatnya bukan hanya menyangkut aspek h u h n ;  

negara, tetapi juga perlindungan hukum yang dituangkan dalam kaidah yang diyakini 

dan ditaati oleh masyarakat. Selama kaidah (hukum tidak tertulis) tersebut masih 

berlaku dan hidup di dalam suatu masyarakat, hukum negara tidak bisa masuk 

sebagai hukum dalam masyarakat tersebut. 

Landasan pijak bagi perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah 

Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila merupakan dasar ideologi dan falsafah 

bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan 

menempatkan hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan sebagai penentu. 

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemosisian Indonesia sebagai negara 

Ibid, hlm. 74 



hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang hams ditaati dan dilaksanakan 

oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.8' 

Hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam juga menjadi kewajiban 

dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas sumber daya alam 

yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Sebagai arnanah dari Pancasila dan 

UUD 1945 pemerintah sebagai penyelenggara negara membuat undang-undang 

sebagai bentuk pelindungan terhadap hak-hak masyarakat h u h  adat. Dalam 

meinbuat undang-undang harus ada prinsip dasar perlindungan yang termuat dalam 

undang-undang tersebut. Prinsip perlindungan hukum itu adalah melalui 

penghormatan harkat dan martabat masyarakat harus diarahkan pada perlindungan 

terhadap hak sosial, hak ekonomi, dan hak kultural. 

D. Perkembangan Pengaturan Pengakuan dan Perlindugan Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Sebelum Otonomi Daerah 

Perkembangan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, dari zaman 

penjajahan Belanda hingga sekarang terjadi dinamisasi hukurn dalam eksistensi, 

penghormatan, dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia. 

Berikut akan dijelaskan perkembangan hak ulayat masyarakat hukum adat di 

Indonesia mulai dari zaman Kolonial Belanda hingga zaman Orde Baru. 

1. Zaman Kolonial Belanda 

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, ada pemisahan antara 

pengakuan terhadap hukum adat dengan pengakuan terhadap peradilan adat 

*' Ibid, hlrn. 77 



dan keberadaan persekutuan hukum adat. Pengakuan ketiga unsur tersebut 

diatur dalam peraturan perundangan yang terpisah. Pengakuan formal 

terhadap hukum adat sudah ada sejak tahun 1 8 4 8 . ~ ~  Pengaknan pertama kali 

yaitu dalam Pasal 1 1 Algemenee Bepalizgen van Wetgeving (AB) tahun 1848 . - 

yang berbunyi: 

"Kecuali dalam hal-ha1 orang pribumi atau oran-orang yang 
dipersamakan (orang Timur Asing) dengan sukarela menaati peraturan- 
peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam ha-hal bahwa 
bagi mereka berlaku peraturan perundangan-undangan semacam itu, atau 
peraturan perundang-undangan lain, maka hukum ymg berlaku yang 
diperlakukan ole11 hakin1 pribumi dan kebiasaan masyarak~i, asal saja tidak 
bertentangan dengan asas-asas keadilan yang dipakai urnumng3 

Pengakuan berikutnya dilakukan oleh Regerings Regi'ement (RR) 

tahun 1854 pasal 75 (lama), khususnya ayat (3) dan ayat (6). Reglemen ini 

mengatur bahwa kepada setiap orang pribumi dan timur asing yang tidak 

menundukkan diri secara sukarela atau yang pada mereka tidak diberlakukan 

hukurn perdata Eropa oleh Gubernur Jenderzl, hakim &an menggunakan 

undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan sepanjang tidak 

bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang kepatutan dan 

keadilan. Pasal 75 RR digmti dengan Pasal 131 ayat (6) Indische 

Staatregeling ( I S )  yang menyatakan tidak memberlakukan seluruhnya hukum 

perdata Eropa bagi orang Pribumi dan Timur Asing atau dengan adanya 

penundukan sukarela, maka pembuat undang-undang hams menghormati 

Rikardo Simarmata, Pengakuan ..., Op.Cit, hlm. 32 
83 Ibid 



hukum adat asalkan hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan dasar- 

dasar keadilan yang diakui u m ~ r n . ~ ~  

Tradisi pengakuan terhadap hukum adat diteruskan pada tahun 1929 

oleh Pasal 134 ayat (2) IS, yang tidak lagi menggunakan undang-undang 

agama (godsdientiege wetten), peraturan lembaga-lembaga (vollrsintellingen 

en geburiken), melainkan sudah memakai istilah ada t re~h t .~~  

Pengakuan terhadap peradilan adat (inheemse rechtspraak) tei-tulis di 

dalam Pasal 130 IS dan Pasal 3 Ind. Staatsblad 1932 Nomor 80. Peraturan ini 

mengatur mengenai peradilan adat yang berada di luar Jawa dan Madura. 

Peradilan asli dibiarkan mempunyai sendiri yang disebgt clcngan peradilan 

adat. Peradilan asli ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili 

baik perkara pidana maupun perdata berdasarkan hukum adat.86 

Keberadaan persekutuan hukum adat diatur dalam De Inlandsche 

Gemeente Ordonantie (IGO) yang diundangkan pada tahun 1906 lewat stbl. 

1960 No. 83. Ordonansi ini berlaku untuk Jawa dan Madura dan bennaterikan 

pengaturan mengenai urusan pengelolaan dan kepentingan rumah tangga 

komunitas pedesaan yang diperintah langsung oleh pemerintah Hindia 

Belanda. IGO tidak diberlalclikan pada desa-desa yang terletak di luar Jawa 

dan Madura karena pemerintah Hindia Belanda merasa lebih memahami desa- 

desa di Jawa yang dalam kenyataannya memang semakin berkarakter sebagai 

84 Ibid, hlm. 32 
85 Ibid 
86 Ibid, hlm. 33 



persekutuan teritorial seiring dengan semakin pudarnya karakter ikatan 

geneologis. Namun, IGO menunjukkan ambisi pemerintah Hindia Belanda 

yang hendak menjadi desa sebagai rujukan bagi seluruh persekutuan hukum. 

IGO mengatur materi mengenai urusan orgainasasi dan pendatan desa dan 

pertanggungjawabannya, pengelolaan hzrta milik dan kekayaan desa serta 

penyelenggaraan kerja-kerja untuk kepentingm negara.87 

IGO juga mengatur tentang pelepasan hak mengenai tanah desa 

kepada orang bumiputera atau badan hukum bumiputera. Pasal 12 ayat (I) 

IGO menyatakan bahwa pelepasan tanah desa asal itu dilarang kecuali 

pelepasan kepzda negara dan dilarang melakukan pelepasan tanah desa 

kepada orang yang bukan golongan bumiputera. Walaupun demikian, dengan 

mempergunakan Pasal 12 IGO tersebut, masih ada kesempatan atau 

kemungkinan untuk memberikan hak benda atas tanah milik desa kepada 

orang bukan bumiputera dengan perantaraan pemerintah.88 

Dalam hal yang lebih mendasar, IGO dianggap telah 

mentransformasikan desa-desa dari hanya sekedar eksistensi sosiologis 

mejadi realitas hukum yang disebut badan hukum. Sebagai badan hukum, 

desa menjadi pengemban hak dan kewajiban. Desa juga diakui sebagai 

pemilik harta kekayaan khusus pemilik harta komunal. Sebagai persekutuan 

87 Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi Dalam Pemerintahan Hindia Belanda, 
Bayurnedia Publishing, Jakarta, 2004, hlm. 33 

Aboesono, Sejarah Htrlnrm dun Politik Agran'a di Indonesia (Jilid I ,  jaman Penjajahan), 
hlm 91 



hukum yang rncmiliki hak, desa juga mcmpunyai pengurus beserta angg~ta. '~ 

Akan tetapi, diluar pengakuan kebcradaan persekutuan hukurn, peraturan ini 

ternyata tetap ingin mengalnbil tanah desa untuk kepentingan pemerintahan 

Hindia Belanda, ha1 ini tersirat dalam Pasal 12 IGO yang jelas menyatakan 

bahwa pelepasan liak hanya dapat di lahkm kepada negara, dcng= 

melepaskan hak atas tanah kepada negara maka selanjutnya oleh negara 

mcmberikan hak atas tanah tersebut kepada siapa saja yang negara 

(pemerintahan Hindia Belanda) kchendaki. 

Pada tahun 1870, Pemerintah Belanda lnengeluarkan Agrarische Wet 

yang isinya menekankan pada 2 (dua) ha1 yaitu: dimungkinkannya 

perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan diakuinya eksistensi tanah- 

tanah priburni atas hak adat mereka. Agrarische wet 1870 kemudim 

dimasukkan dalam Pasal 51 Konstitusi Hindia ~ e l a n d a ~ '  (de Wet Op 

Staatsinrichting van Nedherlands Indie). 

Berdasarkan Pasal 51 Konstitusi Hindia Belanda untuk wilayah Jawa 

dan Madura, dibentuklah Agrarische Besluit 1870 Nomor 1 18. Pasal 1 aturan 

ini menyatakan bahwa dengan pengecualian atas tanah-tanah yang termasuk 

*' Rikardo S i m m a t a ,  Pengakuan ..., Op.Cit, hlm. 38 
90 Pasal 51 berbunyi : 1) Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah, 2) larangan ini tidak 

berlaku terhadap bidang-bidang tanah sempit untuk perluasan kota atau desa atall untuk pendirian 
perusahaan komersil; 3) Gubemur Jenderal boleh menyewakan tanah terkecuali terhadap tanah yang 
telah dibuka oleh penduduk asli yang digunakan untuk penggembalaan desa atau keyentingan- 
kepentingan desz lainnya; 4) waktu sewa berlangsing sampai dengan 75 tahun; 5) dalam memberikan 
hak sewa, Gubemur Jenderal akan menghormati hak-hak tanah penduduk asli; 6) tanah-tanha yang 
dalam kenyataannya dimiliki oleh penduduk asli dapat diberikan hak eigendom (hak milik) kepadanya; 
7) persyaratan dan atau tata cara sewa tanah dari penduduk asli hams sesuai dengan Undang-Undang. 



dalam klausul 5 dan 6 Pasal 51 dari Konstitusi Hindia Belanda, maka semua 

tanah yang hak miliknya tidak dapat dibuktikan akan dianggap menjadi tanah 

negara.9' 

Teori domein menciptakan hak-hak barat tertentu, seperti hak 

eigendom, hak opstal dan hak e@acht, namun juga membiarkan hak-hak adat 

terus berlanjut sehingga di Jawa khususnya terdapzt bermacam-macam hak 

yaitu hak milik adat, hak milik individu, hak milik yang didasarkan pada 

~grarische eigendom, hak milik yang diberikan oleh pemerintah Hindia 

Belanda pada pribumi, hak milik kerajaan, hak u ~ t u k  sewa, membangun, 

mengusahakan tanah-tanah milik orang iain serta hak-liak atas tanah 

pemerintah yang dikuasai oleh orang-orang asing asia (seperti Cina yang 

berlokasi di Jakarta, Karawang dan ~ e k a s i ) . ~ ~  

Pada tahun 1874 pemerintah mengeluarkan Staatblad Nomor 97 yang 

menetapkan bahwa tan&-tanah dalarn kekuasaan desa adalah tanah 

penggembalaan bersama, tanah untuk usaha pertanian penduduknya secara 

terus menerus, tanah untuk kepentingan umum. Selain tanah-tanah itu, ketika 

akan dipergunakan haruslah dengan ijin pemerintah. Dengan kenyataan, 

Staatblad ini menimbulkan berbagai pertentangan.93 Dengan adanya 

pertentangan tersebut, pemerintah akhirnya mengakui hak-hak pribumi atas 

'' Ibid, hlm. 136 
92 Ibid 
93 Di Sumatera Barat tidak ada pejabat Negara yang berani mengumumkan adanya ordonansi 

mengenai pernyataan domein yaitu yang tertuang dalam Staatblad Nomor 75 sampai 119a tertanggal 
14 September 1875. Di Jambi, Residen tidak berani mengumumkan karena akan menciptakan 2.400 
sengketa tanah. 



kepemilikan sebidang tanah yang berasal dari pengolahan atau pengambilan 

hasil hutan dengan cara diakui dan disetujui oleh para tetangga, Kepala Desa 

dan Residen. Mulai saat itu terjadi penguatan konflik kepentingan antara 

masyarakat hukum adat dengan pemerictah mengenai tanah-tanah hak milik 

dan hak ~ ! a ~ a t . ' ~  

Pada tahm 1870 parlemen menyetuJui memberikan hak erfpacht 

selama 75 tahun yang dituangkan sebagai tm~bahan dalam Pasal 62 RR, 

kemudian menjadi Pasal 51 Izdische Staatsregeling. Ketentuan tersebut 

selanjutnya diatur dalam peraturan yang dikenal dengan Donzein Verklaring, 

dimana semua tanah yang tidal., dapat dibuktikzn hak pemilikannya 

(eigendom) adalah tanah negara.g5 Pernyataan domein Negara yang diatur 

dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit ini paralel dengan yang diatur dalam BW. 

Dimana dapat dilihat dalam Pasal 519 dan Pasal 520 BW, mengatur bahwa: 

setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki. Kalau tidak dimiliki oleh 

perorangan atazr badan hukum,maka negaralah pemiliknya. 

Pernyataan domein negara atas tanah yang dimaksud adalah tidak 

lain untuk mempertegas adanya hubungan penguasaan penuh dari negara atas 

tanah. Selain hubungan antara negara (pada waktu itu) dengan tanah yang 

yang diletakkan dalarn hubungan domein, terdapat pula hubungan antara tanah 

94 Ibid, hlrn, 137 
95 ibid 



dengan perseorangan yang diberikan menurut hukum barat, serta hubungan 

antara tanah dengan golongan b ~ m i ~ u t e r a . ~ ~  

Dalam Pasal 1 Agrarische Besltrit bahwa negara memandang dirinya 

sebagai pemilik dari semua tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan 

pemiiikannya, sedangkan jika tm& penduduk asli yang dikuasai hukum adat 

termasuk di dalam lingkup dari teori domein tersebut karena pemegang hak 

atas tanah menurut hukum adat tidak dapat membuktikan kepemilikannya, 

maka ha1 itu berarti bahwa saat yang bersamaan berlaku dua jenis huk.um di 

atas bidang tanah yang sama. Dalam keadaan demikian, penciptaan hubungan 

hukum antara tanah der~gan Belanda atau Eropa lainnya atau Timur Asing 

memperoleh perlakuan yang dii~timewakan.~~ 

Dari uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa pengakuan hukum 

terhadap hukum adat dan keberadaan persekutuan hukum adat di masa 

pemerintahan Hindia Belanda telah disertai dengan persyaratan. Dalam Pasal 

75 RR dan 131 IS ditentukan bahwa penyelesaian perkara oleh hakim dan 

pembuatan peraturan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang 

menggunakan h u b  adat dan lembaga serta kebiasaan adat, tidak boleh 

bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang d i h i  oleh 

umum. Dengan cara terbalik bisa dikatakan bahwa pembuat peraturan 

perundang-undangan diperbolehkan menyimpangi hukum adat jikalau hukum 

96 Winahyu Erwiningsih, Hak Mengzlasai ..., Op. Cit.,hlm. 138 
97 Ibid 



adat tersebut bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang 

diakui oleh umum. Dengan bernada arogan, asas-asas kepatutan dan keadilan 

yang diakui umum itu dianggap berada di dalarn hukum perdata Eropa. 

Sehingga, seiiap hakim yang hams memutus perkara yang peraturannya 

Selm ada di da lm  undmg-undang agama, lembaga-lembaga dan adat 

kebiasaan Indonesia, maka diminta untuk mencari asas-asas umum hukum 

perdata Eropa dalam memberikan keadiia~~.~' 

Dalam perkembangannya, dengan berlakunya asas domein verlcjaring, 

maka lebih mempersempit hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hak 

ulayat mereka karena tanah u!ayat tidak diberikan hak eigendom. Sehingga 

pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, pengakuan bersyarat terhadap 

masyarakat hukum adat sudah diterapkan dengan meaberikan kepentingan 

istimewa kepada pemerintahan Hindia Belanda. 

2. Zaman Kemerdekaan 1945 sampai UUPA 

Setelah proklarnasi kemerdekaan pada tahun 1945 segera bermunculan 

tuntutan kepada pemerintahan untuk membuat produk hukum agraria nasional 

yang baru dan benvatak r e~~ons i f .~ '  Produk hukum agraria tersebut telah 

dikerjakan dalam waktu yang panjang pada periode ini dan baru selesai 

setelah terjadi perubahan politik atau periode sesudahnya. Hukum agraxia 

produk zaman kolonial memiliki karakter eksploatif, dualistik dan 

98 Rikardo Simarmata, Pengakzran ..., Op.Cii, hlm. 41 
99 Kar J. Pelzer, Sengketa Agraria; Pengusaha Perkebtznan Melawan Petani, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 1991, hlm 80 



feodalistik.loO Terutama dengan adanya asas domein verklaring yang 

menyertainya, sangat bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa 

keadilan dalarn masyarakat. Oleh karena iiu, timbul tuntutan agar segera 

diadakan pernbaharuan terhadap hukum agraria. 

Berdasar pada ketentuan dalam Pasal I1 Aiuran Peralihan UUD 1945 

yang menyatkan baliwa "segala badan negara dan peraiuran yang ada masih 

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang 

dasar in?', m&z peraturan perundang-undangan yang ditinggal oleh 

pemerintah kolonial Belanda masih tetap dapat diberlakukan selama 

pemerintah belum dapat membuat produk hukum - hukum baru yaig sesuai 

dengan jiwa kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa di Indonesia masih terdapat 

pola penguasaan tanah baik oleh negara, perkebunan asing, kerajaan, 

masyarakat dan lembaga-lembaga serta individu perorangan dengan dilandasi 

berbagai macam hak, baik yang berasal dari hak-hak barat maupun hak-hak 

adat. 

Tanggapan pemerintah pada periode ini terdiri dari dua macam yaitu: 

Pertama; mengeluarkan berbagai UU secara parsial dalam bidang agraria 

yang berisi pencabutan terhadap beberapa bagian dalam hukum agraria 

peninggalan kolonial yang sangat meninda~.'~' 

loo Moh. Mahfud MD, Politik Ht~kzlrn di Indonesia, Pustaka LP3S Indonesia, 1998, hlm. 118 
'O' Pada masa ini dapat dilihat dikeluarkannya berbagai peraturan, antara lain: UU No.5 

Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-Undang Nr 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhtiur 
Ordonantief'Dan "Vorstenlandsch Grondhzrzlrreglement" Sebagai Undang-Undang.; UU No.14 Tahun 



Kedtla; membuat rancangan UU Agraria Naional untuk 

menggantikan Agrarische Wet (AW) 1870 melalui beberapa panitia 

perancang. Usaha untuk menyusun U~dang-Undang Agraria mulai dilakukan 

pada tahun 1948 berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 

16 tertanggal 21 Mei 1948. Dalarn rangka menyusun undang-u~dang yang 

bercorak nasional dan bulzt (menyelumh) guna menggantikan undang-undang 

agraria peninggalan kolonial, sejak awal kemerdekaan telah dibentuk komisi 

atau panitia yang diberi tugas menyusun dasar-dasar hu'kum agraria yang 

baru.lo2 Pada akhirnya rancangan UU tersebut berhasil disusun tetapi 

1952 tentang Penun~ukan Jawatan Regi Garam Sebagai Pcrusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru 
"Perusahaan Garam Dan Soda Negeri".; UU No.6 Tahun 1953 tentang Pemyataan Perlunya Beberapa 
Tanah Partikelir Dikemhalikan Menjadi Tanah Negeri.; UU No.25 Tahun 1953 tentang Penetapan 
"Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" Dan 
"Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang 
Pajak Peredaran 1950" Sebagai Undang-Undang.; UU No.14 Tahun 1954 tentang Pencabutan 
Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949".; UU No.19 Tahun 1954 
tentang Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara.; UU No.24 Tahun 1954 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah Dan Barang-Barang 
Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah Sebagai Undang-Undang.; UU No.21 
Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan 
Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan Sebagai 
Undang-Undang.; UU No.76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 
Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" 
Dengan Perkataan "Menteri Agraria".; UU No.78 Tahun 1957 tentang Perubahan Canon Dan Cijns 
Atas Hak Hak Erfpacht Dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar.; UU No.13 l'ahun 1959 tentang 
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan 
Pembikinan Garam Kakyat" Sebagai Undang-Undang.; UU No.16 Tahun 1959 tentang Penetapan 
"Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan 
Dan Pembukaan Tanah" Sebagai Undang-Undang.; UU No.2 Tahun 1960 tentang Pejanjian Bagi 
Hasil. 

1 02 Panitia tersebut diantaranya adalah Panitia Agraria Yogya tahun 1948, Panitia Agraria 
Jakarta tahun 1951, Panitia Soewahjo dan Rancangan Soenarjo tahun 1958. Dalam perkembangannya, 
adanya dekrit Presiden 5 Juli 1959, RUU Agraria Nasional mengalami pznundaan. Walau akhimya 
pada tahun 1960 atau dalam periode berikutnya dapat diundangkan, dengan menganut asas-asas yang 
pemah diajukan oleh beberapa panitia sebelumnya. Periode setelah kemerdekaan menunjukkan 
konfigurasi politik yang cenderung demokratis dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal, 



pengundangannya baru dilakukan pada periode berikutnya. Secara umum 

produk hukum dan respons pemerintah dalam masalah agraria pada periode 

ini merupakan produk hukum d m  tindakan-tindakan yang responsiJ: 

Rancangan UU tentang Agraria Nasional yang berhasil disusun pada 

periode 1945- 1959, diadakan penyesuaian dcngan konstitusi dan konfigurasi 

politik yang baru yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria yang biasa disingkat dengan W P A .  

Dengar! mulai berlakunya W P A ,  terjadi pembahan fundamental pada 

Hukum Agraria di Indonesia, teruiama Hukum Tanah, yang di kalangan 

pemerintahan clan umum dikenal sebagai Hukum Agraria. Perubzhan ini 

bersifat fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, 

mengenai konsepsi yang m e n d a ~ a r i n ~ ,  maupun isinya, yang dinyatakan 

dalam bagian "Berpendapat" UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat 

Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan  ama an.'^^ 

Kalau ditinjau dari Memori Penjelasan dari UUPA, maka akan 

ditemukan delapan prinsip filosofi dari W P A ,  yaitu: lo4 

a. Prinsip kesatuan hukum agraria untuk seluruh wilayah tanah air. 

Dengan prinsip ini telah dinyatakan kita telah melepaskan adanya 

dualisme dalam hukurn agraria di Indonesia, yang pemah berlaku 

keadaan ini berlangsung sampai tahun 1959. Lihat Winahyu Erwiningsih, HakA4enguasai Negara Atas 
Tanah, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 146-150 

'03 Boedi Harsono, Hukum Agraria ..., Op. Cit., hlm. 1 
104 A.P Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Agraria, Mandar Maju, Bandung, 

1991, hlm. 23-26 



pada zaman penjajahan di Indonesia dan demikian pula kita telah 

melepaskan pluralisme dalam pelaksanaan hak-hak adat di 

Indonesia (khususnya mengenai keagrariaan). Dengan demikian 

hanya berlaku satu hukum yang mengatur keagrariaan di tanah air 

kita, dan untuk itu tel& dipercayakan kepada UUPA yang akan 

kelak menjabarkannya dalam yeraturan-pcraturan pelaksanaannya. 

Prinsip kesatuan hukum agraria ini sama saja nilainya dengan 

gagasan yang diajukan oleh Wawasm Nusantara kita. 

b. Penghapusan pernyataan domein 

Hal ini sudah diungkapkm sebelumnya, alasan-alasan kita 

menghapuskan asas domein tersebut dan menerapkan Hak 

Menguasai Negara seperti yang ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 3 

UUD 1945 dan kelak akan dibicarakan oleh Pasal 1 dan 2 UUPA. 

c. Fungsi sosial hak atas tanah, merupakan jawaban dan kejelasan 

dari hak-hak Keagrariaan di Indonesia, bukan penerapan bahwa 

mcmiliki sesuatu itu sebagai sesuatu yang ''sucre" (suci) sebagai 

hak-hak dasar manusia dan setiap orang harus "lepas tangan" dari 

hak-hak orang lain dalam dia menjalankan hak-hak atas agrarianya 

dan dia dapat mempertahankan hak-haknya itu terhadap siapa pun 

maupun terhadap pemerintah sendiri. Semua orang hams 

rnenghonnati haknya itu. Dalam konsep dari h g s i  sosial ini, 



terkandung makna yang mendalam sekali, tahwa dalam setiap hak 

seseorang terkandung hak dari masyarakat. 

d. Pengakum I-iukum Agraria Nasional berdasarkan hukum adat dan 

pengakuan dari eksistensi hak ulayat. 

Pernyataan ini memperjelas dengan dikembalikannya manvah 

hukum adat dan hak ulayat Indcnesia dan penyesuaian pada 

perkembangan kemajuan perekonomian dan lalu lintas 

perdagangan. Hukum adat hams dapat menjawab tantmgan hukurn 

modern. 

e. Persamm derajat sesama warga negara Indonesia dan antara laki- 

laki dan wanita. 

Pernyataan ini tidak membedakan warga negara Indonesia apakah 

dia warga negara pribumi ataupun warga negara keturunan. Kita 

hanya melindungi yang ekonomis lemah sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 1 1 ayat 3 UUPA yang menyatakan bahwa: 

"Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum 

golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan 

terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah." 



Demikian pula UUPA telah secara apriori menyatakan tidak perlu 

dan tidak ada tempatnya dilakukan perbedaan antara laki-laki dan 

wanita dalarn hubungannya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

f. Pelakasanaan reforma agraria hubungan mtara manusia 

(Indonesia) dengan tanah atau dengan bumi, air, dan ruang - 

angkasa. 

Akibat penjajahan telah terjadi ketimpangan hubungan tersebut 

dan negara berkembang selalu dihadapkan kepadz masalah 

tersebut. Oleh karena itu yerlu orientasu brim dan perombakan 

hubungan agar tercipta trilogi pembangunan di Indonesia. 

g. Rencana umum penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, 

dan ruang angkasa. 

Masalah ini semakin jelas bahwa kita harus mempunyai rencana 

umum, dan berarti kita harus mempunyai suatu undang-undang 

yang akan mengatur mengenai tata rumg dan tata guna tanah di 

Indonesia. 

h. Prinsip nasionalitas 

Prinsip ini memperjelas bahwa sebagai sikap tanpa kompromi 

dinyatakan "hanya warga negara Indonesia mempunyai hubungan 

yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa" sehingga 

orang asing sebagaimana yang pernah mereka miliki boleh 



mempunyai hak-hak atas tanah di Indonesia asal mau tunduk 

kepada Btlrgelqk Wetboek ( Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata) dan peraturan-peraturan keperdataan yang telah kita 

tinggalkan. Disini kita membedakan di sztu pihak warga negara 

Indonesia dan di lain pihak ora.ng.asing dan W P A  penuh dengan 

ketentuan-keteiiban itu d m  tidak ada jalan keluar apapun untuk 

melegalkan orang asing mempunyai hubungan yang sepenuhnya 

dengan bumi, air, d m  ruang angkasa dan kekayaan da~w yang 

terkandung di dalamnyd, sama dengan warga negara Indonesia. 

Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi mempunyai implikasi 

terhadap pengembangan strztegi pencapaian tujuan hukum pertanahan yaitu 

kemakrnuran seluruh rakyat melalui penguasaan tanah. Rezim Orde Lama 

yang berorientasi pada kepentingan pemerataan lebih memilih strategi 

mendistribusikan secara langsung sumber daya tanah sebagai salah satu faktor 

produksi kepada sebanyak mungkin warga masyarakat. Hal ini tercermin 

dalam peraturan-peraturan pelaksanaan W P A  dalarn periode 1960-1 966 yang 

lebih cenderung menggunakan kelompok nilai sosial yang tradisional sebagai 

acuan pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut. lo5 

Dari segi politik hukum, eksistensi hukum adat masih diakui 

berdasarkan Pasal I1 Aturan Peralihan UUD 1945 jo Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1942 jo. Ayat 2 sub b dan ayat 6 Pasal 131 IS (Indische 

'05 Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum ....., Op.cit., hlrn. 84 



Staatregelina). Ada dua faktor ;rang mempengaruhi tebal tipisnya kekuatan 

material suatu peraturan hukum yaitu: a) banyak tidaknya penetapan hukum 

yang dihasilkan mampu menjaga eksistensi kehidupan persekutuan hukum 

adat atau selaras dengan sistem hukum adatnya dan syarat-syarat ekstemal 

kemanusiaan dan, b) perubahan sosial, politik dan ekonomi masyarakat 

persekutuan. Konse1mensi dari pengaruh perkembangan yang terjadi 

teruatama dalam politik ketatanegaraan adalah hukum adat di Indonesia juga . 

mendasarkan dan berjiwa pada Pancasila yang didalamnya mengmdung 

nilai-nilai kegotongroyongan, penghargaan atas hak asasi, fingsi sosial dan 

demukratis. Dalam lingkup sistem hukum nasional, maka hukum adat 

merupakan bagian dari hukum nasional baik jiwa maupun sistemnya dimana 

hukum adat akan tetap ada terutarna pada hukum privat.'06 

Dalam hukum adat, hak perseorangan dibatasi oleh hak ulayat. Hak 

ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 (dua) syarat yaitu 

mengenai "eksistensi" dan mengenai "pelaksanaannya7 hak ulayat diakui 

"sepanjang menurut kenyataannya masih ada", demikian yang disebutkan di 

dalam pasal3 UUPA. 

Pelaksanaan hak ulayat diatur juga dalam Pasal 3 UUPA. 

'pelaksanaan hak ulayat hams sedemikian mpa sehingga sesuaz dengan 

kepentzngan nasional dun Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa 

serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dun peraturan- 

' 0 6  Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai ..., Op.Cit, hlm. 201 



peraturan lain yang lebih tinggi. " 

Pasal 3 ini jika dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA yang mengakui 

masih berlakunya hak ulayat maupun hak-hak lain sejenis yang tidak 

bertentangan dan selama belum diatur hl'lusus, maka yang menjadi petunjuk 

dari Pasal3 itu adalah sebagi berikut:lo7 

a. B a h ~ z  hak ulayat itu masih terdapat dalam masyarakat dan masih 
ada atau (masih merupakan masih hidup) artinya hak ulayat itu 
masih befingsi dalam masyarakat dan masih dipatuhi oleh 
masyarakat sebagai suatu lembaga dalam masyarakztnya. 

b. Harus disesuaikan denga kepentingan nasiond, artinya ada prinsip 
nasionalitas, yaitx sungguhpun diketahui menurut h b  adat ada 
sejurnlah justiabelnya menurut hukum adat masih berhak atas 
tanah hak-hak adat di daerah asalnya, namun karena merelta bukan 
lagi warga negara Indonesia maka hak-hak mereka menjadi 
terdinding. 

c. Harus disesuaikan dengan kepentingan negara, dalam kepenting= 
keluar, negara tidak akan suatu komprorni atau toleransi yang akan 
meniadakan hak-hak bangsa Indonesia terutama prinsip 
nasionalitas tersebut, dan ke dalam. Kepentingan negara diatas 
segalanya sehingga kepentingan perorangan h a s  mengalah jika 
negara menghendakinya.lo8 

d. Harus berdasarkan pada persatuan bangsa, artinya hak ulayat itu 
selama ini melayani hanya orang yang menajdi anggota suku itu 
saja dan orang luar sukunya hanya boleh mempunyai sesuatu hak 
setelah membayar suatu rekognisi. Dengan konsep ini, maka setiap 
warga negara Indonesia di manapun dia berada di dalam wilayah 
Indonesia sama berhak dengan lain-lain suku bangsa untuk 
mempun yai hak-hak agraria. 

e. Akhirnya bahwa hak ulayat itu seterusnya untergeordnet kepada 
uldang-undang maupun peraturan lainnya yang diterbitkan oleh 
pemerintah Indonesia. Dengan demikian biarpun hak ulayat i b ~  
adanya sebelum UUPA, namun kemudian harus seir'ama dan 
sejalan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umurn yang dibuat 
untuknya dalam konteksnya keberlakuannya di Indonesia. 

107 A.P. Parlindungan, Komentar ..., Op.Cit, hlm. 57-58 
Io8 Ibid, hlm. 53 



Dalam penjelasan umum (angka 1113) menegaskan, bahwa kepentingan 

sesuatu masyarakat hukurn hams tunduk pada kepentingan nasional dan 

negara yang lebih tinggi dan lebih luas. Hak ulayat pelaksanaannya h m s  

sesuai dan tidak boleh bertentangan dengm kepentingan yang lebih luas itu 

tidak dapat dibenarkan demikian memori penjelasan jika dalam bernegara 

dewasa ini satu masyarakat hukum adat masih mempertahankan isi dan 

pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak. Seakan-akan masyarakat hukum 

adat itu terlepas dari masyarakat-masyarakat h u W ~  dan daerah-daerah 

lainnya, di dalam lingkungan negara sebagai kesatuan. Seaitan akan anggota- 

anggota masyarakat Eukurr, itu sendirilah ~ a n g  berhak atas tanah wilayahnya 

itu hanya diperuntukkan hanya bagi anggota-anggota masyarakat hukum adat 

itx sendiri. Sikap yang demikian itu oleh UUPA dianggap bertentangan 

dengan asas yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal2 UUPA. '~~  

Pasal 3 dan Pasal 5 ULTPA yang secara eksplisit menjelaskan 

eksistensi dan pelaksanaan ha\ ulayat masyarakat hukurn adat. Namun, dalam 

pengakuannya, UUPA masih terdapat pembatasan-pembatasan dalam 

memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum 

adat. Adany2 pembatasan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa setelah 

menjadi sebuah negara, seluruh bumi , air, ruang angkasa dan kekayaan alam 

yang ada di dalarnnya, menjadi milik atau hak dari seluruh bangsa Indonesia. 

Tidak lagi menjadi semata-mata hak dari pemiliknya saja. Dan masyarakat- 

'09 Boedi Harsono, Htrhum Agraria Indonesia .... Op.cit., hlm. 185 



masyarakat hukurn adat, setelah merdeka, bukan lagi bagian terpisah dari 

bangsa Indonesia. 

Sekalipun mengakui secara terbatas, namun pengakuan tersebut tetap 

membawa impilikasi. Menurut UUPA, implikasinya adalah kewajiban bagi 

pihak ketiga untuk mendengar dan memberikan recognitie!" setiap kali akan 

membeiikan hak atas tanah di atas tanah ulayat atau setiap kali pemanfaatan 

tanah ulayat. Recognitie hanya memindahtangankan hak ulayat untuk 

sementara waktu bukan untuk selamanya. 

Adapun pembatasan pengakuan terhadap hukum adat di latar 

belakangi oleh misi UUPA mtuk menghapuskan dualisme hukum pertanahan, 

sekaligus menciptakan hukum pertanahan yang sederhana dan mejamin 

kepastian hukum. Selain itu, ada dua anggapan yang dianut oleh ULTPA, para 

penyusun dan pendukungnya. Pertama, hukum adat hanya akan menciptakan 

pluralisme hukum dan membiarkan hukum dalarn keadaan yang tidak tertulis. 

Kedua, hukum adat tidak lagi mumi karena sudah dipengaruhi oleh politik 

masyarakat kolonial yang kapitalistik dan masyarakat swapraja yang feodal 

(Penjelasan Umum I11 angka 1). Kepastian hukum barn tidak akan terancam 

hanya apabila diberlakukan hukum pertanahan yang unikatif. Oleh karena itu, 

keberadaan UUPA harus mampu menghapus dualisme hukum pertanahan 

'lo Recognitie adalah tanda pengakuan dari orang luar atau pihak ketiga atas pemilikan dan 
penguasaan tanah ulayat tertentu oleh masyarakat hukum adat. Recognitie diberjkan untuk 
menggantikan penghasilan-penghasilan dan pajak-pajak yang hilang yangs sedianya diberikan kepada 
kepala persekutuan. Lihat dalam Rikardo Simarmata, Pengakz~an ..., Op.Cit, hlm. 61 



sekaligus ~~enyelenggarakan unifikasi hukum pertanahan. Sehicgga hukum 

adat yan terdapat dalam Pasal 5 UUPA adalah hukum adat yang telah 

mengalami penyempurnaan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat 

dalam negara yang modem." ' 
Dalam perlindungan hukum, sengaja UUPA tidak mengadakan 

pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan . mengenai hak 

ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukurn 

adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para permcang dan pembentuk 

UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang 

pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut 

dipercepat membuat bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui 

peiigaturannya dalarn bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaraan 

pendafiarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian haknya. 

Melemahnya atau menghilangnya hak ulayat, diusahakan penampungannya 

dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai Negara, yang mencakup dan 

menggantikan peranan Kepala Adat dan para Tetua Adat masyarakat hukum 

adat yang bersangkutan dalarn hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah 

dihaki secara individual para warga masyarakat hukurn adat yang 

bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di daerah lain.l12 

1)aerah-daerah dimana hak ulayat itu sudah menghilang maka sifat 

' I '  Ibid, hlm. 62 
I  I ?  Boedi Harsono, Hukum Agraria.. ..,Op.cit, hlm. 193 



individualitas dan komersial berkembang sehingga peinbangunan yang 

seharusnya untuk kepentingan sendiri, pemerintah terpaksa mengeluarkan 

uang yang tidak sedikit untuk membebaskan tmah-tanah tersebut, sedangkan 

keuntungannya akan dinikmati mereka sendiri, karena terjadjnya eskalasi 

harga tan& akibat bertambahnya fasilitas yang ditirnbukan ataupun jikalau 

tanah pertanian dengan diciptakan saluran irigasi.'13 

Keberadaan UUPA yang masih berlaku hingga saat ini merupakan 

UUPA yang sama seperti saat dibentuknya, akan tetapi, seiring berjalannya 

waktu, ULTPA yang tidak berubah ini "dikalahkan" dengan keberadaan UU 

yang bersifat sektoral, sehingga terjadinya tumpang tindih peraturan 

perundang-undangan tidak bisa dihindari lagi. WJPA yang bersifat 

sentralisasi menjadi alasan mengapa UUPA ini dipertahankan walaupun 

adanya asas desentralisasi di era otonomi daerah. Sentralisasi merupakan 

implementasi dari Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur daiam Pasal33 

W D  1945. 

3. Zaman Orde Baru 

Berbeda dengan Orde Lama, dalam pemerintahm Soeharto 

memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi, dan memulai 

kebijakan pembangunan ekonominya dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal Asing untuk menarik investasi asing dalam 

pengelolaan sumber daya dam. Te jadi denasionalisasi (pn'vatisasi) 

113 AP. Parlindunga, Komentar ..., Op.Cit., hlm. 59 



perusahaan asing pada tahun 1967 yang sebelumnya telah dinasionalisasi oleh 

pemerintahan Soekarno pada tahun 1958. Hal ini dengan alasan kondisi 

perekonomian yang f i t i s  dan defisit sebagai peninggalan Orde Lama. 

"Bahkan sebelumnya dilakukan negosiasi penjadwalan ulang atas utang-utang 

7, 114 luar negeri sekaligus mengajukan pinjaman-pinjman bar= . 

Pergantian rezim dzri Grde Lama ke Orde Baru pada tahun 1967 

diikuti dengan penilaian terhadap strategi pencapaian kepentingan dalam 

hukum pertanahan nasional. Perombakan struktur penguasaan dan pemilikan 

tanah sebagai gpaya untuk melakukan pemerataan pemilikan tanah dalam 

perode Orde Lama dinilai sebagai strategi yang tidak akan marnpu 

mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi. Bahkan strategi yang 

demikian justru dinilai sebagai pengharnbat terhadap pertumbuhan ekonorni 

karena tidak memacu setiap orang untuk bersaing dalam prestasi."5 

Kemakrnuran rakyat dapat dicapai bukan dengan cara membagi- 

bagikan tanah secara langsung kepada setiap petani atau kepada sebanyak 

mungkin orang, namun strategi pencapaiannya diupayakan dengan 

memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh dan 

mempunyai tanah dengan syarat tertentu yaitu mereka marnpu 

mengembangkan kegiatan usaha melalui penguasaan dan penggunaan tanah 

serta bersaing untuk berprestasi dalam peningkatan produksi. Melalui strategi 

Rikardo Simarmata, Kapitalisme Perkebwnan: Dinamika Konsep Pemilikan Tanah oleh 
Negara, Insist Press&Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 64-65 

'I5 Nurhasan Ismail, Perkembangan ..., Op.Cit.,hlm. 88 



yang demikian, di s a t ~  sisi setiap orang sudah diberi kesempatan yang sama 

untuk memperoleh dan mempunyai tanah, namun kesempatan untuk sungguh- 

sungguh dapat menguasai dan mempunyai tanah akan terseleksi berdasarkan 

kemampuan mereka memenuhi persyaratan d m  prestasinya dalam 

meningkatkan produksi dari penggunaan tmah yang diperolehnya. Mclalui 

strategi yang demikian pula, kesempatan untuk mewujudkan kemakmuran 

seluruh rakyat dapat diupayakan melalui ketersediaan lapangan kerja dan 

penicgkatan produksi oleh mereka yang memenuhi persyaratan tersebut di 

atas. 116 

Selama pemerintahan Orde Baru, sudah banyak dikeluarkan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang agraria, bahkan beberapa 

undang-undang yang sifatnya parsial dalam bidang agraria sudah diundangkan 

seperti: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Pertanbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang minyak dan 

gas bumi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahm 1982 tentang Lingkungan Hidup. Namun 

masalah yang dihadapi oleh pemerintah terus berkembang. Akar 

permasalahannya adalah kenyataan bahwa luas tanah tidak pernah bertarnbah 

sedangkan manusia sebagai penghuninya akan terus bertambah dan 

perkembangan masyxakat dengan berbagai kegiatan industrialnya senantiasa 

Ibid 
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memerlukan lahan seperti halnya setiap pertambhan manusia. Hal semacam 

inilah yang kemudian sering menimbulkan masalah sosial yang bisa 

diidentifikasi sebagai masdah tanah. Persoalan yang dihadapi pemerintah 

pada masa Orde Baru bukanlah bagaimana mengubah UUPA, bagaimana 

rnelaksanakan UUPA agar dapat mengakomodasikan masalah-masalah yang 

kini muncul. 

Berikut ini adalah pengaturan pengakuan dan perlindungan hak ulayat 

masyardc~t hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanm dan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Fokok Pertambangan Era Orde 

Baru adalah sebagai berikut: 

a. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan 

Menurut pemyataan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) 

semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan dam 

yang terkandung di dalarnnya, dikuasai oleh negara. Dengan pemyataan 

tersebut bukan berarti UUPK tidak mengakui keberadaan hak ulayat. Hak 

ulayat masyarakat hukum adat diakui, tetapi sepanjang menurut kenyataannya 

masih ada, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPA. Di dalam Pasal 17 

ditentukan bahwa: 

'I7 Ibid, hlm. 172 



"Pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota- 
anggotanya serta perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik 
langsung maupun tidak langsung yang didasarkan asas sesuatu peraturan 
hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu 
tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini". 

Di dalam Pasal 2 dipergunakan istilah "Htltan Negara" untuk 

menyebut semua hutan yang bukan "Hzitan Milik". Dengan demikian maka 

pengertian "Hutan Negara" itu mencakup pula hutan-hutan yang baik 

berdasarkan peraturan perundang-undangn maupun hukum adat dikuasai oleh 

masyarakat h&& adat. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, penguasaan masyarakat hukurn adat 

atas hutan-hutan tertentu yang didasarkm pada hukum adat yang lazimnya 

disebut Hak Ulayat, diakui ddam UUPA, tetapi sepanjang menurut 

kenyataannya memang masih ada. Berhubung dengan itu, dimasukkannya 

hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tersebut ke dalam 

pengertian "Hutan Negara" tidaklah meniadakan hak-hak masyarakat hukum 

adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkan 

manfaat dari hutan-hutan itu, sepanjang hak-hak itu menurut kenyataannya 

memang masih ada dan pelaksanaannya pun hams sedemikian rupa hingga 

tidak mengganggu aturan pelaksanaannya."9 Hal ini ditegaskan pula di dalam 

Penjelasan Umum Pasal 17 yang menyatakan baliwa: 

"Selain hukum perundang-undangan di beberapa tempat di Indonesia 
berlaku hukum adat, antara lain tentang pembukaan hutan, penggembalaan 

' Ib Boedi Harsono, Hukum Agraria ..., Gp.Cit., hlrn. 199 
' I 9  Ibid, hlm. 



ternak, pemburuan satwa liar dan pernungutan hasil hutan. Dalam pelaksanaan 
hukum adat setempat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, hams 
dijaga jangan sampai teijadi kerusakan hutan, sehingga mengakibatkan 
manfaat hutan yang lebih penting di bidang produksi dan fungsi lindung 
daripada hutan akan berkurang adanya. Demikian pula hak ulayat sepanjang 
menurut kenyataannya masih ada tetzp diakui, tetapi pelaksanaannya hams 
sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang dan peraturm perundangan lain yang lebih tinggi. Karena jtu, 
tidak dapat dibenarkan andaikata hak ulayat suatu masyarakat hukum adat 
setempat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana urnum 
pemerintah, misalnya : menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untllk 
proyek-proyek besar atau untuk kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya. 
Demikian pula tidak dapat dibenarkan, apabila hak ulayat dipakai sebagai 
dalih bagi masyarakat hukum adat setempat untuk membuka hutan secara 
sewecang-wenang". 

Pada kenyataannya, jika suatu wilayah hutan sudah diberikan Hak 

.Pengusahaan Hutan (HPH) kepada pengusaha, kemungkinan para anggota 

masyarakat hukum adat untuk mengambil hasil hutan berdasarkan hak ulayat, 

dibatasi. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 

disebutkan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya 

untuk memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum 

adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaannya perlu 

ditertibkan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan. 

Pelaksanaan hak tersebut hams ada izin dari pemegang Hak Pengusahaan 

Hutan, yang diwajibkan meluluskan pelaksanaannya, yang diatur dalam tata 

tertib sebagai hasil musyawarah antara pemegang hak dan masyarakat hukum 

adat, dengan bimbingan dan pengawasan Dinas Kehutanan. Ditentukan 

selanjutnya, bahwa demi keselamatan umurn, di dalam areal hutan yang 



sedang dikerjakan dalarn rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat 

untuk memungut hasil hutan, dibekukan.I2' 

Pengaturan lebih latjut mengenai hak pemungutan hasil hutm olch 

masyarakat hukum adat dapat dijurnpai dalam keputusan-keputusan Menteri 

Kehutanan, salah satunya adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 

25 1Kpts-IU93 tentang Ketentuan Pernungutan H a i l  Hutan Oleh Masyarakat 

Hukum Adat atau Anggotanya di Dalam Areal Penguasaan Hutan. Selain 

menegaskan pengakuan dengan syarat sepanjang masih ada dm tidak 

bertentangan dengm kepentingan nasional, keputusan ini juga 

memberlakukan syarat-syarat prosedural tambahan, yakni: Pertama, 

menegaskan kembali keharusan untuk memperoleh izin dari pemegang hak 

pengusahaan. Kedtla, masyarakat h u h  adat yang mengajukan hak 

memungut hasil hutan adalah masyarakat hukum adat yang diakui 

keberadaanya oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat 11. Ketiga, hak pemungutan 

hasil hutan hanya diberikan pada areal Hak Pengusahaan Hutan di luar blok 

tebangan tahunan. Keempat, pemungutan hasil hutan baru bisa dilakukan bila 

mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I. Kelima, hasil 

hutan yang dipungut wajib disertai pembayaran pungutan serta diangkut 

dengan dokumen yang sah. Selain kelima syarat prosedural tersebut, 

keputusan tersebut juga memperbolehkan pemungutan kayu dan non kayu 

Ibid 



untuk keperluan dipakai sendiri danlatau keperluan sosial, tidak untuk 

diperdagangkan.'21 

b. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 

Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pertambangan (UUKPP) ini lahir atas dasar keinginan pemerintah di 

era Orde Baru untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam dalam 

ra.ngka peiaksanaan Hak Menguasai Negara. Semua ini tidak terlepas dari 

paradigma Orde Baru ymg menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang 

bersandarkan pada kapitalis internzsional untuk lebih berperan aktif dalam 

industri pertambangan di 1nd0nesia.l~~ 

Dilihat dari konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya dam 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UUKPP 1967 yang menegaskan: 

"Segala bahan galian yang terdapat d a l m  wilayah hckum 
pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai 
karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasionai bangsa Indonesia 
dan oleh karenanya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat". 

Lebih jauh mengenai dominasi negara atas bahan tambang iili dapat 

kita lihat pada Pasal 4 UUKPP 1967 menyebutkan bahwa: (I) pelaksanaan 

penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan ... dilakukan .oleh 

menteri ...; (2) .. . oleh pemerintah daerah tingkat I... . Pernyataan pasal ini 

''I Rikardo Simarmata, Pengakuan ..., Loc.Cit 
"' Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- 

Ketentuan Pokok Pertambangan. 



mendeskripsikan bahwa pihak pemerintah merupakan wakil dari negara untuk 

melaksanakan hak menguasai atas barang-barang tambang. Pada tataran 

implementasinya HMN atas kekayaan alam y a ~ g  terdapat dalam perut bumi 

dapat diberikan dalam bentuk "Kuasa Pertambangan (KP)".'~~ 

Kuasa Pertambangan ini juga dzpat diberikan dalam bentuk Icontrak 

Karya Pertambangan (KK Pertambangan). Pengertian Kontrak Karya terdapat 

dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 

1409.W201/M.PE/1996 tefitang Ta.ta Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian 

Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya 

Pengusahaan Batu Bara. Kontrak Karya adalah: 

"Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan 

perusahaan swasta asing a t ~ u  patungan antara asing dengan nasional (dalam 

rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan Umum". 

Dalam definisi ini, kontrak karya dikonstrusikan sebagai sebuah ' 

perjanjian. Subjek perjanjian itu adalah Pemerintah Indonesia dengan 

perusahaan swasta asing atau joint venture antara perusahaan asing dm 

perusahaan nasional. Objeknya adalah pengusahaan mineral. Pedoman yang 

'23 Pengertian kuasa Pertambangan ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Huruf I UUKPF 1967 
yang menyatakan, Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badanlperseorangan 
untuk melaksanakan usaha pertambangan. 



digunakan dalarn implementasi kontrak karya adalah Undang-Undang Nomor 

1 T a h n  1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 

1 ! Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan  mum.'^^ 

Model awal kontrak karya bukanlah konsep yang dirancang 

Pemerintah Indonesia, melainkan rmcangan PT. Freeport Indonesia. Awalnya 

Menteri Pertambangan Indonesia menawaritan kepada Freeport konsep "bagi 

hasil" berdasarkan petunjuk pelaksanaan kontrak perminyakan asing yang 

disiapkan pada wakiu pemerintahan Soekarno. Freeport menyatakan kontrak 

seperti itu haqya menarik untuk perminyakan yang dapat menghasilkan 

dengan cepat, tetapi tidak untuk pertambangan tembaga yang nlemerlukan 

investasi besar dan waktu lama untuk sampai pada tahap produksi. Ahli 

hukurn Freeport, Bob Duke, menyiapkan sebuah dokumen yang didasarkan 

pada model "Kontrak Karya" yang pernah digunakan di Indonesia di zaman 

kolonial Belanda dan sebelum diberlakukannya "kontra!! bagi hasil" di era 

Orde ~ a m a . ' ~ ~  

Secara singkat, kontrak karya mengambil jalan tengah antara model 

" k ~ n s e s i " ' ~ ~  pada zaman kolonial belanda dimana kontraldor asing mendapat 

hak penuh terhadap mineral dan tanah, dengan model kontrak bagi hasil 

'24 Salim HS, Hz~k.um Pertambangan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 128 
12' Ibid, hlm. 134 
126 Sistem Konsesi di atur dalam Indische Mijnwet 1899, sistem ini merupakan sistem di mana 

dalam pengelolaan pertambangan umum kepada perusahaan pertambngan tidak hanya diberikan kuasa 
pertambngan, tetapi diberikan juga hak menguasai atas tanah. Jadi, hak yang dimi!iki perusahaan 
pertambngan adalah kuasa pertambngan dan hak atas tanah. Bentuknya 5AE untuk eksploasi atau 
kontrak SAEE untuk eksplorasi dan eksploitasi. Lihat Salim HS, Hzlkum Pertambngan Indoensia ..., 
Op.Cit., hlm. 132 



dimana negara tuan rumah langsung mendapatkan hak atas peralatan dan 

prasarana serta dalam waktu singkat seluruh operasi menjadi milik negara.127 

Pernyataan tersebut diatas me~deskripsikar~ bahwa pemegang KP dan 

atau KK pertambangan memiliki hak yarig ekslusif atas wilayah 

pertambangan yang diberikan kepzdanya, sehingga makna "dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" akan semakin hilang. Dengan 

kata lain, yang te rjadi adalah proses pemarginalan hak-hak masyarakat hukum 

adat secara sistematis, meskipun pada dasarnya hi&-hak rnasyarakat hukum 

adat diakul dalam khasanah peraturan perundang-undangan yang berlak~. '~ '  

Pembei-ian ganti kerugian juga menjadi salA satu permasalahan dalam 

undang-undang ini, dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1-4) yang menyatakan 

bahwa jika pemilik hak tidak menerima ganti rugi yang ditetapkan secara 

bersama-sama antara pemilik hak dengan pemegang KP, maka penetapan 

ganti rugi akan diserahkan kepada menteri, jika tetap tidak menerima ganti 

rugi yang ditatapkan oleh mefiten, maka akan ditetapkan oleh pengadilan 

negeri. Hal ini memberikan asumsi bahwa mau tidak mau tanah harus 

dilepaskan oleh pemegang hak dan jika tidak akan clianggap mengganggu 

usaha pertambangan dan dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 

Iz7 Ibid 
Busyra Azheri, "Pemberdayaan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Usaha Pertambangan 

(Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967)", Argtrmenttrm, Edisi No. 2 Vol. 5, 
(Juni 2006), hlm. 87 



"Dihukum dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau 
dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang 
berhak atas tanah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, 
setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana 
tercantum dalam Pasal26 dan Pasal27 undang-undang ini". 

UUKPP 1967 sebenarnya memberikan pengakuan terhadap 

masyarakat hukum adat tctapi pengaturannya tidak diatur secara eksplisit. Hal 

ini dapat dilihat dalam Pasal 2 huruf n, Pasal 5 huruf h, Pasal 1 1, dan Pasal 16 

yang mengatur tentang pertambangan rakyat dan atau pertambangan berskala 

kecil. P a d  2 huruf n mengatur bahwa pertambangan rakyat adalah satu usaha 

pertmbangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C yang 

dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atail secara gotong royong 

dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Dengan demikian, besar 

kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah masyarakat hukum 

adat yang melakukan pertambangan yang tinggal di dalam atau di sekitar 

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 

Pertarnbangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada 

rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta 

membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah 

(Pasal 11 ayat (1)). Bei-kaitan dengan itu, undang-undang ini memberikan 

kesempatan kepada "pertambangan rakyat" untuk lnelakukan usaha 

pertambangan di samping instansi pemerintah, perusahaan negara, perusahaan 

daerah, perusahaan modal bersama negara dan daerah, koperasi, badan atau 



perseorangan swasta, dan perusahaan dengan modal bersama antara negara 

danlatau daerah dengan koperasi dadatau badanlperseorangan swasta (Pasal 

5). Namun, pertambangain rakyat memang hanya dilakukan oleh rakyat 

setempat yang memegang "kuasa pertambangan" pertambangan rakyat (Pasal 

I 1 ayat (2)). 12' . - 

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 tersebut, jelas bahwa 

masyarakat hukum adat yang mau melakukan pertambangan harus terlebih 

dahulu mendapatkan izin dari penguasa. Pernyataan ini jelas-jelas 

menegaskan adanya persyaratan mengenai sah atau tidak sah suatu aktifitas 

pertarnbangan rakyat, jika tidak memenuhi syarat patambangan itu dianggap 

illegal atau penambang tanpa izin (PETI). Lebih parah lagi mereka melakukan 

pertambangan tersebut diusir dengan cara refresif dengan dalih bahwa diatas 

wilayah pertambangan itu telah keluar izin kuasa pertambangan yang 

diberikan kepada perusahaan tertentu. 13' 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertarnbangan tidak mengatur 

secara rinci tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum 

adat. Dengan tidak diakuinya hak-hak masyarakat hukum adat dalam undang- 

undang tersebut, banyak tanah-tanah masyarakat hukum adat yang 

Maria S.W Sumardjono, dkk, Pengclturan Surnber Daya Alarn di Indonesia, Antara yang 
Tersurat dun Tersirat (Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Rttang dun Sttrnber Dnya 
Alarn), Fakultas Hukurn Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Gajah Mada University Press, 
Yogyakarta, 201 1, hlrn. 84 

I 3 O  Busyra Azheri, Pernberdayaan Hak-Hak ..., Op.Cit., hlrn. 92 



mengandung bahan galian yang direbut secara paksa oleh pemerintah dan 

penguasa. Masyarakat hukum adat diberikan ganti rugi yang ditentukan oleh 

pemerintah dan diharmkan untuk inembatalkan aktivitas penambangan 

(Pasal 26), ha1 ini sama sekali tidak menghormati keberadaan hak ulayat 

-.masyarakat hukum adat. 



BAB 111 

PERKEMBANGAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN 

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT 

DI ERA OTONONII DAERAH 

A. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 
., .. 

Menurut E.C.S Wade dalam Miriam Budiardjo, undang-undang dasar adalah 

naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan 

pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan 

tersebut."' Jadi pada pokoknya undang-undang dasar merupakan dasar dari setiap 

sistem pemerintahan diatur dalam suatu naskah. 

Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusionil, 

undang-undang dasar mempunyai h g s i  yang khas yaitu membatasi kekuasaan 

pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat 

sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih 

terlindungi. Gagasan ini dinamakan Konstitu~ioialisme.'~~ 

Menurut Carl J. Freidrich dalam Miriam Budiardjo, konstitusionalisme 

merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan kumpulan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa 

1 3 '  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan keduapuluh tujuh, Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 96 

13' ibid 



pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk 

pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk 

memerintah.133 

Cara pembatasan yzng dianggap efektif ialah dengan jalan membagi 

kekuasaan. Pembatasan ini tercermin dalam undang-undang dasar. Jadi, dalam -. 

anggapan ini undang-undang dasar ini mempunyai fungsi yang khusus dan 

merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati, 

bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah serta penguasa ~ e k a 1 i ~ u n . l ~ ~  

Gagasan tentang konstitusionalisme telah timbul lebih dahulu darip~da 

konstitusi itu sendiri. Konstitusionalisme dalam arti bahwa penguasa perlu dibatasi 

kekuasaannya dan karena kekuasaannya harus diperinci secara tegas.I3' Oleh karena 

itu, negara-negara yang menganut demokrasi konstitusional dalzm materi muatan 

konstitusinya lebih mengatur hal-hal yang pokok saja. Menurut CF. Strong pada 

umurnnya materi muatan suatu konstitusi m e l i p ~ t i : ' ~ ~  

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. 

2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara secara fundamental. 

3. Pembagian dan pembatasan tugas dan ketatanegaraan. 

Berkaitan dengan ini dan materi muatan suatu konstitusi, dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok yaitu : konstitusi yang hanya memuat hal-hal pokok saja dan 

'33  Ibid 
134 Ibid, hlrn. 96 

Ibid, hlrn. 97 
13' Mukmin Zakie, "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi", Jtirnal 

Ko~tstittisi, Edisi No. 2 Vol. 11, (Nopember 2009), hlrn. 130 



kosntitusi yang materi muatannya terdiri atas banyak pasal yang mengatur hal-ha1 

pokok dan penting dengan rumusan yang jelas. Terhadap konstitusi kelompok 

pertama secara teoritis selalu dapat menyesuaiakan diri perkembangan masyarakat 

atau bersifat fleksibel, sedangkan konstitusi yang tergolong pada kelompok kedua, 

tidak dapzt menyesuaikan din apabila terjadi perubahan dalam masyarakat atau 

bersifat rigid.137 

Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal 

sebagai berikut: 138 

1. Osganisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan lcgislatif, 
eksekutif dan yudkiztif dalam negara federal, pembagian kekuasaan 
mtara pemerintah federal dan pemeintah negara bagim-; prosedur 
menyelesaikan masalah. pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan 
pemerintah dan sebagainya. 

2. Hak-hak asasi manusia. 
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar. 
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang- 

undang dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyususn undang- 
undang dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-ha1 yang baru 
saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya 
suatu monarki. 

Selain dari itu dijumpai bahwa undang-undang dasar sering memuat cita-cita 

rakyat dan azas-azas ideologi negara. Ungkapan ini menserminkan semangat dan 

spirit yang oleh penyusun undang-undang dasar ingin diabadikan dalam undang- 

undang dasar itu sehingga mewarnai seluruh naskah undang-undang dasar 

137 Ibid 
138 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ..., Op.Cit., hlm. 101 
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1. Hak Ulayat Dalam Amandemen Pasa l l8  B UUD 1945 

Sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi, tentu saja diperlukan 

keinginan baru yang tidak dimuat dalam kcntitusi. Untuk memungkinkan 

pertumbuhan dan perkembangaimya maka setiap konstitusi memuat kaedah-kaedah 

yang memungkinkan dilakukan perubahan baik secara formal amandement maupun 

secara non-formal amandement. I4O 

Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia sebelum amandemen terdapat 

dalam Pasall8 UUD 1945 yang berbunyi, 

" Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan meinandang 
dan mengingati dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan 
hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa." 

Bwyi pasal ini diperjelas dengan penjelasan yang berbunyi, 

"Dalam teori, Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zeljbestrunde landscappen 
dun Volkgemeencshappen seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, 
dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai 
susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 
istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah 
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan 
mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". 

Melihat dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa UUD 1945 

mengandung pengakuan keberadaan "persekutuan-persekutuan hnbungan dan politik 

tradisi" yang bersumber d a d  atau merupakan bagian dari sistem budaya berbagai 

kelompok masyarakat yang tercakup dalam teritorial (wilayah hukum) Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian secara mudah secara terbatas dzpat 

- 

Mukrnin Zakie, "Pcrlindt~ngan ..., Op.Cit., hlm. 13 1 



dipahami bahwa pengakuan ini tidak hanya terbatas pada aspek uwjud lembaga 

semata, melainkan juga pada aspek-aspek struktural organisasi, mekanisme kerja, 

peraturaq-peraturan yang dikandungnya, serta berbagai hak-hak dan kewajiban- 

kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan tersebut.I4' 

Amandemen UUD 1945 kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2000 

memberikan aturan yang lebih luas tentang masyarakat h u h m  adat dibandingkan 

dengan UUD 1945 generasi pertama. Dikatakan lebih luas karena disarnping 

meneguhkan pemer',r?tahan masyarakat hukum adat yang istimewa, juga diatur secara 

deklaratif bahwa: "~Yegard mengaktii dan menghormati kesattran-kesutzran 

masyarakat hukum adai beserta hak-huk tradisionalnya ... " Namun, sayangilya 

pengakuan itu diikuti dengan persyaratan-persyaratan: ". . . sepanjang masih 'hidtp 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatzran 

9 ,  142 Republik Indonesia, yang diatur dalam trndang-undang . 

Rumusan UUD tersebut mensyaratkan 4 (empat) ha1 pengakuan dan 

penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak 

tradisionalnya yaitu: sepanjmg masih hidup, sesuai dengan perkembangan 

masyarakat, sesuai dengan prinsip NKRI, diatur dalam undang-undang. 

Satjipto Rahardjo dalam M. ~ ~ a m s u d i n ' ~ ~  memberi catatan terhadap Pasal 

18B .UUD 1945 tersebut sebagai berikut. Pertama, Pasal 18B sudah menjadi hukum 

14' Ibid, hlm. 133 
14' Ibid 
143 M. Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", J tmal  Htlh~rn, 
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positif, sehingga setiap warga negara terikat kepadanya. Terikat berarti menerima dan 

hams dimulai dengan membaca isi peraturan tersebut. Membaca bukan sekedar 

mengeja kalimat demi kalimat, akan tetapi memberi makna terhadap peraturan 

tersebut. Makna yang diberikan haruslah bertolak dari tata pikiran (mind-set) bahwa 

hukurn adat adalah suatu hukum yang khas mengandung bahan-bahan muatan sosio- 

antropologis Indonesia. Sifatnya yang penuh dengan afeksi membuat para 

penggunanya merasa bahagia. Hal ini menjadi alasan penting untuk menjaga dan 

merawatnya. Kedzra, tata pikir (mind-set) yang demikian it11 harus menjadi pemandu 

dalam mencermati dan memahami keempat syarat di atas. 

Keempat persyaratan tersebut dijabarkan oleh Satjipto Rahardjo sebagaimma 

berikut ini. '44 

Persyaratan sepanjang masih hidzp perlu dimaknai bahwa persyaratan 

tersebut perlu diteliti dengan seksama dan hati-hati, tidak hanya menggunakan tolak 

ukur kuantitatif-rasional, melainkan lebih dengan empati dan partisipasi. Tidak 

semata-mata melakukan pengarnatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan 

menyelami perasaan masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah 

partisipatif. 

Sesuai dengan perkembangan masyarakat harus ditafsirkan tidak dari segi 

ekonomi politik, melainkan dari kacamata masyarakat setempat. Penafsiran dari segi 

ekonomi politik mengandung resiko untuk memaksakan (imposing) kepentingan 

raksasa atas nama kepentingan masyarakat. Masyarakat hukum adat akan sulit 

144 Ibid, hlm. 347 
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menghindar dari penetrasi teknologi dan itu akan menimbulkan dinamika di dalarn 

masyarakat tersebut. Masyarakat hukum adat perlu diberi peluang dan dibiarkan 

berproses sendiri secara bebas. 

Sestrai dengan prinsip NKRI perlu dipahami dan dimaknai bahwa niasyarakat 

hukum adat adalah satu kesatuan tubuh NKRI. Keduanya tidak perlu dihadapkan 

secara dikotomis atau hitarn putih. Masyarakat h u h m  adat adalah bagian dari darah- 

daging NKRI itu sendiri. Metode yang perlu dikembangkan adalah metode holistik 

untuk melihat masalah tersebut. 

Diattrr dalam trndang-trndang hams diberi catsltan bahwa di negara hukum 

Indonesia, keliichpan sehari-hari tidak memadai segalanya diserahkan kepada 

undang-undang, karena akan menjadi tidak produktif. Banyak kejadian yang telah 

membuktikan ha1 itu. Hukum (undang-undang) yang selalu ingin mengatur ranahnya 

sendiri dan merasa cakap itu telah gagal. 

Nonet dan Selznick menyarankan jalan keluar yang lebih konht ,  yaitu 

dengan mensintesakan "jurisprudence " dan 'Sosial sciences " hdcum yang selalu 

ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal. Maka 

disarankan agar hukum itu dicerahkan dan diperkaya oleh ilmu-ilmu ~ 0 s i a l . l ~ ~  

Penataan masyarakat hukum adat dengan undang-undang perlu 

memperhatikan keriyataan bahwa wilayah Indonesia yang dikenal sebagai negara 

kepulauan tidak mengalami perkembangan yang sama. Pada umlxnnya Jawa lebih 

14' Nonet dan Selznick dalam M. Syarnsudin, "Beban Masyarakat Adat ....", Loc.Cit 



bersifat masyarakat perkotaan dibanding dengan bagim besx wilayah di luar Jawa. 

Jawa telah terkena dampak kuat dari industrialisasi dan penetrasi modernitas. 

Perkembangan yang brebeda tersebut telah memunculkan dikotomi antara daerah- 

daerah yang mengalami penetrasi industrialisasi dan daerah perawn.  146 

Mahkamah Konstitusi pun d a l m  putusannya mencoba menafsirkan tentang 

empat persyaratan pengakuan hak masyarakat hukum adat beserta hak ulayat [Pasal 

18B ayat (2) UTJD 1945 jtrncto Pasal 5 1 ayat 1 huruf b UU MK] dengan beberapa 

tolok u h  sebagai b e ~ i k u t : ' ~ ~  

1. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang 
bersangkutan secara de facto masih ada d d z t a u  hidup (octtlal existence), 
apabila setidak-tidzknya mengandung unsur-unsur: 
a. . ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-grotp 

feeling); 
b. ada pranata pemerintahan adat; 
c. ada harta kekayaan danlatau benda-benda adat; 
d. ada perangkat norma hukum adat; 
e. khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga 

terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu. 
2. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: 
a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku 

sebagai pencerminan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat 
dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat 
sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain, 
maupun dalam peraturan daerah; 

b. substansi hak-hak tradisionalnya diaku dan dihormati boleh warga 
kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat 
yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 

3. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
dianggap sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila 
tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai satu kesahian politik dan kesatuan 

' 4 6  Ibid, hlin 373 
'47 Yance Arizona, "Hak Ulayat: Pendekztan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme 
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hukum, yaitu: (i) keberadaannya tidak mengancan kedaulatan dan integritas 
NKRI; dan (ii) substansi norma hukum adatrlya sesuai dan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan; 

Namun berbagai pengakuan bersyarat yang ada belum memberikan penjelasan 

yang benar-benar jelas dan utuh tentang siapa seharusnya niengakui masyarakat 

-hukum adat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah rnasih belum bersungguh- 

sungguh membuat ketentuan yang jelas dan tegas untuk menghonnati dan mengakui 

hak ulayat masyarakat hukum adat. Dikatakan tidak jelas karena belum ada aturan 

yang konkret tentang apa saja hak-hak yang terkait dengan keberadaan inasyarakat 

dan hak yang dapat djnikmatinya. Dikatakm tidak tegas karena belum diatar secara 

tegas bagaimana mekanisme pemenuhan dan penegakan yaag dapat ditempuh agar 

masyarakat hukum adat berserta dengan hak-haknya dapat dinikmati melalui 

administrasi pemerintahan dan di muka pengadilan (jtlsticiab~e).'~~ 

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan itu te rjadi dikarenakan dua hal, yaitu antara 

ketidakmampuan dan ketidak-mauan pemerintah membuat ketentuan yang umum 

tentang pengakuan (hak-hak) masyarakat hukum adat. Tidak mampu karena 

persekutuan masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam berdasarkan 

sebaran pulau, sistem sosial, antropologis dan agama. Sehingga tidak mudah 

membuat satu ketentuan yang bersifat umum untuk mengakui masyarakat adat yang 

satu sama lain memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak mau karena pengaturan 

yang kabur tentang masyarakat memberikan ruang diskresi dan hegemoni kepada 

pemerintah untuk dapat memanipulasi hak-hak asli masyarakat demi kepentingan 

14' Ibid, hlm. 134 



eksploitasi sumberdaya alam yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. 

Ketidakrnauan ini menguntungkan penguasa dan merugikan masyarakat hukum 

adat.149 

Persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) berserta dengan serangkaian persyaratan 

yang dilanjutkan oleh beberapa UU Sumber Daya Alam menunjukkan bahwa Negara 

cq Pemerintah, baru bisa mengzkui (to res~ect)  hak ulayat masyarakat adat secara 

deklaratif, belum sampai pada tindakan hukum untuk melindungi (to protect) dan 

memenuhi (tofill$lfil agar hak ulayat mzsyarak2t hukum adat dapat terpenuhi. Bel-an 

ada mekanisme pemenuhan dan penegakan hukum nasiond bila terjadi pelanggaran 

terhadap hak ulayat yang merupakan hak asasi manusia. Selm-a ini walaupun ada 

putusan pengadilan yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat 

dalam penyelesaian sengketa, ha1 itu masih sangat tergantung kepada penafsiran 

hakim terhadap aturan yang masih kabur.lS0 

Pasal 18 B UUD 1945 hanya sekedar teks tetapi belum ada konteksnya, 

artinya adalah secara tertulis terdapat pengakuan dari negara tentang keberadaan hak 

ulayat masyarakat hukum adat akan tetapi dalam implementasinya tidak melindungi 

keberadaan hak ulayat dan hanya sekedar memberikan pengakuan. Hal ini 

mengakibatkan banyaknya konflik-konflik di daerah-daerah terkait keberadaan hak 

ulayat. Seperti yang dijelaskan diatas, masih kaburnya pengaturan tentang hak ulayat 

14' Ibid hlm. 135 
Ibid hlm. 135 



sehingga jika masuk dalam pengadilan, hak ulayat bergantung pada penafsiran para 

hakim. 

2. Hak ulayat dalam Pasal28I UUD 1945 

Dalarn banyak peraturan dan diskursus yang berkembang, rujukan tentang hak 

konstitusional masyarakat hukum adat pertama-tama selalu merujuk kepada Pasal 

18B ayat (2) UUD 1945. Padahal ketentuan tersebut disadari mengandung problem 

normatif berupa sejumlah persyaratan d m  kecenderungan uEtuk melihat masyarakat 

hukurn adat sebagai bagian dalam i-ezim pemerintahan daerah. Padahal advokasi dan 

dikursus masyarakat hukum adat lebih banyak pada level hak asasi manusia yang 

lebih sesuai dengan landasan konstitusional Pasal 281 ayat (3) UUD 1945. Sama 

dengan Pasal 18B ayat (2) WJD 1945, ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 juga 

merupakan hasil dari amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000. Pasal 281 ayat (3) 

berbunyi: 

"Identitas bzldaya dun hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dun peradaban. " 

Pasal28 UUD 1945 merupakan pasal yang berisi tentang Hak Asasi Manusia. 

HAM menjadi hak konstitusional ketika dituliskan sebagai norma-noma di dalam 

konstitusi. Sejalan dengan doktrin kontrak sosial, positivisasi. HAM itu banyak 

dipengaruhi oleh pandangan para pemikir klasik. John Locke yang paling banyak 

dikutip dalam sejarah HAM menyatakan bahwa HAM merupakan hak alarniah 

(natzrral rights) yang seiring dengan kelahiran negara membutuhkan konversi agar 



hak alamiah itu menjadi bagian dari unsw negara. Cara yang ditempuh adalah dengan 

meneguhkan hak alamiah (natural rights) menjadi hukum alamiah (nattlral law) yang 

tertulis da!am hukum suatu negara. Dan hukum tertinggi dalam suatu negara adalah 

konstitusi. Dalam logika pengembangan HAM d a i  para pemikir tersebut, posisi hak 

ulayat menjadi dileinatis. Pada satu sisi karena-membutuhkan positivisasi maka hak 

ulayat hanya akan diakui apabila diatur di dalam hukum tertulis yang dibuat oleh 

institusi negara. Secara negatif, dapat dikatakan bahwa, jika tidak diakui secara 

hukum maka eksistensi masyarakat ~ d a t  itu dianggap ienyap (exclz:ded). Padahal hak 

ulayat sebagaimana HAM ysuig lain adalah hak yang melekat pada diri masyarakat 

hukurn adat. Hak ulayat adalah hak yang otohton atau hak asal yang menjadi.penanda 

keberadaan suatu komunitas masyarakat hukum adat, bukan hak berian. Tanpa 

dituliskan di dalam konstitusi maupun dalam bentuk hukum tertulis lainnya yang 

dibuat oleh negara, hak ulayat tetap menjadi lembaga yang hidup di dalam 

masyarakat hukum adat."' 

Oleh karena itu, maka hak ulayat merupakan tanggung jawab dari negara 

sebagai bentuk hak asal atau tradisional yang melekat oleh masyarakat hukum adat. 

Hal paling mendasar bagi pemahaman yang realistis tentang kewajiban-kewajiban 

negara ini adalah bahwa individu merupakan subjek yang aktif bagi seluruh 

pengembangan sosial dan ekonomi, seperti dinyatakan dalam Deklarasi Hak Atas 

Pembangunan (Pasal 2). Setiap individu diharapkan kapan saja melalui usaha- 

15' Yance Arizona, "Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme 
Indonesia", Jurnal Konstitusi, Edisi 2 Vol. 6, (Juli 2006), hlm. 120 



usahanya sendiri dan dengan menggunakan sumber dayanya, berupaya menjamin 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya sendiri, baik secara individual maupun secara 

bersama-sama dengan orang lain. Akan tetapi, penggunaan sumber dayanya disini 

berarti orang tersebut memiliki sumber daya yang dapat dipergunakan (biasanya 

tanah atau modal lain) atau juga menjadi buruh. Ini bisa termasuk hak-hak bersama 

atas tanah-tanah ltomunal, d m  hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum 

adat.'52 

Sumber daya yang menjadi hak kolektif oleh masyarakat hukum adat hams 

dihargai dalam rangka mcmungkinkan mereka mengupayakan kebutuhannya sendiri. 

Akibatnya, sebagai bagian kewajiban negara untuk menghormati sumber daya- 

sumber daya ini, negara hams mengambil langkah-langkah untuk mengakui dan 

mendaftarkan hak-hak atas tanah yang belum menentu. Dengan berbuat demikian, 

negara telah membantu mereka untuk menggunakan sumber dayanya sendiri dengan 

lebih nyaman dalam rangka memperjuangkan standar kehidupan yang layak. Serupa 

dengan itu, hak-hak masyarakat untuk melaksanakan kedaulatan permanen terhadap 

sumber daya dam mereka, mungkin akan sangat penting bagi mereka mampu 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota kelompoknya, melalui upaya-upaya 

kolektif mereka sendiri. '53 

Upaya-upaya kolektif yang dilakukan terhadap keberadaan tanah adat yang 

dimanfaatkan secara kolektif untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat di daerah 

- - - - - 

Is2  Ifdhal Kasim dan Johanes da Masenus Arus, Hak Ekonomi, Sosial, Budayn, ELSAM,  
Jakarta, 2001, Hlm. 35 
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masing-masing. Akan tetapi, sifat kolektif tersebut semakin hari semakin hilang, 

karena dalarn beberapa peraturan perundang-undangan terutama dalarn bidang 

sektoral adanya indikasi perubahan sifat kolektif ke sifat individualistik, ha1 ini terjadi 

pada era orde baru sebagaimana dalam beberapa peraturan perundmg-undangamya 

melakukan privatisasi sumber daya alam kepada swasta. 

B. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 

beberapa Undang-Undang bidang Sektoral di Era Otonomi Daerah 

a. Pengakuan dar~ Perlindungan hak ulayat rnasyarakat hukum adat dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Berdasarkan Pasal3 UUPA, pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua ha1 yakni 

berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Pemikiran yang melandasi 

penyusun undang-undang saat itu lebih didorong oleh pengalaman empiris berupa 

hambatan ketika pemerintah memerlukan tanah yang dipunyai masyarakat hukum 

adat untuk proyek pertanian di Sumatera Selatan menjelang tahun 1960, yang antara 

lain membuahkan pokok pikiran bahwa kepentingan masyarakat hukum adat harus 

tunduk kepada kepentingan nasional dan bahwa hak ulayat tidak bersifat ek~k1usif.l~~ 

Sektor kehutanan merupakan sektor yang paling sering bersinggungan 

langsung dengan masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat 

hukurn adat yang tinggal di kawasan hutan. Konflik-konflik yang melibatkan 

rnasyarakat hukum adat sering terjadi di kawasan hutan. 

Maria SW. Sumardjono, Tanah, Dalam ..., Op. Cit, hlm. 171 



Pada masa refolmasi, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok 

Kehutanan diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU 

Kehutanan baru ini mencoba mengoreksi UU Kehutana? lama yang mengingltari 

keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Hal ini ditegaskan dalam 

konsideran dan juga beberapa ketentuan di dalam batang tubuh undang-undang.lss 

Dalarn pasal 67 ayat (1 )  UU Nomor 41 Tahun 1999 dikatakan bahwa 

masyarakat hukuni adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaamya berhak: Is6  

a. Melakukan pernungatan hasil htitan untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari nlasyarakat adat yang bersangkutan. 

b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang 

berlaku dan tidak bertentengan dengan undang-undang. 

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraannya. 

Penjelasan Pasal 67 menyatakan masyarakat hukum adat diakui 

keberadaannya jika menurut keadaannya memenuhi unsur antara lain: 

a. Masyarakatnya masih berbentuk paguyuban (rechtgemeenschap); 

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 

c. Ada wilayah hukum adat yang j elas; 

155 Yance Arizona,. Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang 
keberadaan dun hak-hak masyarakat adat atas st~mber d ~ y a  alum di Indonesia (1999-2009). Kertas 
K e j a  EpistemaNo.07/2010, Jakarta: Epistema Institute 2010, Hlm. 16 
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d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih 

ditaati; 

e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dalam pasal tersebut mengindikasikan adanya keinginan pemerintah untuk 

tetap menjzdi pemilik dari hutan adat, ha1 tersebut dapat terlihat dari adanya 

persyaratan yang diatur oleh undang-undang bagi masayarakat hukurn adat yang 

ingin melakukan kegiatan pefigelolaan hutan w d a u p ~ n  sudah berdasarkan hukum 

adat yank berlaku di masyai-akat tersebut. Perlu juga diingat bahwa ditengah himpitan 

globalisasi, privatisasi, dan otonomi daerah, hak - hak masyarakat adat d m  komunitas 

- komunitas lokal sangat terancarn. 

Perlu ditegaskan bahwa dalam konsepsi hukum tanah nasional, pembicaraan 

tentang hak ulayat tidak hanya mengenai tanahnya saja, melainkan juga meliputi 

segala isinya, termasuk di dalamnya hutan (ulayat). Dengan demikian, jika hak ulayat 

terbukti memang eksis dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, maka apabila di 

atas tanah ulayat itu terdapat juga hutan, hutan itu termasuk ruang lingkup hak ulayat 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 

Sekalipun UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) telah 

mencantumkan istilah Hutan Adat, bukan berarti masyarakat hukum adat pasti akan 

memiliki hak pengelolaan atas hutan adat tersebut. Masyarakat hukum adat masih 

hams membuktikan dirinya telah memenuhi kriteria-kriteria menurut UU Kehutanan 



agar dia.hi oleh negara sebagai masyarakat hukurn adat dan baru kemudian berhak 

mengajukan diri untuk mendapatkan persetujuan untuk mengelola Hutan Adat dari 

Pemerintah (cq. Menteri Kehutanan). Ironinya, pun setelah mendapatkan pengakuan 

dan persetujuan, masyxzkat hukum adat tetap diwajibkan untuk mengajukan ijin 

pemanfaatan atas hutan dari.pemegang hukum otoritas negara di bidang kehutanan. 

Ini bera-ti objek pengakuan atas hak tidak cukup menjadi dasar untuk menikmati 

segala sesuatu diatas hak tersebut. Ini bisa juga disebut sebagai prasyarat berlapis. 157 

Jika dalam konsepsi hukum tanah nasional, dikenal 3 (tiga) entitas berkenaan 

dengan status tanah, yakni tanah negara, tanah hak dan tanah ulayat, ma!!a dalam 

konsepsi hukum kehutanan, hanya dikenal 2(dua) status hutan, yakni hutan negara 

dan hutan hak. Sebagai catatan, ruang lingkup bidang pertanahan adalah pengaturan 

tentang penguasaan tanah, sedangkan ruang lingkup bidang kehutanan adalah pada 

pernanfaatan h ~ t a n . ' ~ ~  

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) menganut 

persepsi yang berbeda tentang hak ulayat. Jika dalarn hukum tanah nasional hak 

ulayat disikapi sebagai hak atas tanah plus segala isinya (termasuk hutan), maka 

dalam konsepsi kehutanan, status hutan hanya dibagi menjadi 2 (dua) hutan negara 

dan hutan hak, dengan perkataan lain, hutan adat dimasukkan dalarn hutan negara. 

Konsekuensinya adalah, UUK tidak mengakui keberadaan hutan adat disamping 

Is' Asep Yunan Firdaus, Hutan Adzt, Waspada Sebeltm Berharap Ada Peluang, Working 
Group on Forest Land Tenure www.wg-tenure.org - Warta Tenure Nomor 5 - April 2008. Di akses 
pada 29 Juli 201 1 
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hutan negara dan hutan hak.'59 

Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian hutan adat (ketentuan umum, butir 

6) sebagai berikut: hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah 

masyarakat hukum adat, sedangkan hutan negara didefinsikan sebagai hutan yang 

- berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dalam penjelasan UUK, lebih 

tegas dinyatakan persepsi bidmg kehutanan terhadap hutan ulayat. Dijelaskan antara 

lain bahwa: 

"Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak 

atas tanah, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumya dikuasai masyarakat 

h u b  adat yang disebut hutan ulavat. hutan marga atau sebutan lain. Dimasukkan 

hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat dalam pengertian nutan negara 

adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus negara sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jika masyarakat hukum adat itu menurut 

kenyataannya masih ada dan diakui, dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan 

dan pemanfaatan h a i l  hutan". 

Masalahnya adalah, kalaupun suatu masyarakat hukum itu dinyatakan masih 

ada, kegiatan pengelolaan hutan dan pernanfaatan hasil hutan itu dilaksanakan diatas 

hutan negara dan bukan diatas hutan ulayatnya karena sesuai definisi, hutan adat 

adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. 

Penafian keberadaan hutan ulayat, menimbulkan inkonsistensi pola pikir 

perancang UUK ketika dalam Pasal 67 diatur tentang persyaratan eksistensi hak 

Ibid, hlm. 173 



ulayat. Jika memang "hutan adat" tidak diakui sebagai entitas tersendiri yang terpisah 

dari hutan negara dan hutan hak, semestinya keberadaannya tidak perlu diatur. Lagi 

pula pengaturan tentang eksiste~si hak ulayat lebih tepat dilakukan oleh instansi 

pertanahan, karena hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara 

masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayAnya (tanah 

77pl~s"). ' 60 
Jika dalarn Keputusan Kepala BPN RI No. 5 tahun 1999, penentuan laiteria 

itu bersifat umum, dalam arti yang menentukan bahwa ketiga unsur itu benar-benar 

ada, ditempuh sesuai dengan hukum adat yang masih ditaati dalam lingkungan 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melalui suatu hasir penelitian partisipatif 

yang objektif, maka pasal 67 ULTPK menenhikan kriteria keberadaan hutan ulayat 

secara ketat. Dalam penjelasan pasal67 ayat (1) tentang unsur-unsur yang menetukan 

keberadaan hak ulayat disebutkan antara lain : a) masyarakat masih dalam bentuk 

paguyuban, b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, c) ada 

wilayah hukum adat yang jelas, d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya 

peradilan adat yang masih ditaati, e) masih mengadakan pungutan hasil hutan di 

wilayah hutan sekitarnya. Dengm keberadaan yang ketat itu, maka di lapangan akan 

sulit menemukan keberadaan hak ulayat. 

Pembicaraan tentang tanah dan hutan adalah berbicara tentang dua hal yang 

berbeda. Pengaturan hak atas hutan tidak akan berbicara tentang hak-hak kepemilikan 

(land-rights), tetapi berbicara tentang hak-hak untuk menggunakan hutan termasuk 

Ib0 Ibid hlm. 173 



dalam lingkup hak penggunaannya (we-rights). Dalam menyelesaikan masalah- 

masalah surnber daya hutan, perlu adanya kejelasan penetapan hak untuk 

menggunakan hutan, dilakukan atas dasar status penguasaan hutan, maupun 

berdasarkan fungsi-fungsi lindung, konservasi, produksi maupun fungsi khusus di 

bidang sosial budaya maupun pendidikan d m  penelitian. Dalam UUK No. 41 tahun 

1999, Dephut diberikan mandat untuk menetapkan mana yang merupakan kawasan 

hutan dan mana yang bukan serta juga menetapkan fungsi hutannya. Seharusnya 

Dephut hanya menetzpkan filngsiilya bukan statusnya, untuk mencegah conflict of 

interest. 161 

Dengan adanya Departemen saat ini (Depdagri dan D e p t d a t  atau bahkan 

mungkin lebih) yang berwenang atas penetapan status atas tanah dengal kriteria yang 

berbeda menimbulkan konflik status tanah, mana yang merupakan tanah negara 

(public land) dan mana yang bukan (private land) menurut kriteria yang berbeda 

pula. Dilihat dari keberadaan UUPA dan UUPK seharusnya UUPA 511960 yang 

lahir lebih dulu hams diacu oleh UUPK 511967 maupun penggantinya UUK 411i999 

mengatur bentuk-bentuk penguasaan atas sumber-sumber agraris termasuk hutan 

didalamnya. Sehingga kriteria atas tanah dan kawasan hutan negara sarna dan 

pengaturannya tidak tumpang tindih.'62 

16' Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukurn Adat 
dalam Mengelola Sz~mber Daya Alam Diatur , Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, 
hlm. 8 
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Dengan terbitnya Keputusan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 1999 tegas dan 

fleksibel dijelaskan bahwa Tanah Ulayat dapat didaftarkan menjadi kepemilikan adat, 

dapat menjadi hak milik perorangan bila ingin dimiliki secara perormgan dan dapat 

juga dipinjarnkan kepada pemerintah untuk diberikan HGU kepada pihak lain pada 

jangka waktu yang disepakati. Bentuk pengakuan tanah ulayzit tidak sama dengan 

tanah milik perorangan yang disertifikatkan, tanah ulayat didaftarkan pada buicu 

register tarah, sedapat mungkin dilampiri peta dan tidak dapat dipindah tangankan.'63 

Selair, UU Kehutman juga terdapat Surzt Edaran Menteri Kehutanan yang 

berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Surat Edaran 

No. S.75/Menhut- IV2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan 

KompensasiIGanti rugi oleh Masyarakat Hukurn Adat yang ditandatangani tanggal 12 

Maret 2004 ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Pada 

intinya Surat Edaran Menteri Kehutanan itu berisi tujuh hal, antara lain:'64 

a. Perlu dilakukannya penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat, 

instansi atau pihak lain yang terkait serta menlperhatikan aspirasi 

masyarakat setempat untuk menentukan apakah suatu komunitas yang 

melakukan tuntutan terhadap kawasan hutan yang dibebani Hak 

Pengusahaan HutdIz in  Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IUPHHK) masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. 

Penelitian tersebut hams mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat 

163 Ibid 
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hukum adat sebagaimana ditentukan dalarn penjelasan Pasal 67 ayat (1) 

UU Nomor 41 Tahun 1999. 

b. Untuk rnenetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya 

diserahkan kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap), 

.. BupatiIWalikota melakukan pengusulan hutm negara tersebut untuk 

ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta 

hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan 

rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut 

kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkiltan masih ada (de 

facto) dan diakui keberadaannya (de jure). 

c. Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi 

syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Provinsi. 

d. Peraturan daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya 

disarnpaikan kepada Menteri Kehutanan unbk diajukan permohonan 

penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri 

Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan hutan adat. 

e. Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat 

menerima, maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang 

bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang 

penetapan hutan adat tersebut, yang akan dikirimkan kepada pemohon, 



maka pemerintah meminta bantuan pemohon untuk dapat memfasilitasi 

pertemuan antara masyarakat hukum adat (yang telah ditetapkan) dengan 

pemegang HPWIUPHHK. 

f. Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat 

hukum adat terhadap para pemegang HPH!IUPHHK yang melak~kan 

kegiatanloperasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti 

rugi atau kompensasi tidak hams berbentuk uang, tetapi dapat berupa 

bentuk lnata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan 

hutan disekitarnya alau pembangunan fasilitas umum/sosial yang 

bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas 

kewajaranltidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat 

setempat. 

g. Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat 

hukum adat terhadap para pemegang HPWIUPHHK, Gubernur atau 

BupatiIWalikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang 

bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara inusyawarah dan mufakat. 

Namun apabila mengalami jalan buntu, ~naka penyelesaiannya disarankan 

dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara 

perdata melalui Peradilan Umum. 



Surat Edaran hlenteri Kehutanan yang dikeluarkan pada saat menteri 

kehutanan dijabat oleh Muhammad Prakosa itu tidak memberikan manfaat yang 

berarti bagi penguatan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Hal itu karena tidak 

berapa lama setelah Surat Edaran tersebut keluar, menteri kehutanan berganti. Selain 

itu juga karena bentuk hukumnya hanya beruija Surat Edaran yang tidak memiliki - 

daya ikat kuat secara hukum. 

b. Pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

Sektor sumber daya air di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan 

yang mendasar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Sumber Daya Air se'oagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1974 tentang 

Pengairan. Perubahan tersebut terkait dengan reformasi kebijakan pengelolaan 

sumber daya air yang dimulai sejak Tahun 1993, namun secara efektif baru 

dilaksanakan Tahun 1999. Pada Tahun 1993 telah tersusun draft Rencana zksi tentang 

Kebijakan Nasional perihal Sumberdaya Air (1994-2020) yang merupakan hasil dari 

studi tentang National Water Resotirces Policy yang disponsori oleh UNDP dan 

FAO. Kemudian pada Tahun 1997 BAPPENAS mei~ginisiasi berbagai diskusi dan 

seminar yang bertema Agenda for Water Resources Policy and Program Reform yang 

bertujuan untuk memberikan masukan bagi REPELITA VII. Dari beberapa diskusi 

dan seminar tersebut dihasilkan beberapa visi bagi pengelolaan sumberd~ya air di 

Indonesia yang terkait dengan pendekatan pengelolaan dari pendekatan penyediaan 



(stpply side approach) menjadi pendekatan permintaan (demand side approach), 

kemudian cara pandang terhadap air dimana air tidak hanya dipandang sebagai 

barang publik tetapi juga sebagai barang ekononi, dan pelaksanaan pengelolaan air 

dengan menerapkan kebijakan insentif dan di~insentif.!~~ 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004-tentang Sumber Daya Air, 

penyelenggaraan oleh swasta dapat dilakukan jika pada daerah tersebut belunl ada 

BUNNBUMD yang menyelenggarakan layanan pemenuhan kebutuhan air bagi 

masyarakatnya. Dengan aturan tersebut jelas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 membuka kesempatan bagi keterlibatan sektor swasta (privatisasi) dalam 

penyediaan air bagi nlasyarakztnya. Pemberian kesempatan kepada badan usaha. 

swasta dalam penyediaan air baku bagi masyarakat jelas akan menghilangkan 

penguasaan negara atas sumber daya air. Sebagai sebuah institusi yang berorientasi 

pada keuntungan, badan usaha swasta tentunya hanya akan mau menanamkan 

investasinya jika ada jaminan bahwa investasi yang ditanamkan dapat kembali. Untuk 

itu badan usaha membutuhkan jaminan baik itu terhadap resiko politik maupun resiko 

kinerja, dan permasalahannya jaminan tersebut dibebankan kepada masyarakat 

melalui pembayaran kompensasi dari pemerinta'n dan penyesuaian tarif. Penyesuaian 

tarif dilakukan dengan menerapkan full cost recotpeely (tariff biaya penuh), untuk 

menjarnin tingkat pengembalian yang tetap (steady rate of return) bagi pemegang 

kontrak. Lebih lanjut, dalam penyediaan air baku bagi masyarakat badan usaha 

Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim 
Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005 



swasta tidak akan mau menanamkan investasinya jika pendapatan masyarakatnya 

rendah dan secara topografis sulit karena kesemuanya membuat investasi yang 

mereka tanamkan sangat sulit untuk kembali, sehingga penyediaan air baku untuk 

masyarakat di daerah terpencil menjadi terbengkalai.'66 

LJ'U No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga mencantumkan 

pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Pasal 6 ayat (2) UU 

Sumber Daya Air pada intinya mengatur bahwa penguasaan sumber daya air 

diselenggarakan oleh pemerintah dda t au  pemerintah daerah dengan tetap mengakui 

hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturm 

perundang-undangan. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan hak yang serupa dengan hak ulayat adalah hak yang sebelumnya diakui 

dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama 

dengan hak ulayat, misalnya: tanah wilayah perttianan di Ambon; panyam pet0 atau 

pewatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali; 

totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, 

mum di Pulau Buru, paer di Lombok, danpanjaean di Tanah ~ a t a k . ' ~ ~  

Sedangkan Pasal 6 ayat (3) 'UU tersebut menyebutkan bahwa hak ulayat 

masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya 

masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Penjelasan 
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ketentuan ini menyebutkan bahwa pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum 

adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat olch 

tztanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang 

-. didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atm atas dasar keturunan. Hak ulayat 

masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga ulsur, yaitu:'68 

i. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih 

merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 

persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkm 

ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya 

sehari-hari; 

. . 
11. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi 

lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya 

mengambil keperluan hidupnya seharihari; dan 

. . . 
111. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu 

terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan 

penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para 

warga persekutuan hukum tersebut. 

Pengaturm masyarakat hukum adat dalam UU Surnber Day2 Air menjabarkan 

pola pengakuan bersyarat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. UU ini dapat dikatakan 

sebagai undang-undang pertama setelah amandemen UUD 1945 yang memuat 

''* Ibid, hlm. 21 



ruxusan pengaturan sebagai penjabaran dari norma konstitusi berkaitan dengan 

masyarakat adat. Sehingga mudah dipahami bahwa rumusan pengaturannya sudah 

mulai mengikuti trend norma konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak 

masyarakat adat.I6' 

c. Pengakuan dan Perliirdungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu 

Bara 

Undang-Undmg Nomor 4 Tahun 2009 ientmg Mineral dan Batu Bara 

merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1967 tentang Peraturan 

Pokok Pertambangan yang dianggap sudah tidak Sisa dipertahankan lagi karena 

bersifat sentralistik. 

Undang-undang ini menganut asas pembangunan berkelanjutan, dan sesuai 

dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mengingat Mineral dan 

Batu Bara merupakan kekayaan alarn yang terkandung di dalam bumi dan tak dapat 

terbarukan, maka perlu adanya pengelolaan mineral dan batu bara secara efisien, 

transparm dan berkeadilan agar dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi sebesar- 

besar kemakmuran rakyat. Substansi dari peraturan ini adalah lebih aspiratif 

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 19G7, dengan diberikannya 

peran yang yang besar kepada pemerintah daerah dalam aspek pemberian ijin, 

pengawasan, pembinaan sumberdaya mineral dan batu bara, sedangkan Departemen 

'69 lbid 



Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya melaksanakan pembuatan 

kebijakan serta melakukan aspek pembinaan,pengawasan, dan perijinan pada hal-ha1 

tertentu. Selain dari itu, pelaksanaan desentralisasi sangat terasa daiam undang- 

undang minerba, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat baik 

secara individu maupn  badan hukum untuk melakukan pengusahaan mineral dan 

batu bara berdasarkan izin dari pemerintah maupun pemerictah daerah. 

UU Minerba memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup 

mendasar, yang penting diantaranya add& dihapuskannya sistem kontrak karya 

(KK) bagi pengusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem jjin usaha 

pertambangan (IUP). Namun demikian, meski tel& memuat beberzpa perubahan LKJ 

Minerba dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal yang berkaitan dengan 

kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijakan dan strategi pertambangan nasional 

yang akan dituju. Dalam banyak aspek, UU Minerba cenderung masih memuat 

ketentuan yang bersifat sangat umum sehingga tidak operasional. Indikasi dari ha1 

tersebut , dari 175 pasal yang terdapat dalam UU Minerba, setidaknya 22 pasal 

menyebutkan "ketentuan sebagaimana dimabud pada pasal ini, akan diatur dengan 

peraturan pemerintah ", dan 3 pasal menyebutkan "ketenttian sebagaimana dimaksud 

pada pasal ini, akan diatur dengan peraturan daerah, provinsi/kabupaten/kota ".I7' 

17' Sri Nur Hari Susanto, PENGUASAAN DAERAH XTAS BAHAN 
GALIAN/PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH, Disampaikan pada 
Seminar Nasional Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian, di Fakultas Hukum Undip 
pada 2 Desember 2009. 



Hal tersebut berarti bagaimana nanti implementasi yang lebih pasti dari UU 

Minerba ini dan bagaimana arah serta gambaran pengelolaan sektor pertambangan ke 

depan lebih pasti, akm sangat tergantung pada situasi, kondisi, dan kepentingan 

pengambil kebijakan pada saat peraturan pemerintah (P?) dan Perda dibuat. Di 

sampiilg itu UU Minerba juga mewajibkm pemerintah untuk menetapkan tata ruang 

nasional wilayah pertambangan dengan ditunjang data geologis secara tspat. Ini 

berarti sejauh penetapan itu belum dilakukan, maka tidak boleh ada pengeluaran ijin 

penambangan oleh pemerintah daerA sehingga bisa terjadi moratorium Cjeda) 

tambang sampai ditetapkan tata ruang nasional pertambangan.'71 

Substansi UU No.4 Tahun 2G09 berusaha menggunakm arah baru kebijakan 

pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (national 

interest), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi 

pengelolaan dan pengelolaan pertambangan yang baik (good mining practies). 

Dengan sejumlah prinsip tersebut, maka dalam terjemahannya pada tingkat 

konstruksi pasal-pasal terdapat beberapa point maju meski disertai dengan cukup 

banyaknya klausul yang masih membutuhkan klarifikasi dan memberikan akses 

kspada masyarakat d a l m  pengelolaan pertambangan. 

Warga masyarakat khususnya yang berada di lokasi pertanbangan 

mernpunyai aicses untuk: melakukan usaha pertambangan di WPR, warga menjadi 

pekerja di pertambangan yang diusahakan oleh badan usaha (Pasal 106), memberikan 

jaminan bagi pengusaha lokal unhk diikutsertakan sebagai mitra dari pelaku usaha 

17' ibid 



pertambangan besar, mendapatkan program pemberdayaan yang harus didasarkar, 

pada program yang nyata serta dikonsultasikan pada pemerintah dan pemerintah 

daerah dan warga masyarakat yang bersangkutan (Pasal 95 dan Pasal 108), menjadi 

penyedia jasa terutama dalam pelaksanaan penyelidikan umum atau pengumpulan 

fakta yang hams dilakukan oleh badan usaha pelaksana us&a pertambaagan.'72 

UU Minerba juga melindungi Hak Asasi Manusia (termasuk hak ulayat 

masyarakat hukum adat), yaitu terdapat dalam Pasal 145 dan Pasal 135, perlindungan 

HAM dalam Undang-Undang ini hanya berkaitan dengan dua ha1 yaitu: pertama, 

Masyarakat yang terkena dampak negatif secara langsung dari kegiatan usaha 

pertambangan harus dilindungi dalam bentuk pembeiian hak untuk memperoleh 

ganti kerugian yang layak sebagai akibat di luar kesalahannya dan hak untuk 

mengajukan gugatan kepada pengadilan. kedua, warga masyarakat yang tanahnya 

terdapat sumber daya mineral dan batubara dan dimasukkan dalam WIUP berhak 

diminta persetujuannya sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan. 

Dalam hal pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat, 

undang-undang minerba tidak memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak masyarakat adat. Dalam BAB XI11 tentang Hak dan Kewajiban, yang diatur 

hanya sebatas hak dan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan (Pasal 90-1 12). 

W tersebut tetap tak mau mengakui bahwa rakyat memiliki hak untuk membuat 

keputusan apakah investasi tambang bisa ditanamkan di tanah mereka atau di 

wilayah-wilayah yang jika ditambang akan mengancam sumber-sumber kehidupan 

i72 Ibid 



mereka, yang belakangan dikenal dengan istilah Free and Prior Inform p on sent.'^^ 

Terkait tanahnya, rakyat hanya diberi 2 (dua) pilihan dalam UU ini, menerima ganti 

rugi yang ditentukan sepihak oleh pemerintah/ perusahaan atau jalur pengadilan.'74 

Dalam U-U Minerba hanya zda dua hak masyarakat yang terkena dampak, 

yaitu mendapat ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam pengusahaan kegiatan 

pertambangaii dan mengajukan gugatan ke pengadilan'75 itupun jika perusahaan 

menyalahi ketentuan. Dua pilihan itu sama pahit. Pilihan pertama menegaskan tidak 

diakuinya hak veto atau hak untuk menentukan nasib sendiri, khususnya jiks mereka 

menolak periambangan, termasuk hak memilih model pengembangan ekonomi yang 

lebih berkelanjutan dibandingkaq dengan mengeruk batuan. Sementara itu, ganti rugi 

akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat dalam setahun 

ke depan Departemen ESDM hams menyusun 20 Peraturan Pemerintah terkait, bisa 

dipastikan penyusunannya akan jauh dari transparansi dan partisipasi publik. Pilihan 

kedua talc kalah getir. Kawasan cadangan mineral dan batu bara tersisa kebanyakan 

ada di kawasan terisolasi inforrnasi dan keberdayaan hukum, bahkan urusan beban 

pembuktian yang tidak m ~ d a h . ' ~ ~  

173 Free Prior and Informed Concern (FPIC) dapat diartikan menjadi, hak masyarakat untuk 
mendapatkan informasi sebelum sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam 
wilayah mereka dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan menyatakan 
setuju atau menolak, atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat untuk memutuskan jenis kegiatan 
pembangunan niacam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam tanah mereka 

'74 Briefing Paper JATAM, WALHI, KIARA, ICEL - Januari 2009 
17' Pasal 145 Ayat (1) UU Minerba menyatakan: "Masyarakat yang terkena dampak negatif 

langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak: a). Mempe~oleh ganti rugi yang layak akibat 
kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.b). Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat 
pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. 

176 Ibid 



Warga dihadapkan pada perusahaan tambang yang memiliki modal menyewa 

ahli hukum dan konsultan, juga membayar iklan di media. Sementara itu, proses 

pengadilan yang lanra, biaya mahal, dan sistem yang korup membuat warga berisiko 

menjadi korban keclua kali. Sungguh, mereka sulit memenangi perkara di pengadilan, 

dalam sistem hukum yang kini tak berpihak kepada mereka. 

Beberapa kelemahan fundamen dari UU Minerba adalah tidak adanya: '77 

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat terutama yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan sumber daya pertambangan dan lingkungan 

b. Pengakuan dan pengaturan secara jelas dan tegas tentang transparansi, 

partisipasi, dan akmtabilitas dalan: pengelolaan sumber daya alam yang 

merupakan 3 pilar penting dalam mewujudkan good governance dan 

demokratiasasi dalam pengelolaan pertambangan. 

c. Akses keadilan apabila hak-hak masyarakat dan prinsip transparansi dan 

partisipasi dilanggar. 

d. Pengakuan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

Berbagai kelemahan tersebut, muaranya lagi-lagi rakyat yang hams 

menanggung ongkos kerusakan lingkungan, pemiskinan dan pelanggaran HAM baik 

di sekitar pertambangan, hingga kawasan pesisir. Sementara, bahan-bahan mineral 

kita bisa dipastikan akan makin menipis jurnlahnya, karena terus-terusan dikeruk 

untuk memasok kebutuhan asing. Hal ini diperparah juga dengan dilarangnya 

masyarakat untuk merintangi dan mengganggu kegiatan pertambangan, mereka dapat 

'77 Briefing Paper JATAM, WALHI, KIARA, ICEL - Januari 2009 



dikenakan sanksi pidana (Pasal 162), jelaslah ha1 ini akan menghalangi masyarakat 

hukum adat memperjuangkan hak-haknya akibat adanya kegiatan usaha 

pertambangan. 

Mestinya, upaya reformasi kebijakan sektor pertambangan mensyaratkan 3 

hal, yaitu:'78 > .  

a. Dapat memfasilitasi pemulihan dan pengembalian hak masyarakat yang 

telah dirampas hak-nya oleh industri pertambangan, baik secara langsung 

melalui permpasan tanah masyarakat lokal maupun secara tidak langsung 

dengan mencemari perairan laut tempat bergantuilgnya kehidupar, 

masyarakat nelayan tradisional. 

b. Dapat memfasilitasi pulihnya ekonomi masyarakat lokal dan ekosistem 

sekitar pertambangan. Dimana paradoks selama ini menunjukkan bahwa, 

daerah potensial dengan kegiatan pertambangan, justru identik dengan 

kemiskinan dan intensitas konflik yang tinggi. 

c. Dapat memfasilitasi proses penegakan hukum atas berbagai pelanggaran 

yang terjadi se lma  ini di sekitar lingkungan pertambangan, maupun 

secara luas dalam ha1 ekonomi nasional. 

Hak ulayat masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang tidak 

diuntungkan dalam UU Minerba, karena berbeda dengan UU kehutanan dan UU 

Sumber Daya Air, UU ini tidak memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak 

ulayat masyarakat hukum adat. UU ini hanya memberikan akses kepada seluruh 

Ibid 



masyarakat termasuk masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan terhadap 

mineral dan batu bara yang terdapat di wilayah mereka, itu pun harus mendapat izin 

terlebih dahulu dari pemerintah daerah. Hal ini te rjadi karena mind set UU ini adalah 

pernegang "hak milik" atas kekayaan alarn berupa aneka ragam bahan ga l i a~  ymg 

terkandung di dalam bumi dan air di wilayah hukum (pertambangan) Indonesia 

adalah hik milik bangsa Indonesia (mineral right). 

Hal ini sebagai bentuk implementasi dari Hak Menguasai Negara atas bahan 

galian, tidak berarti negara sebagai pemilik. Pemerintah sebagai penyelenggara 

negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan yang diperlukan 

semata-mata dalam bentuk tiga kewenangan yaitu mengatur (regejen), mengurus 

(besturen), mengawasi (toezichtouden). 

C. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

dalam beberapa Peraturan Daerah 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang 

Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy 

Peraturan daerah ini disusun dengan pertimbangan bahwa masyarakat Baduy 

yang secara administratif bertempat tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak, merupakan masyarakat hukum adat yang hingga saat ini masih 

terikat oleh tatanan h u h m  adatnya: Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, 

masyarakat Baduy memiliki hak ulayat yang penetapan wilayahnya dibatasi pada 

tanah-tanah di wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, 



yang diukur sesuai dengan peta rekonstruksi dan dituangkan dalam berita acara 

sebagai landasan penetapan keputusan bupati (Pasal 2 Peraturan Daerah No. 32 

Tahun 2001 tentang Perlindungan .Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy). 

Sebagai peraturan turunan dan UUPA, Peraturan Menteri Negara Agraria No. 

5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyslesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat yang keluar pada masa refomasi menjadi landasan hukum bagi 

Pemerintah Daerah Lebak untuk membuat Perda pengakuan hak ulayat Masyarakat 

Baduy. Selak itu, pengakuan hukum melalui Perda juga didukung oleh situasi politik 

yang semakin terbuka pasca orde barn dan ditetapkannya peraturan 

pemdang-nndangan yang meilgatur dan mengakui hak-hak masyarakat adat yang 

ditetapkan tidak lama sebelum Perda Baduy, seperti Amandemen UUD 1945, UU No. 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Yance Arizona, menyebutkan ada dua 

faktor penting mengapa pengakuan hukum terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy 

diperlukan, yaitu: Pertarna, untuk melindungi wilayah adat dari pihak luar. Hal ini 

menjadi persoalan karena orang luar Baduy berkebun di tanah ulayat dengan 

menanam komoditas yang justru dilarang oleh hukum adat Masyarakat Baduy. Selain 

itu juga praktek penebangan kayu di hutan lindung Baduy oleh orang luar. Kedua, 

untuk mengamankan fungsi wilayah ulayat Masyarakat Baduy sebagai sumber mata 

air, mencegah banjir dan untuk melindungi hewan-hewan dari tindakan perburuan 



orang Hal yang menarik adalah bahwa ssbenarnya pengakuan hukurn 

terhadap masyarakat Baduy ini sudah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1968 pernah 

dikell~arkan SK Gubernur Jawa Barat No. 203/B.V/PEM./SK/68 tentang Penetapan 

Status Hutm Larangan Desa Kanekes Daerah Baduy, SK Gubernw Jawa Barat No. 

140MP.526-PEMDESl1986 tentang Penetapan Desa Kanekes Dijadikan Desa 

Definitif dengan Luas 5.101 Ha dan Perda Lebak No. 13 Tahun 1990 tentang Adat 

Istiadat dan Lembaga Adat Baduy. Sayangnya, ketiga produk hukum ini tidak mampu 

mengatasi masalah penyerobotan lahan masyarakat Baduy. Selain itu, kedua 

peraturan ini dinilai tidak meniiliki dasar hukurn yang kuat dan kekuatan h u h m  

karena berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, ketiga 

instrumen hukum ini berada pada bagian paling bawah dalam tata urutan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut Masyarakat Baduy, Perda No. 32 Tahun 2001 tersebut merupakan 

bentuk pengakuan hukum pemerintah terhadap Masyarakat Baduy atas sumber daya 

alamnya. Bahkan Perda ini dipandang dapat mengamankan wilayah adat sekaligus 

sumber daya alam yang ada di wilayah Masyarakat Baduy. Mereka menegaskan 

bahwa jika tidak ada Perda ini, maka Wilayah Adat Baduy akan habis dan rusak oleh 

pihak lux.  

Perda ini kemudian menjadi dasar bagi Masyarakat Baduy untuk melakukan 

tindakan hukum ketika ada pelanggaran atau penyerobotan terhadap wilayah adat 

'79 Yance Arizona, Kuasa dun Hukum: Realitas Pengakt~an Htrkum Terhadap Hak 
Masyarakat Adat Atas St~mber Daya Alum Di Indonesia. Kertas Kerja Epistema No.05/2010, Jakarta: 
Epistema Institute, hlm. 17 



mereka dari orang luar. Penyerobotan lahan ini sudah terjadi sejak tahun 1960-an dan 

membuat. wilayah mereka semakin menyempit. Hadirnya Perda ini kemudian menjadi 

media menyelesaikan konflik penyerobotan atau pelanggaran wilayah adatnya yang 

dilakukan dalarn tiga cara, ya i t~ : ' ' ~  

a. Proses sosialisasi d m  rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan, 

BPN, Babinsa, bagiaii h~icum pemerintah daerah, kepolisian, dan 

kejaksaan. 

b. Pihak Masyarakat Baduy mengirimkan swat kepada beberapa crar~g ymg 

menyerobot wilayah adat Baduy untuk merninta kembali tmah adat 

Masyarakat Baduy, yailg kemudian ditindakianjuti dengan 

penandatanganan kontrak pengembalian tanah kepada Masyarakat Baduy. 

c. Diselesaikan melalui pengadilan. Cara ini dilakukan ketika cara-cara di 

atas tidak dapat lagi dilakukan. Untuk cara ini tercatat telah ada lima 

orang yang dikenai sanksi pidana karena terbukti melanggar dan 

menyerobot Wilayah Adat Baduy. 

Berkaitan dengan sumber daya hutan dan air, peraturan daerah tersebut 

merupakan kekayaan masyarakat Baduy. Tanah ulayat merupakan bagian dari 

kekayaan tersebut terdapat dalam wilizyah Baduy sesuai pasal 6, yaitu meliputi 

Ibid, hlm. 18 



kesatuan wilayah hukum adat dengan wilayah peniukiman masyarakat Baduy dengan 

batas tertentu yang sudah berlaku secara turun t em~run . '~ '  

Pada bagiai konsideran dari Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 

~nengambil peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah kepada kabupaten untuk membentuk pemerintahan 

terendah (desa) otonom yang beragam sesuai dengan asal usul dan adat istiadat 

masing-masing. Peraturan Daerah ini menjelaskan bahwa pemerintahan desa 

merupakan bagian yang tak terpis&kai dari sistem pemerintahan NKRI. Penlyataan 

ini merupakan ide dasar dan semacam payung hukim dari interaksi hukum 

masyarakat Baduy dan hukurr, negara dalam pengaturan sumber daya hutan dan air 

yang terdapat dalam peraturan daerah ini.182 

Dalam masyarakat Baduy, terdapat begitu banyak hikmat dan kearifan lokal 

tentang pengolahan surnber daya alam dan air yang ada pada masyarakat Baduy. Jika 

diamati perkampungan Baduy itu pada umurnnya terletak pada daerah aliran sungai. 

Menurut Syukri Batubara, kearifan lokal yang ada pada mereka merupakan hal yang 

potensial dari sistem kolektif untuk hidup di atas nilai-nilai yang membawa 

kelangsungan hidup berkeadaban. Mereka hidup dengan damai, saling pengertian, 

hidup harmonis dengan darn lingkungan. Mereka mampu membuktikan bahwa 

pengelolahan sumber daya darn dan air, khususnya hutan di kawasan Baduy telah 

18' Syukri Batubara, "Periindungan Terhadap Hak Uiayat Masyarakat Hukum Adat Study 
Mengenai Pelaksanaan Hak Ulayat dan Sumber Daya Alam Suku Baduy", Disertasi, Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 201 1,hIm. 187 

18' Ibid, him. 188 



membuat mereka survive. Kesadaran masyarakat Baduy terhadap sumber daya alam 

dan air, khususnya dalam menjaga kelestarian hutan dan air adalah ha1 ytang luar 

biasa. Pikuhli masyarakat Baduy sarnpai hari ini masih dipegang teguh: gtmtlng tllah 

dilebur, lebak ulah dirusak (gunung jangan dihancurkan, s m a h  jangan d i r ~ s a k ) . ' ~ ~  

, . Tanah yang ada di Baduy dapat dikategorikan menjadi tiga peruntukkan, yaitu 

: sebagai lahan perladangan, tempat tinggal, dan hutan lind~ng. Hutan lindung 

dijadikan untuk berfungsi sebagai resapan air. Pohon yang ada tidak boleh ditebang 

termasuk untuk erladangan. Euian itu mernbantu menjaga keseimbangan air. 

Walaupun masyarakat Baduy tidclk memiliki teknologi pemotongan kayu seperti 

gergaji kayu, tetapi disma tidak terjadi illegal logging. Kawasan hutan Baduy 

tergolong sebagai hutan larangan yang tetap dijaga keberadaannya. Kearifan 

masyarakat Baduy dapat dijadikan contoh oleh siapa saja khususnya pengambil 

keputusan untuk belajar ke Baduy dalam mengurus sumber daya hutan dan air agar 

tidak te rjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kerusakan 1ai r1n~a. l~~ 

Kebijakan pengolahan sumber daya hutan dan air pada masyarakat Baduy 

secara peraturan minimal belurn berpihak kepada hak-hak tradisional, misalnya dalam 

penentuan status dan kedudukan hutan adat. Sampai saat ini, secara yuridis 

kedudukan hutan adat masih belum jelas karena menurut Undang-Undang No. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, keberadan hutan adat dianggap sebagai hutan negara. 

Kondisi ini diperparah lagi dengan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan 

- 

Ibid, hlrn. 193 
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di tingkat nasional. Sektoralisme peraturan pengelolahan sumber daya agraria, 

terutama sumber daya hutan, telah menggiring hutan adat kepada posisi terjepit. 

Hukum agraria telah menegaskan aturan tentang status tanah secara kesduruhan, 

termasuk status tanah yang diatasnya terdapai hutm adat, tetapi kemudian undang- 

undang kehutman juga merasa memilii kompetensi untuk menentukan status hutan 

adat. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi adanya kerusakan hutan di kawasan 

Baduy, diawali dengan penyesuaian kebijakan dan tata cirganisasi Departemen 

Kehutman pada tahun 1983. Di bawah Departemen Kehutanan dibentuk juga 

beberapa Direktorat Jenderal, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perlindungan 

- Hutan dan Pelestarian alam. Pada tahun 2001 DPRD Lebak mengesahkan Peraturzn 

Daerah Nomor 32 Tahun 2001. Tentang perlindungan Tanah Ulayat Baduy. 

Untuk menekan laju kerusakan hutan di kawasan Baduy, maka kegiatan 

pengamanan hutan secara partisipatif oleh masyarakat Baduy senantiasa menjadi 

prioritas utama di dalam pengelolahan sumber daya hutan Baduy. Adapun beberapa 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy untuk melindungi hutan dilakukan 

dengan beberapa kegiatan, yaitu:'85 

Pertama, melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada 

masyarakat di perbatasan tanah ulayat dalam melakukan perusakan hutan dan pelaku 

illegal logging agar tidak melakukannya lagi karena ha1 ini akan sangat merugikan 

generasi yang akan datang. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara sernpurna 

Ibid, hlrn. 209 



karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang perlindungan hutan dan 

menyelamatkan air. Tim sosialisasi kurang efektif karena kekurangan tenaga, 

pengawasan dan dana. Setelah adanya perda ini dilakukan pendekatan persuasive 

edukatif terhadap masyarakat sekitar perbatasaq Baduy cian program rehabilitasi 

dengan perianaman pohon. . - 

Kedtla, memagari dengan kawat berduri dengan bar~tuan Pemerintah Daerah 

dan Kantor Pertanahan Lebak tentang batas kawasan tanah ulayat Baduy. 

Rekonstruksi batas dilaksanakan pada tahun 2000-2001 dan pada orientasi batas, 

dilaksanakan dengan berpedoman pada batas kawasslli sesuai dengan Peraturan 

Daerah No. 32 Tahun 2001. Rekonstruksi ini melibatkan masyarakat Baduy, pihak 

pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan. Hasil rekonstruksi ini mengembalikan 

posisi tapal batas yang sebenarnya karena telah terjadi perubahan let& tapal batas 

kawasan dari hasil rekosntruksi yang dilakukan sebelumnya. 

Ketiga, masyarakat Baduy melalui Jaro Pamarentah (kepala desa) sel alu 

melaporkan kepada aparat dan Pemerintah Daerah kalau terjadi masalah disana. 

Masyarakat Baduy pun aktif mengkampanyekan untuk menjaga sumber daya hutan 

dan air melalui kegiatan pengawasan kawasan tersebut yang kian hari semakin 

menunjukkan hasilnya, karena pengrusakan hutan mulai berkurang dan 

penggembalaan ternak berkaki empat juga mulai berkurang setelah adanya Peraturan 

Daerah tersebut. 



Keempat, pembuatan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2001 pada intinya 

mengatur tentang perlindungan hutan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam 

memanfaatkan sumber daya hutan dan air pada masyarakat Baduy. Sebagai contonh 

adalah adanya larangan mengambil ikan secara berlebihan di sungai sekitar tanah 

ulayat Baduy dengan cara meracun dan menggunakan bom. Masyarakat hanya boleh 

mengambil ikan dengan cara memancing dan menjala. Di samping itu juga adanya 

larangan untuk tidak memburu hewan berkaki empat kecuali kalau mau ada upacara 

serta adanya larmgm untuk tidak menebang hutan. 

Salah satu tujuan dari tujua dari implementasi Peraturan Daerah No. 32 

tahun 2001 tersebut adalah untuk mencegah kerusakan hutan, baik untuk -kepentingan 

ekonorni maupun non ekonomi. Memperhatikan fungsi kawasan di atas dan upaya 

agar mempercepat pemulihan kondisi akibat perusakan hutan yang terjadi, maka 

Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2001 hams ditegakkan dan bagi pelanggar dikenakan 

sanksi atau hukurnan.' 86 

b. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya 

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu proginsi yang telah banyak 

memberikan pengakuan secara de facto dan de yure kepada masyarakat hukum adat 

di Propinsi Sumatera Barat. Pegakuan tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah 

Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Nagari. Sebenarnya pemerintahan Nagari telah mendapatkan pengalcum sejak tahm 

Ibid, hlm. 21 1 



2000 dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. 

Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat meinandang bahwa sistem 

pemerintahan nagari efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya, 

berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yan demokratis dan 

aspiratif untuk tercapainya kemandirian, peran serta dan prakarsa masyarakat yang 

selama ini dipinggirkan dan ~liabaikan."~ 

Struktur sosial nagari berakar pada nilai-nilai budaya yang terus menerus 

mengalami psrkembangan menuju gambaran ideal secara kolektif, bercermin pada 

fenomena dam dan bsrlandaskan agsmma. Alam Takambang Jadi Gzirzi, Adat Basazdi 

Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat sopan santun dalam interaksi sosial dan 

agama merupakan kekuatan dasar anak nagari dalam mengarungi hidup dan 

kehidupan, di mana pun domisilinya. Struktur sosial yang kuat dan berakar telah 

menghargai sejarah individu dan masyarakat secara proporsional sehingga tidak anti 

terhadap perubahan dan sekaligus tidak hanyut dalam arus perubahan.'88 

Sesuai dengan amanah Perda nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Nagari, maka mulai lah dirancangkan perda tanah ulayat di Sumatera 

Barat. Akan tetapi Raperda ditolak dengan alasan Oleh Kurniawarman dan 

Is7 Zukri Said, Dkk, Kembali Ke Akar, Kembali ,Ye Koneep Otonomi Masyarakat Asli, Forum 
Pengmbangan Partisipasi Masyarakat, Jakarta, 2002, hlm. 49 

I s 8  Ibid, hlm 46 



~ a c h m a d i " ~  menyebutkan dua alasan yang mendasari penolakan tersebut, yakni; 

pertama, dari aspek formal Ranperda ini mengandung cacat karena tidak dilengkapi 

dengan naskah akademis. Selain itu, pelibatan unsur di luar Pemda sekedar sebagai 

alat untuk menguatkan alasan guna mendapatkan dana bagi pembuatan Perda, kedua; 

dari aspek materil, materi RPTU (Rancangan Perda Tanah Ulayat) ini dianggap 

berbahaya karena bukan malah melindungi dan menjamin tanah ulayat, namun hanya 

mengaakomodasi kepentingan pengusaha agar mudah mendapatkan tanah untuk 

investasi, selain itu RPTU mer~cruskan dan memperdaiam sektoralisme pegelolaan 

Surnber daya dam karena objek pengaturannya hanya tm-ah, tidak temasuk sumber 

daya alam secara keseluruhan, walaupun sebenarnya patokan RPTU dari pasal 3 

ULJPA dan Permenag No. 511999 yang tidak memisahkan rumg lingkup hak ulayat 

atas tanah, hutan dan sumbei daya darn lainnya. Secara materil, yang menjadi 

sorotan tajarn adalah pasal 11 RPTU, yang menyatakan bahwa terhadap tanah hak 

ulayat yang telah diganti atas haknya menurut UUPA dan apabila masmya berakhir, 

maka tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara (tanah 

negara). Artinya, secara nonnatif tidak memberikan solusi bagi tanah ulayat yang 

beralih menjadi salah satu hak menurut UUPA seperti HGU, padahal selama ini 

konflik pertanahan berlangsung secara massif di wilayah tersebut. 

Kurniawarman, Rachmadi, Hak ulayat Nagari atas Tanah di Sumatera Barat (Jejak Dan 
Agenda Unttik Era Desentralisasi), Yayasan Kemala, WRI dan Qbar, Jakarta, 2005. Hlm. 5 



Setelah pengesahan Perda No.212007, maka upaya mengagendakan kembali 

RPTU oleh pemerintah propinsi sumatera barat yang tertunda sejak tahun 2001 mulai 

dibahas pada pertengahan tahun 2007, dengan rnengajukan kembali draft RPTU. 

RPTU yang diajukan pzda tzhun 2007 terdapat perbedaan dengan draft yang diajukan 

di tahun 200i, yaitu pengaturan tentang tanah-tanah ulayat yang telah diganti dengm 

hak atas tanah oleh UUPA, setelah masanya berakhir akan kembali kepada 

masyarakat hukum adat, hal ini terlihat dalarn pasal 1 1, yang menyebutkan: 

a. Terhadap Tanah Ulajat yang diberi alas hak erfpacht, hak pakai atau 

HGU, apabila masa berlakunya sudah berakhir, maka tanah ulayat tersebut 

kembali kepada rnasyarakat hukum adat. 

b. Pengaturan dan pemanfaatan selanjutnya terhadap tanah sebagaiman 

dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

bersama dengan pemerintahan Nagari, sedangkan Pemerintah 

Kabupaten/'Kota, hanya sebagai mediator. 

Secara keseluruhan roh pengaturan RPTU ini tidak jauh berbeda dengan 

RPTU yang diajukan pada inisitif awal, yaitu: secara materil; pertama, RPTU 

mengatur ulayat secara sektoral yang mengatur pada soal tanah. Kedua, semangat 

RPTU masih pada semangat pemanfaatan yang notabene merupakan kepentingan 

investasi (pengelolaan oleh pemilik modal)lgO sehingga RPTU belurn mampu 

memberikan semangat perlindungan hak ulayat, ketiga, RPTU tidak membedakan 

Ig0 Lihat BAB VI tentang; pemanfaatan dan penggunaan tanah ulayat, pasal 5,6 dan pasal 7, 
selain itu pengaturan tentang pendaftaraan tanah memperkuat upaya sertifikasi uiayat sehingga 
mempermudah arus modal terhadap tanah ulayat melalui hubungan hukum (pembebasan tanah) 



mtara tmah milik adat dengan tanah ~ l a ~ a t . ' ~ '  Secara formil; RPTU tidak melalui 

mekanisme kaedah penyusunan Ranperda yang baik, yaitu belum terujinya partisipasi 

masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai pemilik ulayat, se!ain itu RPTU tidak 

diirlngi dengan nzskah akademik. 

Perda TUP mewarisi sektoralisasi sumberdaya alam yang d i b a n ~ n  olch 

perundang-undangan di tingkat nasional. Fokus pengaturan terhadap tanah saja sudah 

terlihat dari dasar hukum dan sejumlah ketentuan pada batang tubuh yang tunduk 

pada konstruksi hukum pertanahan nasiond. Sektoralisasi ini mempersempit objek 

ulayat yang bagi masyarakat Minangkabau mencakup sumberdaya alam lainnya 

seperti sungai, danau, lzut, ruang angkasa, hutan dan pertambmgan.192 

Dalam Pasal 6 Perda Nomor 16 tahun 2008 menyebutkan Penguasa dan 

pemilik tanah ulayat adalah: 

a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari. 

b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota sulcu sebagai pemilik 

tanah ulayat suku, masing-masing sulcu di nagari. 

- - - - 

1 9 '  Dalam analisis Kurniawarman, (dalam sebuah makalah yang berjudul kontroversi tana!! 
ulayat Sumatera Barat) bahwa; Ranperda ini tidak membedakan antara tanah milik adat dengan tanah 
ulayat. Padahal dalam sistem penguasaan tanah menurut hukum adat tidak saja mengenal tanah ulayat 
tetapi juga tanah milik adat, baik yang bersifat individual maupun yang masih bersifat komunal. Hak 
ulayat merupakan hak tertinggi dan sebagai sumber dari semua jenis hak atas tanah yang ada dalam 
masyaraat hukum adat. Bagi masyarakat yang tidak punya tanah tetapi sangat berkeinginan untuk 
mengola3 maka persekutuan harus membuka akses bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan tanah 
olahan untuk mendukung kehidupannya. Bagi mereka yang terbukti sangat menggantungkan hidupnya 
kepada tanah tersebut dan mempunyai itikad baik untuk mengolah dengan sungguh, kepada mereka 
dapat diberikan hak yang bersifat individual. 

Ig2  http://yancearizona.wordpress.com/2008/11/12/perda-tanah-ulavat- sumatera-barat/, Akses 
10 Juli 2012 



c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurailparuik 

sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum. 

d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan 

ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo. 

Tabel Jenis-jenis Tanah ulayatIg3 

Jenis t a n a h 1  Sifat 
ulayat 
Tanah ulayat Penguasaan 
nagari public 

Tanah ulayat 
kaum 

Kepemilikanl 
perdata 

Tanah ulayat 
Raj o 

Kepemilikanl 
perdata 

Status I Pengemban 
pendaftaran Ipemilik 
HGU, Hak Secara adat 
Pakai, Hak dimiliki 
pengelolaan oleh anak 

nagari 

Hak milik Milik 
kolektif 
anggota 
suatu suku 

hak kelola tertua dari 

Hak milik 

pengurusan 

Milik 
kolektif 
suatu kaurn 

Ninik marnak 
U N ,  
pengaturan 
dan 
pemanfaatan 
pemerintahan 
nag ari 
Pegaturan 
dan 
pemanfaatn 
oleh 
penghulu- 
penghulu 
suku 
Pengaturan 
dan 
pemanfaatan 
oleh Mamak 
Jurail 
Mamak 

tertua dari 
garis 
keturunan 
ibu 

l g 3  ibid 



Tabel diatas merumuskan bahwa tanah ulayat nagari memilik aspek publik 

yang penguasaan dan pengurusannnya dilakukan oleh ninik mamak KAN. Tanah 

ulayat suku dan tanah ulayat k a m  merupakan hak milik kolektif anggota suatu suku 

atau kaam. Sedangkan tanah ulayat rajo merupakan tanah ulayat yang penguasaan 

d m  pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari dari garis keturmzn ibu yang 

masih hidup dibeberapa tempat di Sumatera ~ a r a t . ' ~ ~  

Ada beberapa keraguan terhadap eksistensi tanah ulayat rajo. Hal ini karena 

masyarakat Minmgkabau tidak mengenal keberadaan raja. Hasil Penelitian Tim 

Penyusunan Draf Ranperda Tanah LTlayat yang dibentuk PEMDA SUM-BAR pada 

tahun 200i menyatakan bahwa tanah ulayat rajo hampir sudah tidak dikenal lagi, 

kalaupun ada dapat digolongkan ke dalm kelompok tanah ulayat nagari. Dahulunya 

tanah ulayat rajo terdapat di daerah rantau, seperti di Pasaman dan Sawahlunto 

Sijunjung. Antara tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari 

memiliki hubungan berjenjang dan pencadangan. Bila tanah ulayat suatu kaum habis, 

maka tanah ulayatnya menjadi tanah ulayat suku. Bila suatu tanah ulayat suku habis 

maka tanah ulayatnya beralih menjadi tanah ulayat nagari. Sehingga tanah ulayat 

tidak akan habis. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan bahwa t a a h  ulayat 

itu bersifat sarnporono h a b i ~ . ' ~ ~  

Peraturan daerah ini juga memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat 

di propinsi Sumatera Barat dengan melakukan pendaftaran tanah ulayat. Perda No. 16 

ibid 
I g 5  ibid 



tahun 2008 mengklasifikasikan tanah ulayat di Sumatera Barat atas 4 (empat) jenis 

tanah ulayat, yakni tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan 

tanah ulayat rajo. Tanah-tanah ulayat tersebut dapat didafiarkm pada Kantor 

Pertanahan KabupatenKota. Bila didaftarkan, tanah ulayat nagari diberi status Hak 

Guna Usaha (HGU), hak pakai atau hak pengelolaan (HPL). Tanah ulayat suku dan 

tanah ulayat kaum diberi status hak milik. Sedangkan tanah ulayat rajo diberi status 

hak pakai dan hak pengelolaan. 

Sod peadaftarm tanah ulayat di Sumatera Barat sudah menjadi kontorversi 

diberbagai kalangan. Ada dua pandangan utama, yaitu pihak yang menganggap hak 

ulayat sebagai hak yang mandiri dan dipihak lain terdapat anggapan bahwa tanah 

ulayat perlu mendapat kepastian hukum dari hukum nasional. 

Dari ketentuan tersebut di atas, dipahami bahwa jika tanah ulayat didaftarkan 

pada Kantor Pertanahan, maka statusnya diubah menjadi HGU, hak pakai, HPL, hak 

milik. HGU, hak pakai, HPL dan hak milik merupakan status tanah yang dikena! 

dalam hukum pertanahan ~ndonesia. '~~ 

HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

negara guna perusaham pertanian, perkebunan, perikanan dadatau peternakan . Bila 

tanah ulayat nagari didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan yada pemegang haknya 

diberikan HGU, maka status hukum tanah ulayat nagari tersebut dapat dipastikan 

telah berubah menjadi tanah negara. Dalam ha1 ini, pemegang HGU tidak begitu 

lg6 Hengky Andora, "Pendafkmi Tanah Ulayat Vinjauan Yuridis Atas Berlakunya Paabmn Daaah 
Provinsi Sumatem Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfiakmya)", Jzmal, Risalah hukum Fakultas 
hukum UniversitasMulawatman, Vol. 1 No. 1, hh. 66 



leluasa memanfaatkan tanah yang dikuasainya. Peruntukannya dibatasi pada bidang 

pertanian, perkebunan, perikanan danlatau peternakan. Pemanfaatannya pun juga 

dibatasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 

untuk jangka waktu paling lama 25 (dua pu'uh lima) tahun . Selain itu, pemegang 

HGU diwajibkan membayar uang pemasukan pada negarz.197 .. - 

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dda t au  memungut hasil dari 

tanah negara, tanah hak milik atau tanah HPL . Artinya, hak pakai hanya dapat 

diberikan di atas tanah negara, tanah hak milik atau tanah HPL. Bila tandl ulayat 

didaftarkan, tentu status hukurnnya berubah menjadi salah satu di antara 3 (tiga) jenis 

tanah tersebut. Kemungkinan terbesarnya, tanah ulayat itu berubah menjadi tanah 

negara. Hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) 

tahun atau dapat diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya 

dipergunakan untuk keperluan tertentu.19* 

HPL adalah hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya 

sebagian dilimpahkan pada pemegangnya. Pemegang HPL dapat n~emberikan hak 

atas tanah pada pihak lain. Berdasarkan Pasal 67 ayat (I) Peraturan Menteri Negara 

AgrarialKepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 

Hak Atas Tanah IVegara dan Hak Pengelolaan, yang dapat menjadi pemegang HPL 

adalah: (1) Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah; (2) BUNIN; (3) 

BUMD; (4) PT. Persero; (5) Badan Otorita; (6) Badan-badan hukum Pemerintah 

19' ibid 
19* ibid 



lainnya yang ditunjuk Pemerintah. Dalarn praktiknya, terdapat berbagi jenis HPL, 

yakni: (a) HPL Pelabuhan, (b) HPL Otorita, (c) HPL Perumnas, (d) HPL Pemerintah 

Daerah, (e) HPL Transmigrasi, (f) HPL Instansi Pemerintah, dan (g) HPL 

Industri/pertanian/pari~isata/Perkeretaapian.'~~ 

Hak milik adalah hak turun;tanurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah . Terkuat dan terpenuh maksudnya di sini adalah pemegang 

hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap miliknya itu, misalnya 

~nemakai/menguasainya sendiri maupun menjual, menyewakan, meminjamitan hak 

miliknya itu kepada pihak lain. Secara teoritis, hak milik dengan hak menguasai 

berbeda. Pemegang hak milik atas suatu benda pastilah pemilik dari benda tersebut 

sedangkan pemegang hak menguasai belum tentu pemilik dari benda itu . Bila 

dikaitkan dengan hak ulayat, maka hak ulayat termasuk ke dalam kategori hak 

menguasai. Karena hak ulayat merupakan kepunyaan bersama masyarakat hukum 

adat dimana penguasaannya dipimpin oleh Penguasa ~ d a t . ~ ' '  

Beberapa konsekuensi bila tanah ulayat didaftarkan dengan status tanah 

menurut UUPA. Bila tanah nagari didaftarkan dengan status HGU dan Hak Pakai, 

maka akan menimbulkan konsekuensi, antara lain: (a) tanah yang diberikan HGU 

adalah tanah negara, sedangkan Hak Pakai dapat dari tanah negara, tanah milik 

maupun tanah Hak Pengelolaan; (b) soal batas waktu hak yang dapat diperpanjang 

dan dapat habis; pembayaran sejumlah uang dari pemanfaatan tanah ulayat; (c) 

Ibid, hlm. 67 
'00 ibid 



laporan tertulis setiap akhir tahun; (d) tanah ulayat dapat dijadikan penjamin hutang; 

(e) dan dapat dialihkan melalui juga dapat dialihkan dengan cara jual beli, tukar 

menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. Demikian p l a  bila tanah 

ulayat rajo didaftarkan dengan status Hak Pakai. Sedangkan pendaftaran tanah ulayat 

suku--dm tanah ulayat kaurn menjadi hak mi!ik menguatkan status "kepemilikan" 

tanah secara komunal. Tetapi seringkali persodan kuatnya kepemilikan tanah secara 

komunal, atas nama penghulu dan Mamak Kepala Waris dimanfaatkan bagi 

kepenticgan individu oknum penguasa adat. Praktik ini dicemaskm sebagai suatu 

upaya individualisasi hak k~munal dibawah otoritas penghulu atau mamak kepala 

waris. Kekhawatiran ini cukup~berasalan sebab hukum nasiocal yang be r~a tak  

positivisme hukum rilengutamakan hubungan hukum individu dalam banyak sektor. 

Hubungan hukum oleh masyarakat adat dengan pihak lain belurn berkembang pesat 

dalam pengaturan hukum na~ional.~'' 

Lahirnya Perda No.16 tahun 2008 tidak hanya semata ditujukan untuk 

melindungi eksistensi tanah ulayat di Sumatcra Barat, namun juga hadir untuk 

kepentingan investasi dan pembangunan . Untuk itu, melalui Pasal 3 ayat (2), Perda 

No. 16 tahun 2008 membuka iuang bagi dimanfaatkannya tanah ulayat oleh pihak 

lain dengan kaedah "adat diisi Iimbago dituang" melalui musyawarah mufakat . 

Secara eksp1isit;Perda No.16 tahun 2008 menyatakan bahwa pemanfaatan 

tanah uiayat untuk kepentingan Badan Hukum dan perorangan dapat dilakukan 

http://vancearizona.wordpress.com/2008/11/12/perda-tanah-ulavat-sumatera-barat~, Akses 
10 Juli 2012 



berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan tanah ulayat dalam jangka 

waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil d d a t a u  bentuk lain yang 

disepakati . Kemudian, Perda No. 16 t a b  2008 juga memungkinkan investor 

memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah 

ulayat sebagai pemegang saharn, bagi hasil d a ~  dengan cara lain dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan dalam pe janjian. Apabila pe rjanjian penyerahan hak 

penguasan d d a t a u  hak milik untuk pengusahaan dan pengelolaan tanah yang 

dipe janjkan berakhir, maka status pengusahaan danlatau kepemiiikan tanah kembali 

ke bentuk semula .202 

Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain tersebut, dimungkinka' tidak hanya 

berdasarkan pe~janjian saja. Perda No. 16 tahun 2008 juga memberi peluang untuk 

didaftarkannya tanah ulayat tersebut dengan hak-hak tertentu . Jikalau tanah ulayat 

didaftarkan, niscaya mekanismenya hams sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perda 

No.16 tahun 2008. Bila dilaksanakan, status hukum tanah ulayat akan berubah. 

Sebab, dalam hukum tanah Indonesia tidak ada pemberian HGU, HGB, dan hak pakai 

di atas tanah ulayat. 

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) Perda No.16 tahun 2008 mengatur bahwa bila 

perjanjian tanah ulayat yang terdafiar tersebut berakhir, maka pengaturan 

pemanfaatan tanah selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenIKota untuk 

diserahkan kepada penguasa d d a t a u  pernilik tanah ulayat semula. Bila perjanjian 

berakhir, mengapa tanah ulayat tersebut tidak langsung diserahkan pada masyarakat 

202 Hengky Andora, "PENDAFTARANTANAHULAYAT.. .", Op.Cit, hlm. 68 



hukum adat dan hams melalui perantaraan Pemerintah Kabupatenl Kota? Tidak 

mungkin ketentuan ini dibuat tanpa ada pertimbangan tertentu yang 

me1 atarbelakanginya. 

Mekanisme pendaftaran tanah ulayat yang diatur oleh Perda No. 16 tahun 

2008 bcrimplikasi terhadap berubalmya status hukurn tanah ulayat. Kondisi ini jelas . 

bertolak belakang dengan asas utama tanah illayat sebagaimana diusung oleh Pasal2 

ayat (1) Perda 140.16 tahun 2008, yaitu jtra ndak dimakan bali, gadai ndak makan 

saildo . Hal ini merupakan kerugian besar bagi keberlangsungsn tanah ulayat di 

Sumatera ~ a r a t . ~ ' ~  

Di samping itu, pengaturan pemmfaatan maupun pendaftaran tanah ulayat 

tersebut, ditenggarai dapat pula memicu konflik antara Pemerintah Nagari dengan 

KAN. Dalam Perda Provinsi No.2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari 

dinyatakan bahwa tanah ulayat nagari merupakan harta kekayaan nagari. Pengaturan 

pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah 

Nagari berdasarkan peraturan nagari . Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (2) menyebutkan, 

sebelum peraturan nagari untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan harta 

kekayaan nagari ditetapkan, Pemerintah Nagari melakukan konsultasi/koordinasi 

dengan KAN. Jadi yang bertindak mengatur dan mengelola tanah ulayat nagari 

adalah Pemerintah Nagari, sedangkan KAN merupakan mitra dari Pemerintah Nagari, 

yaitu sebatas lembaga konsultasi/koordinasi. Berbeda dengan Perda No. 2 tahuii 

2007, Perda IVo. 16 tahun 2008 menyatakan bahwa penguasa dan pemilik tanah ulayat 

'03 Ibid, hlm. 64 



nagari adalah Ninik Mamak KAN . Pengaturan dari dua Perda ini saling "tabrak" dan 

bertolak b e ~ a k a n ~ . ~ ' ~  

Dalam rangka menjamin eksistensi tanah ulayat, pemetaan tanah ulayat 

merupakan keniscayaan. Penentuan batas-batas tanah ulayat tidak cukup hanya 

berdasarkan "peta ingatan" dari penguasa-penguasa adat. Perlu kejelasan siapa 

pemiliklpenguasa tanah ulayat beserta dengan batas-batas yang melingkupinya. 

Ketidakjelasan tersebut, cenderung akan menjadi surnber konflik dan menjadi "bom 

waktu" yang sitip meledak di kemudian hari.205 

Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan dalam memetakan tanah ulayat. 

Pertama, tetap menempuh mekanisme sebagaimana diatur oieh Peraturan Menteri 

Negara Agrarial Kepala BPN No. 5 tahun 1999. Kedtra, mendaftarkan tanah ulayat 

kepada Kantor Pertanahan dengan cara membukukan bidang tanah ulayat dalam 

daftar tanah sesuai dengan mekanisme pendaftarm tanah negara sebagaimana diatur 

oleh Pasal9 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997.~'~ 

Pendaftaran tanah ulayat sebagaimana diatur oleh Perda No. 16 tahun 2008 

pada hakekatnya mengancam eksistensi tanah ulayat di Sumatera Barat. Terlihat tidak 

ada korelasi antara tujuan dengan substansi pengaturannya dalam Perda No. 16 tahun 

2008. Tanah ulayat bukan mcrupakan "momok" untuk masuknya investasi jikalau 

keberadaan tanah ulayat diakui dan dihormati eksistensinya. Mempakan suatu realitas 

bahwa HGU, HGB dan hak pakai yang notabene adalah pintu masuknya investasi 

204 Ibid, hlrn 70 
205 ibid 

206 Ibid, 7 1 



tida! bisa diberikan di atas tanah ulayat. Perlu kiranya Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat bersama Pemerintah KabupatenlKota maupun BPN melakukan langkah 

progresif dengan menyatakm bahwa HGU, I1GB dan hak pakai dapat diberikan di 

atas tanah ulayat. Disadari hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan UUPA, 

namun demi menjaga keberadaan tanah ulayat dan n;asuknya investasi tidak ada 

salahnya langkah ini dilakukan. Sebetulnya, penyimpangan ketentuan UUPA secara 

sadar telah terjadi di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian Kumia  arma an^'^, hak 

ganggam birtlnttlak tidak lantas menjadi hak pakai sebagaimana dirumuskan W P A ,  

tapi ia cenderung menjadi hak milik. Penyimpangan tersebut secara formil 

dibenarkan oleh BPN dengan terbitnya serpikzt hak milik.208 

Melihat rumusan di dalam Perda TUP, terutama pada bagian pemanfaatan 

tanah ulayat untuk kepentingan pihak lain, seperti kepentingan pembangunan dan 

investasi, terlihat bahwa rumusan yang diatur belum mencerminkan penerapan 

konsep FPIC~'~. Ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 11 Perda TUP yang menjadi 

landasan dari sisi hukum negara dalam pemanfaatan tanah ulayat memiliki beberapa 

207 Kumiawarman, Rachmadi, Hak t i l~yat  . . ., Loc.cit 
208 Ibid, hlm 7 
209 Free and Prior Informed Consent (selanjutnya disingkat FPIC) semula digunakan untuk 

melindungi kepentingan pasien di rumah sakit yang semestinya mengetahui setiap proses dan jenis 
pengobatan yang akan dilaluinya secara pribadi (sebagai perlindungan hak individual pasien). 
Kemudian konsep ini diadopsi oleh sejumlah ketentuan hukum Hak Asasi Manusia internasional dan 
lembaga internasional multipihak. Dalam konsep FPIC terdapat empat unsur penting yang berlaku 
secara kumulatit: Keempat prinsip itu dapat diartikan sebagai berikut: Free : berkaitan dengan keadaan 
bebas tanpa paksaan. Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan 
masyarakat. Prior : artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diijinkan pememtah, terlebih dahulu 
hams mendapat ijin dari masyarakat. Informed : artinya informasi yang terbuka dan selcas-luasnya 
mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya .Consent : artinya persetujuan 
diberikan oleh masyarakat sendiri. Lihat Bemadinus Steny, Free and Prior Informzd Consent Dalam 
Perg~tlatan Hukttm Lokal, Seri Pengembangan Wacana, No. 5 Oktober 2005, HuMa, Jakarta. Hlm 6 



kelemahan, diantaranya: Belum memasukkan pentingnya informasi yang berimbang 

tentang dampak-dampak yang akan didapat masyarakat akibat suatu program 

pembangunan dan investasi. 

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umunl dilakukan dengan 

penyerahan tanah kepada instansi ymg rnemerlukan. Tidak diatur bahwa masyarakat 

dapat menolak pelaksanaan program kepentingam umum versi pemerintah bila 

senyatanya program tersebut bukan merupakan ha1 yang penting bagi masyarakat. 

Tidak diatur bahwa masyarakat bebas memberikan keputusan terhadap program 

pembangunan dan investasi yang dilakuitan terhadap tanah ulayat. Tidak ditegaskan 

bahwa masyarakat dapat memperoleh sejumlah g z t i  rugi atas penggunaan lahan 

yang tidak menguntungkan masyarakat. Tidak dimmuskan pengarusutamaan 

masyarakat dalam pemanfaatan tanah ulayat, misalkan dengan mensyaratkan pola 

pembangunan ekonomi nagari yang dapat dilakukan lewat badan usaha nagari atau 

bentuk lain.210 

'lo http://yancearizona.wordvress.com/2008111112/perda-tanah-ulavat-sumatera-barat~, Akses 
10 Juli 2012 



BAB IV 

PERAN PENlERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DALAM 

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT 

HUKUM ADAT DI ERA OTONOMI DAERAH 

A. Otonomi Daerah 

Sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia, Pemerintah Daerah 

benvenang untuk mengatur dan mengms ser?diri m s a n  Pemerintahan menurut asas 

desentralisasiZ1 l, tugas pembantuan2'2, dm dek~nsentrasi"~ sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pemberian otonomi has  kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat tenvujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, 

daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kata kunci dari otonomi daerah adalah "kewenang an". Seberapa besarkah 

"kewenangan" yang dirniliki oleh daerah didalam menginisiatifkan kebijaksanaan, 

2'1 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pasal 1 ayat (7) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 

212 Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah danlatau desa dari 
Pemerintah provinsi kepada kabupatenlkota danlatau desa serta dari Pemerintah kabupatenlkota 
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 
2004 

213 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pernerintah kepada 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah danlatau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pasa! 1 ayat 
(8) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 



mengimplementasikannya, dan memobilisasi dukungan sumber daya untuk 

kepentingan implementasi. Dengan kewenangannya maka daerah akan menjadi 

kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif k~giatan ekonomi dan 

pembangunan daerah. Lieagan kewenangan dan kreatifitas maka akan dapat 

meningkatkan pendapatan keuangan daerah.214 % .  

Menurut S.H. Sarundajang, hakikat otonomi daerah ini adalah: 2'5 

1. Otonomi adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah 
otonom. 

2. Otonomi merupakan suatu kebebasan menjalankan hak mengums dan 
mengatur rumah tangga sendiri, akan tetapi daerah t i d ~ k  dapat 
menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas wilayah 
daerahnya. 

3. Otonomi tidak boleh menca~puri hak mengatur dan mengurus rurnah 
tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang 
diserahkan kepadanya. dm, 

4. Otonomi tidak membawahi otonomi lain, hak mengatur dan mengurus 
rurnah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan 
mengurus rumah tangga daerah lain. 

Di dalarn otonomi hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, tidak 

dapat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan Pemerintahan atau cara 

menentukan urusan rumah tangga daerah. Penentuan ini akan mencerminkan suatu 

bentuk otonomi terbatas atau luas. Digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: 

Pertfirno, msan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan 

pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu. Kedua, apabila supervisi dan 

pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sel~ingga daerah otonom kehilangan 

214 Syaukani HR, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid, Otonorni Daerah Daiarn Rangka 
Negara Kesatuan, Ctk. ketiga Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, ha1 x 

2 ' 5  S.H. Sarundajang, Anls Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, 
Jakarta, 2000, hlm. 34. 



kemandirian untuk menentukan secara bebas mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang 

menimbulkan hal-ha1 seperti keterbatasan kemampuan keuangan yang akan 

membatasi ruang gcrak Otonomi ~ a e r a h . ~ ' ~  

Sedangkan otonomi luzs ,addah semua urusm Pemelintahan pada dasarnya 

menjadi urusm rumah tangga daerah, kecuali yang di tentukan sebagai urusan Pusat. 

Dalam negara modem, apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan,urusan 

Pemerintahan tidak dapat dikenali j u ~ m l a h n ~ a . ~ ' ~  Begitu juga dengan prinsip otonomi 

yang dianut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tefitang Pemenntahan Gaerah 

menyebutkan dalam penjeiasannya mgka (1) penjelasan umum, bahwa: 

"Prinsip otonomi daerah menggtlnakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti 
daerah diberikan kewenangan rnengzlrus dun mengatzrr semzla unrsan Pemerintahan 
di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalczm undaijg-undang ini. 
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah unttrk memberi pelayanan, 
peningkatan peranserta, prakarsa, dun pemberdayaan masyarakat yang berttljtlan 
pada peningkatan kesejahteraan rakyat. " 

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya 

ditentukaan dalam batas-batas wilayahnya yang ditentukan Pemerintah Pusat. Dilihat. 

dari subtansi (materi) penyelenggaraan daerah, menyangkut tatanan yang berkaitan 

Cengan cara pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan 

mengurus urusan Pemerintahan antara pusat dan daerah. 

"6  Bagir Manan, Htrbungan Antara Pusai dun Daerah Menurut CUD 1945, ctk.pertama Sinar 
Harapan. ~ a k a i a .  hlm. 37. 

217 Ibid 



Dalam tataran yuridis, definisi otonomi daerah dapat ditemukan dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daeralh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1999, Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepeniingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dalarn Pasal 1 Ayat 5 rnendefinisikan otonomi daerah sebagai 

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat seteinpat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut I. Nyoman Sumaryadi otonomi daerah pada hakikatnya adalah:2'8 

1. Mengurus rurnah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut 
bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan Pemerintah (pusat) 
yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan 
mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; 
penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanan sendiri, serta pembiayaan 
dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan 
kepada pihak yang memberi, dan berubah kenlbali menjadi urusan 
Pemerintah (pusat). 

2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga 
sendiri, daerah tidak dapai menjalankan hak dan wewenang otonorninya 
itu diluar batas wilayah daerahnya. 

* I 8  I. Nyoman Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonorni Daerah, Citra Utarna, 
Jakarta, 2005, hlm. 39. 



3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dm urusan yang 
diserahkan kepadanya. 

Dari beberapa konsep di atas, otonomi daerah jelas menunjuk pada 

kemandirial daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengabr dan 

mengurus ruaah tangganya sendiri tanpa atau nengupayakan seminimal mungkin 

adanya campur tan.gan atau intervensi pihak lain atau Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah dibawahnya (Pemerintah Provinsi). 

Dalam Undang - Undaxlg Nomor 32 Tahun 2004 Tentzng Pemerintahan 

Daerah ciisebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang 

dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan 

mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan 

Pemerintah. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa urusan 

Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang 

senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai 

dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah 

otonomi yang ddam penyelenggaraannya hams benar-benar sejalan dengan tujuan 

dan maksud pemberian otonomi, yakni memberdayaan daerah dan meningkatkan 

ke~ejahteraan.~'~ 

Menurut Hari Sabarno, melalui otonomi daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab tersebut, negara (Pemerintah Pusat) memberikan peranan kepada 

Lili Romli, Potret ... op. cit, hlm. 22.  



daerah untuk mengaktualisasikan dirinya dalam prinsip Pemerintahan yang baik 

sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.220 

Konsekuensi dari otonomi ini adalah, memungkinkan daerah bebas untuk 

berimprovisasi, mengekspresikan dan mengapresiasikan kemampuan cia11 potensi 

yang dimiliki, manpunyai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkarya 

sesuai dengan kebebasan daerah m a ~ i n ~ - m a s i n ~ . ' ~ '  

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks 

penyelenggraan negara kesatuan (eenheidstaat). Otonomi daerah merupakan wadah 

kehidupm demokrasi. Rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun da!am 

sistem Pemerintahah desentralisasi. Rakyat mengatur rumah tangga mereka sendiri dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daeral.,. 

Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud Pemerintahan demokrasi tatkala 

otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kernaslahatan rakyat, 

mencakupi kewenangan zelfietgeving (Perda-Perda) yang mengakomodir kepentingan 

rakyat banyak dan penyelenggaraan Pemerintahan (zelfbesttiur) yang diemban secara 

demokrasi. Porsi otonomi daerah tidak cukup dalam wujud otonomi yang luas dan 

bertanggungjawab, tetapi hams diwujudkan dalam format otonomi yang seluas-luasnya. 

Adanya pandangan yang tidak menyetujui istilah otonomi daerah yang seluas-luasnya 

2?0 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, ctk.pertama. 
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 19 

Jimly Asshiddiqie, "Otonomi Daerah dan Peluang Investasi", Disampaikan dalam 
Government Conference, yang diadakan di Jakarta, 29-30 September 2000, hlm. 1. dikutip dari 
http://www.kmc.com, Tanggal 6 Agustus 2008. 



dikhawatirkan konsep otonomi seluas-luasnya berkonotasi membangun image bakal 

munculnya ide negara bagian dalam negara federasi (federal state). 

Hal tersebut menurut Laica Marzuki tidak beralasan, karena dengan mewuj~tdkan 

otonomi daerah yang seluas-luasnya rakyat cenderung menahan diri meinbayangkan 

negara federal. Otoilomi daerah yang seluas-luasnya tidak lain dari wujud negara bagian 

federal dalam format daerah otonom, kecuali antara lain beberapa kewenangan yang 

perlu dimmuskan secara limitatif. Konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya 

merupakan salah satu upaya membendung ide negara f e d e r a ~ i . ~ ~ ~  

Kajian terkait dengan otonomi daerah, tidak lepas dwi kajian tentang konsep 

dm teori desentralisasi. Terdapat hubungan yang salicg menentukan dan bergantung 

antara desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasilah yang melandasi suatu 

daerah dapat dikatakan otonom. Otonomi daerah tidak akan ada, jika tidak ada 

desentralisasi. Sebaliknya desentralisasi tanpa otonomi daerah akan menimbulkan 

kesulitan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. 

Tanpa desentralisasi, daerah tidak akan mempunyai otonomi. Otonomi daerah tidzk 

akan ada dalam konteks organisasi negara, bila teori desentralisasi tidak dijadikan 

dasar pijakan. Dari hal tersebut dapat disinlpulkan bahwa teori desentralisasi menjadi 

dasar pijakan otonomi daeral~."~ 

Dalam perkembangannya, sistem desentralisasi menjadi pilihan utama dalam 

penyelenggaraan Pemerintal~an. Pilihan ini didasarkan pada adanya beberapa 

222 M. Laica Marzuki, Berjalan.. op. cit., hlm 163. 
223 I. Nyoman Surnaryadi, Efektifitas ... op. cit., hlm. 23.  



keuntungan dan kebaikan desentralisasi itu sendiri. Menurut Kaho, beberapa 

keuntungan yang diperoleh dengan dianutnya sistem desentralisasi, yaitu:224 

1. Mengurangi berturnpuknya peke j a m  di pusat Pemerintahan. 
2. Dalam menghadapi masalah ym-g amat mendesak yang membutuhkan 

tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari 
Pemerintah Pusat. 

3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap 
keputusan dapat segera dilaksanakan. 

4. Dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan (diferensiasi) dan 
pengkhususan (spesialisasi) yang beguna bagi kepentingan tertentu. 
Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri 
kepada kebutuhdkeperluan dan kezdaan khusus daerah. 

5. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat mempakan 
semacam Iaboratoriurn dalam hal-ha1 yang berhubungan dengall 
Pemerintahan, yang dapat bermanfa& bagi seluruh negara. Hal-ha1 yang 
ternyata baik, dapzt diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan yang 
kurang baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena 
itu dapat lebih mudah ditiadakan. 

6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat. 
7. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi 

daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung. 

Disebutkan dalam penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: 

"Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkun adnnya pembagian trrtlsan 
Pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian unrsan 
Pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai 
urusan Pemerintahan yang sepentihnya dan/atau tetap menjadi kewenangan 
Pemerintah. Umsan Pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan 
hidup bangsa dan negara secara keselumhan ". 

Adapun pengertian dari Pemerintahan Daerah ini menurut W No. 32 Tahun 

2004 Tentang Peinerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 

- - - - 

224 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, 
hlm. 13. 



"Pemerintahan Daerah adalah penyelengga~aan tinlsan Pemerintah oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD mentinit asas ototlomi dan ttigas pembanttian dengun 
prinsip otonomi seltras-ltiasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Reptiblik 
Indonesia tahtin 1945" 

Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru terkait Pemerintallan 

Daerah dalam UUD memuat berbagzi paradigma baru dan arGh politik Pemerintahan 

Daerah yang baru pula. Hal-ha1 tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan- 

ketentuan b e r i k ~ t : ~ ~ '  

1. Prinsip daerah mengattir dan mengtinis sendiri tinisan Pemerintahan 
rnentrnit asas otonomi dan t l lg~s  pembantuan (Pasal 18 ayat [2]. 
Ketentuan ini menegaskaq b&wa Pemerintahvl Gaerah adalah s ~ a t u  
Pemerintahan otonom dalam Ne~ara  Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 
Pemerintahan Daerah hanya ada Penerintahan otonomi (termaksud tugas 
pembantuan). Prinsip baru dalam pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan 
gagasan daerah membentuk Pemerintahan Daerah sebagai satuan 
Pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur 
Pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah Gubernur, Bupati, 
Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di Daerah. 

2. Prinsip menjalankan otonomi seltias-ltiasnya (Pasal 1 8 ayat [5]). 
Meskipun secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluas- 
luasnya, tetapi karena tidak dicantumkan, maka yang terjadi adalah 
penyempitan otonomi daerah menuju Pemerintahan sentralistik. Untuk 
menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 
dan menghindari pengebirian otonomi menuju sentralisasi, maka sangat 
tepat, Pasal 18 (baru) menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. 
Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fimgsi 
Pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang 
diselenggarakan Pusat. 

3. Prinsip kekhususan u7an keragaman daerah (Pasal 18 A ayat [I]). Prinsip 
ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak hams 
seragam (uniformitas). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh 
berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. 

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta 
kak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat [2]). Yang dimaksud masyarakat 

225 ~ i " m a t u 1  Huda. Otonomi Daerah ... op. cit, hlm 20-23. 



hukum adat adalah masyarakat hukum (rectsgemeenschap) yang 
berdasarkan hukum adat atau adat istiadat, seperti desu, marga, nagari, 
kampong, metlnasah, htlta, negirij dan lain-lain. Masyarakat hukum 
adalah kesatuan masyarakat-bersifat teritorial atau genelogis-yang 
memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan 
warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar 
sebagai satu kesatuan hukurn (subjek hukum) yang mandiri dan 
memerintah diri mereka sendiri. Kesztuan-kesatuan masyarakat hukum ini 
tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang 
sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan Pemerintahan lain, seperti 
kabupaten dan kota. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang 
masyarakat hukurn dan hak-hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi 
(hidup), dan sesuai dengan prinsip-pnnsip negara kesatuan. Pembatasan 
ini perlu, untuk mencegah tuntutan seolah-olah suatu mzsyarakat hukum 
masih ada sedangkan kenyataan telah sarna sekaii benlbah atau hapus, 
antara lain karma terserap pada satuan Pemerintahan laimya. Juga bans 
tunduk pada pnnsip negara kesat- an. 

5. Prinsip mengakzli dun menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat 
khzlstls dan istimewa (Pasal 18 B ayat [ I ] ) .  Ketentilan ini mendukung 
keberadaan berbagai satuan Pemerintahan bersifat khusus atau istimewa 
(baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, aicau desa). 

6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam stlatu pemilihan timum 
(Pasal 18 ayat [3] ) .  Hal ini telah terealisasi dalam pemilihan umum 
anggota DPRD tahun 2004. Gubernur, Bupati dan Walikota masing- 
masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 
Kota dipilih secara demokratis. 

7. Prinsip hubungan Pusat dan Daerah dilakanakan secara selaras dan 
adil (Pasal 18 A ayat [2]) .  Prinsip ini diterjemahkan dalam UU No. 32 
tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan menyatakan bahwa 
hubungan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya dam, dan sumber 
daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras (Pasal2 ayat [5]  
Clan [61)- 

Karena tidak mungkinnya seluruh persoalan yang ada di daerah dapat 

diselesaikan oleh Pemerintah Pusat maka segala permasalahan yang ada di daerah di 

distribusikan kepada Pemerintahan Lokal untuk dapat dilaksanakan sesuai perintah 



Pemerintah Pusat. Di dalarn negara yang berbentuk kesatuan yang hanya mengenal 

satu negara saja, pada umurnnya terdapat Pemerintahan Lokal yang dibentuk 

bertingkat-tingkat dan jarang ditemukan Pemerintahan Lokal dimana Pemerintahan 

Pusat yang mengurus seluruh warganya, ha1 tersebut terkesuali Negara Monaco yang 

mempunyai wilayah sempit dan penduduk sedikit pula. Seluruh negara yang 

berbentuk kesatuan hampir semua Pemerintahannya mempunyai Peinerintahan yang 

bertingkat-tingkat dari tingkat yang pziing atas, dimana Pemerintahan Lokal yang 

paling atas wilayahnya meliputi bcberapa Pemerintahan Lokal setingkat di baivahnya 

sampai ketingkat yang paling rendah, dan untuk mempennudah pelaksatiaan tugas 

Pemerintahan Lokal yang satu dengan yang lain, perlu adanya pembagian batas 

wilayah agar tidak mengakibatkan kekacauan tentang batas-batas kewenangan antara 

sesama Pemerintahan Lokal yang satu dengan yang l a i r n ~ ~ a . ~ ~ ~  

B. Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah 

Penyelenggaraan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, 

akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara 

susunan Pemerintahan. Pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah Pruvinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah 

yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem Pemerintahan. 

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber 

226 Harsono, Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dan Masa Ke Masa, Liberty, 
Yogyakarta, 1992, him 1 



pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan 

yang dide~entralisasikan.~~~ 

Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangaq Pemerintah Daerah dibedakai~ 

atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan 

Pemerintahan Daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi. Urusan 

Pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang 

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan 

wajib yang menjadi kewenangm daerah kabupatenkota merupaka urusan dalam 

skala kabupatenlkota. Urusan Pemerintahan kabupatenkota yang bersifat pilihan 

meliputi urusan Pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi urltuk 

meningkatkm kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi daerah yang bersangkutan. Urusan Pemerintahan tersebut antara lain, 

228 pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata. 

Hal tersebut memperoleh materi muatan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 

yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat. 

Dalam konteks agraria, ketentuan ini setidaknya menimbulkan ketidakjelasan 

apabiia dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan sandaran UUPA. 

227 ~i"matu1 Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, FH-UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 76 

228 Ibid, hlm 77 



Dalarn pasal tersebut tidak disebutkan tentang kemungkinan penyerahan bumi d m  air 

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya kepada pemerintah daerah, tetapi 

justru harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Secara tegas dinyatakan bahwa bidang tersebut harus dikuasai 

oleh negara demi terciptanya kemakrnuran rakyat.229 

Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 UUPA berdasarkan 

kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam hukum tanah nasional, ternyata bahwa 

pembentukan hukum tmah nasional maupun pelaksanaavlya menurut sifat dan pada 

asasiiya merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan da!am Pasal 13 dan Pasal 14 tentang bidang-bidang yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah yang antara lain pelayanan pemerintah. 

Pelaksanaan yang dilimpahkan kepada daerah dalam kerangka otonomi 

daerah adalah pelaksanaan hukum tanah nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 

ayat (4) UUPA bahwa hak menguasai negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan 

kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar 

diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Sementara itu, 

dalam penjelasan Pasal 2 UUPA disebutkan bahwa dengan demikian, pelimpahan 

wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu dilakukan 

dalam rangka tugas pembantuan (rnedebe~id).'~' 

229 h i e  Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewencngan ..., Op.Cit., hlm. 11 1 
230 Ibid, hlm 112 



Kewenangan yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah 

daerah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu mengatur dan 

menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan tanah di daerah yang 

bersangkutan, sebagaimana yang dirnaksudkan dalam Pasal 14 ayat (2) UUPA yang 

meliputi perencanaan tanah pertanian dan non pertanian sesuai deiigan keadaan 

daerah m a ~ i n ~ - m a s i n ~ . ~ ~ '  

C. Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan dalam Otonomi Daerah 

Otonomi daerah, Desentra!isasi, Dekonsentrasi, dan tugas pemhantuan, 

merupakan sejumlah isti]& yang cukup populer pada awal tahun 2000. Istiiah 

tersebut telalh merubah konsep administrasi pemerintahan yang lebih memberdayakan 

partisipasi lokal menyebabkan te rjadinya pola pergeseran kekuasaan pemerintahan. 

Istilah tesebut juga telah memperoleh materi muatannya dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, khususnya pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah.232 

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan dalam Pasal 13 dan 

Pasal 14 tentang bidang-bidang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang 

antara lain pelayanan pertanahan.233 

Pelaksanaan yang dilimpahkan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah 

adalah pelaksanaan hukum tanah nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) 

231 Ibid. hlm 113 
232 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan ..., Op.Cit., hlm 109 
233 ibid 



UUPA bahwa hak menguasai negara, pelaksanaannya dapat kepada daerah-daerah 

swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 

bertentangan dengan peraturan pemerintah. Sementara itu, dalam penjelasan UUPA 

disebutkan bahwa dengan demikian, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak 

penguasaan dari negara atas tanah itu dilakukan dalam rangka tugas pembantuan atau 

r n e d ~ b e w i n d . ~ ~ ~  

1. Wewenang pemerintah pusat 

Berdasarkan ketentuan yang yang terdapat dalarn Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabilapten/Kota 

disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang 

sepenuhya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi 

bersama antar tingkatan d d a t a u  susunan pemerintahan. 

Kewenangan pemerintah pusat di bidang pertanahan meliputi izin lokasi, 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, 

penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan 

subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum 

d m  tanah absentee, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah 

tanah kosong, izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah wilayah 

kab~~atenlkota . '~~ 

234 Ibid. hlm. 113 
235 Winahyu erwiningsih, Hak Mengtlasai ..., Op.Cit, hlm. 228. 



Berikut beberapa kewenangan pemerintah pusat di bidang pertanahan :23" 

1. Kewenangan dalam ha1 izin lokasi meliputi : penetpan kebikajakn nasional 

mengenai norma, standar, prosedur, dan krite_ria izin lokasi; pemberian izin 

lokasi lintas provinsi; pembatalan izin lokasi atas usulan Pemerintah Provinsi 

dengan pertimbangan kepala kantor wilayah EPN provinsi; peinbinaan, 

pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi. 

2. Pengadaan tanah untuk kepentingan urnum: penetapan kebijakan nasional 

mengenai norma, standar, prosedur, dan luiteria pengadaan tanah untuk 

kepentingan umuin; pengadaan tanah untuk pembangunm lintas provinsi; 

pembinaan, pengendaiian, dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan 

tanah untuk kepentingan m u m .  

3. Penetapan tanah ulayat: menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, 

standar, prosedur, dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah 

ulayat; serta melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap 

pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. 

4. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong meliputi penetapan 

kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria serta 

pelaksanaan pembinaan dan pngendalian pemanfaatan dan penyelesaian 

masalah tanah kosong. 

236 Ibid hlm. 289 



2. Wewenang Pemeri ntah Provinsi 

Gubemur di samping sebagai kepala daerah provinsi berhngsi pula selaku 

wakil pemerintah di daerah dalam pengertian uilt~k menjembatani dan 

memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fbngsi pemerintah termasuk 

dalam -pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggwaan urusan pemerintaban 

pada strata pemerintahan kabupaten dan k ~ t a . ~ ~ ~  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah 

mempertegas kewenangan gubernur agw h g s i  sebagai kepala daerah otonom dan 

wakii pemerintah pusat dapat berjalan iecara efektif. Jika pemerintah pusat memilki 

yang bersifat standar, nonna, dm pedoman nasional, maka provinsi memiliki 

kewenangan yang bersifat lintas kabupatenlkota dan koordinasi penyeienggaraan 

kewenangan di wilayah provinsi itu. Sementara itu, kabupatenkota meiniliki 

kewenangan mengatur dan mengurus dalam bidang kewenangan yang dimiliki 

berdasarkan standar dan norma dari pusat dan dari provinsi.238 

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pememtah, Pemerinth 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupateKota, pemerintahan daerah 

provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria 

pembagian urusan pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan. Ui usan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan 

237 Arie Sukanti hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan,Op.cit.,hIm. 149 
238 Ibid hlrn. 150 



hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, 

kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah; 

kependudukan dan catatan sipil; ketenagakcrjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan 

perempuan dan per!indungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

perhubungm; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa d m  politik 

dalarn negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan 

desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; perpustakaan.239 

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahm yang secara nyata ada dan 

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyaraicai sesuai dengan kondisi, 

k~khasan, dan potensi, unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan itu 

meliputi : kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya 

mineral; pariwisata; industri; perdagangan; k e t r a n ~ m i ~ r a s i a n . ~ ~ ~  

Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom di bidang pertanahan meliputi: 

izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah 

garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 

pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian 

tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; penetapan tanah ulayat lintas 

kabupatedkota; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka 

tanah; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupatedkota. 

239 ibid 
240 Ibid hlm 152 



3. Kewenangan Pemerintah KabupatenIKota 

Pembagian kewenangan pemerintzhan antara pemerintah, pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupatenkota merupakan persoalan krusial dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah. Pembagian urusan tersebut yang belum tuntas dalam beberapa tahun 

terakhir sejak bergulirnya era otonomi daerah memisahkan wilayah abu-abu yang -. 

kerap memicu ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah provinsi, dan 

pemerintah k a b ~ ~ a t e n k o t a . ~ ~ '  

Pennasalahan ini telah dicoba diatasi dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Icewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Narnun, 

tetap tidak berjalan dengan efektif khususnya mengenai kewenangan bidang 

pertanahan yang merupakan salah satu bidang yang paling penting dan strategis. 

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pada tanggal 9 Juli 2007 menerbitkan 

Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan 

Daerah ~ a b u ~ a t a n / ~ o t a . ~ ~ ~  

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah: Urusan pemerintahan 

terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah 

d m  urusan pemerintahan yang yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan 

241 Ibid hlrn 157 
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susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan pemerintah adalah yang sepenuhnya menjadi kewenangan 

pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertanchar,, keamanan, 

moaeter dan fiskal nasional, yustisi, dan agma. Urusan pemerintahan yang dapat 

dikelola secara bersama antartingkatan Jan susunan .pemerintzdhan atau konkuren 

adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi urusan pemerintah. Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan 

pemerintahan yang bersifat konhren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi 

kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah 

~ t a b u ~ a t e d k o t a . ~ ~ ~  

Kewenangan bidang pertanahan oleh pemerintah kabupatenkota yang termuat 

dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintah Daerah 

Propinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatedKota meliputi kewenangan dalam hal 

izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan urnum, penyelesaian sengketa tanah 

garapan, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, 

penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tmah kelebihan 

maksimum dan tanah absentee, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan 

penyelesaian masalah tanah kosong, izin membuka tanah, perencanaan penggunaan 

tanah wilayah KabupatedKota. Kewenangan dalam izin lokasi meliputi: 

penerimaan permohonan dan pemerikasaan kelecgkapan persyaratan; kompilasi 

243 Ibid hlm. 158 



bahan koordinasi; pelaksanaan rapat koordinasi; pelaksanaan peninjauan lokasi; 

penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari 

kantor pertanahan kabupatenikota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi 

terkait; pembuatan peta lokasi sebagai sebagai lampiran swat keputusan izin lokasi 

yang diterbitkan; penerbitan surat keputusan izin lokasi; pertimbangan dan usulan 

pencabutan izin dan pembatalan swat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan 

kepala kantor pertanahan kabupatenikota; monitoring dan pembinaan perolehan 

tmah.244 

Dalarn hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah 

kab~patenkota mempunyai kewenangan untuk menetagkan lokasi, membzntuk 

panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan 

penyuluhan, melaksakan inventarisasi, membentuk tim penilai tanah, menerima hasil 

penaksiran nilai tanah dari lembagattim penilai tanah, melaksanakan musyawarah, 

menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian, melaksanakan pemberian ganti 

kerugian, menyelesaikan sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian dan 

melaksakan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor 

pertanahan kabupatenlkota. Untuk menyelesaikan masa1a.h tanah garapan, pemerintah 

kabupatenkota berwenang untuk menerima dan mengkaji laporan pengaduan 

sengketa tanah garapan, melakukan penelitian terhadapa objek dan subjek sengketa, 

mencegah meluasnya darnpak sengketa tanah garapan, melakukan koordinasi dengan 

kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya, serta 

'" Winahyu erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Op.Cit. hlrn 230 



memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan 

kesepakatan para pihak.245 

Pemerintah kabupatenkota dalam menyelesaikan masalah ganti kerugim dan 

santunan tanah untuk pembangunan benvenang untuk membentuk tim pengawasan 

pengendalian, dan menyelesaikan masalah gmti kerugian dm santunan tmah untuk 

pembangunan. Kewenangan dalam dalam penetapan subjek clan objek redistribusi 

tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yakni 

pembentukan pmitia yertimbangan landreform dan secretariat panitia, pelzsksanaan 

sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek 

redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah 

absentee, pembuatan hasil sidang dalam berita acara, penetapan tanah kelebihan 

maksimum dan tanah absentee sebagai objek landrefom berdasarkan hasil sidang 

panitia, penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah 

absentee berdasarkan hasil sidang panitia dan penerbitan surat keputusan subjek dan 

objek redistribusi tanah serta ganti k e r ~ ~ i a n . ~ ~ ~  

Dalam penetapan tanah ulayat, pemerintah kabupatenkota benvenang untuk 

membentuk panitia peneliti, meneliti dan melakukan kompilasi hasil penelitian, 

melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, 

mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, 

mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor 

245 Ibid hlm. 231 
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pertanahan kabupatenkota, serta melakukan penanganan masalah tanah ulayat 

melalui musyawarah dan mufakat. Pemerintah kabupatenlkota dalam ha1 

memanfaatkan dan meyelesaiakan masalah tanah kosong mempunyai wewenang 

untuk menginventaisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemmfaatan tanaman 

pangan semusim, menetapkan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat 

digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan 

perjanjian, menetapkan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan 

semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat, memfasilitasi perjanjian 

kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah 

dihadapanldiketahui oleh kepala desailurah dai+ camat setempat dengan perjanjian 

untuk dua kali musim tanam dan menangani masalah yang timbul dalam pemanfaatan 

tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.247 

Untuk keperluan izin membuka tanah, kewenangan pemerintah 

kabupatenkota antara lain penerimaan dan pemeriksaan permohonan, pemeriksaan 

lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana urnum 

tata ruang wilayah (RTRW) kabupatenkota, penerbitan izin membuka tanah dengan 

memperhatikan pertimbangan t e h i s  dari kantor pertanahan kabupateriota, serta 

pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah (tugas pembantuan). 

Perencanaan penggunaan ianah wilayah kabupatan/kota, pemerintahm- 

kabupatenikota benvenang untuk membentuk tim koordinasi tingkat kabuaptenkota; 

melakukan kompilasi data dan informasi yang terdiri: (a) peta pola penatagunaan 

247 Ibid 



tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan 

setempat, (b) i-encana tata ruang wilayah, (c) renacana pembangunan yang akan 

menggunakan tanah baik rencaqa pemerintah, penlerintah kabupatenjkota, maupun 

investasi swasta; melakukan analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan 

dan kriteria teknis dari instansi terkait; mcnyizpkan draf rencana. ietak kegiatan 

penggunaan tanah; melaksanakan rapat koordinasi terhadap draf rencana letak 

kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait; melakukan konsultasi publik 

mtuk memperoleh masukan terhadap draf rencana letak kegiatan pcngpnaan tan&; 

menyusun draf final rer,cana letak kegiatan penggunaan tanah; menetapkan rencana 

letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan p e n j e l a ~ ~ y a  dengan 

keputusan bupatilwalikota; melaksanakan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan 

penggunaan tanah kepada instansi terkait, dan melakukan evaluasi dan penyesuaian 

rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan 

perkembangan realisasi pembangunan.248 

D. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak ulayat 

Masyarakat Hukum Adat di Era Otonomi Daerah 

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan diatur dalarn Peraturan 

Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan zntara 

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah/kota. Dalarn Peraturan 

pemerintah tersebut kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah baik 

248 Ibid hlm. 233 



propinsi maupun kabupatenlkota dalam ha1 tanah ulayat adalah penetapan tanah 

ulayat, penetepan ini dilakukan melalui peraturan daerah. 

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara yang berada di daerah 

memiliki wewenang untuk membuat regulasi dari daerahnya yang dikenal dengan 

Peraturan Daerah, hal ini sebagai penyelenggaraan asas otocomi dan tugas 

pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut adalah demi 

efi siensi, efekti fitas dan kelancaran penyeleng garaan pemerintahan di daerah dalam 

kerangka negara kesatuan. 

Peraturan dzerah tersebut hams mernenuhi batasan-batasan kewenangan yang 

telah ditentukan dan keterikatan-keterikatm dalarn hubungannya dexigm pemerintah 

pusat. Batas-batas kewenangan dm keterikatan dalam hubungannya dengan 

pemerintah pusat diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah dikenal ada tiga macam yaitu:249 

a. Pengawasan preventif 

b. Pengawasan represif 

c. Pengawasan urnum 

Pengawasan preventif adalah peraturan daerah mengenai hal-hal..tertentu, baru 

berlaku'sesudah ada pengesahan pejabat yang benvenang, sedangkan pengawasan 

represif adalah pembatalan atau penangguhan tentang pelaksanaan suatu peraturan 

perundang-undangan atau peraturan daerah tingkat atasnya. 

249 Misdyanti dan Kartasapoetra, Ftlngsi Pemerintah Daerah Dalam Pernbtlatan Perattrran 
Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 29 



Pemerintahan daerah provinsi merupakan wujud dari asas dekonsentrasi, 

gubemur di samping kepala daerah di provinsi berfungsi pula selaku wakil 

pemerintah pusat di daerah dalam pengertian menjembatani dan memperpendek 

rentmg kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pernbinaan 

dan pengawasan terhadap pefiyelenggaraan urusan pemerintah pada strata 

pemerintahan kabupaten dan kota. Keweiiangan gubernur tersebut bertujuan untuk 

pemberdayaan pemerintahan lokal, bukan sebaliknya untuk melakukan sentralisasi 

kelcuasaan pemerintah lokal. Maka terbuka keseimbangan antara kepentingan yang 

bersifat nasio~al kepentingan regional dan kepentingan yang bersifat lokal. 

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nc. 38 Tahm 2007 pemerintahan 

daerah yrovinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan 

kriteria pembagian urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam ha1 penetapan tanah 

ulayat, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan sebagai b e r i k ~ t : * ~ ~  

1. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupatedkota. 

2. Penelitian dan kompilasi ha i l  penelitian. 

3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 

4. Pengusulan rancangan peraturan daerah propinsi tentang penetapan tanah 

ulayat. 

5. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. 

250 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan ..., Op.Cit, hlm. 155 



Pemerintah kabupatenlkota merupakan wujud dari asas desentralisasi, sesuai 

dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

pemerintahan daerah menyelenggarakan unlsan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusarl pemerintah. 

Dalan menyelenggarakan urusan pemerintah yang fienjadi kewenangan daerah 

tersebut, pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi seiuas-luasnya untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembant~an. 

Kewenangan pemerintah daerah kabupatenlkota dalam ha1 penetepan hak 

ulayat adalah sebagai b e r i k ~ t : ~ ~ '  

1. Pembentukan panitia peneliti. 

2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. 

3. Pelaksanaan dengar pendapat urnum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 

4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. 

5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah 

kepada kantor pertanahan kabupatedkota. 

6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. 

Menurut penulis, kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah 

baik provinsi maupun kabupatedkota adalah sama-sama membuat suatu peraturan 

daerah sebagai bentuk penetapan tanah ulayat, yang per!u menjadi perhatian adalah 

peraturan daerah ini merupakan salah satu cara pemerintah daerah untuk 

Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan ..., Op.Cit, hlm. 165 



menghilangkan hak bawaan dari masyarakat hukum adat yang berada di daerah dan 

mengutamakan hak berian, karena penetapan tanah ulayat merupakan pemberian dari 

pemerintah daerah untuk menetapkm keberadaan tanah ulayat. Hal ini terjadi karena 

dalam otonomi yang dimaksud dalam UU No. 32 Tahm 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah pelimpallan wewenang dan itu berarti hak berian. Sementara yang 

dimaksud otonomi dalam konteks masyarakat hukum adat adalah hak bawaan. 

Menurut Emil Ola  lede en^^^, sifat dari hak ini adalah m e ~ e k a t ~ ~ ~  dan tidak dapat 

dipisahkan namun dapat dibedakan254. 

Dalam ha1 hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah tentang 

penetapan h& ulayat tidak mempunyai dasar dari undang-undang tetapi dasarnya 

hanya dari peraturan pemerintah yaitu PP No. 38 Tahun 2007, ha1 ini bisa saja 

dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dasar hukum pembentukannya secara 

hierarki masih belum memenuhi syarat. Akan tetapi, dengan adanya peraturan daerah 

ini diharapkan marnpu menghidupkan kembali keberagaman dan kearifan lokal yang 

ada pada masyarakat hukum adat di daerah, dengan adanya peraturan daerah ini hak 

"' Emil Ola Kleden dalam Rafael Edy Bosko, Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteh 
Pengelolaan Sumber Daya Alum, ELSAM, Jakarta, 2006, hlm. 208 

253 Melekat artinya hak tersebut lahir dari suatu dinamika internal suatu komunitas 
masyarakat hukum adat yang mencakup bidang sosial-budaya, politik, hukum, dan ekonomi mereka. 
Wujud dari dinamika internal tersebut adalah adanya kelembagaan dan tata aturan yang lahir dari 
interaksi sesame mereka maupun interaksi dengan masyarakat lain dan juga dengan alam 
lingkungannya. Oleh karena itu maka hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kommunitas masyarakat 
hukum adat. Lihat Rafael Edy Bosko, Hak-Hgk Masyarakut ..., Ibid, hlm. 209 

254 Tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan artinya yaitu kaitan antara hak yang satu 
dengan hak yang lain adalah saling mengandalkan keberadaannya. Artinya, dengan menghilangkan 
salah satu salah satu hak saja, maka akan hilang pula seluruh hak yang lain, dan demikian berakhirlah 
identitas mereka sebagai komunitas masyarakat hukum adat. Lihat Rafael Edy Bosko, Ibid, hlm. 209 



ulayat masyarakat hukurn adat mendapatkan pengakuan secara yuridis dari 

pemerintah daerah. 

Pendapat penulis selaras dengan pendapat Husen Alting, yang menyatakan 

bahwa penetapan masyarakat hukuni adat melalui peraturan daerah tidak terlepas dari 

masalah lcgitimasi hierarki peraturan perundang-undangan, dan dalam ha1 ini dapat di 

lihat dari beberapa segi yait~:255 

a Jika dianggap bahwa daerah yang lebih memahami kondisi 
masyarakatnya, maka beralasan hak ulayat cukup diatur dalain Peraturan 
Daerah. 

b. Jika dilihat dari segi hukum perundang-undangan, maka pengaturan hak 
ulayat dalam bentuk peraturan daerah sangat melemahkan legitimasi atas 
eksistensi hak ulayat itu sendiri, karena (1) hukum adat telmasuk hak 
ulayat merupakan hukum dasar dari sistem hukum agraria (Pasal 5 
UUPA), (2) hukum adat dan hak ulayat merupakan hak asasi manusia 
yang bersifat universal (Pasal28I UUD 1945 jo. Pasal6 UU No. 39 Tahun 
1999); (3) hak ualayat perlu diatur dalam undang-undang (Pasal 18B ayat 
(2) UUD 1945). Dengan demikian, sudah sepantasnya jika hak ulayat 
masyarakat hukum adat sebagai hak konstitusional perlu diatur lebih 
lanjut dalam undang-undang. 

Keberadaan masyarakat hukum adat di daerah jangan dijadikan sebagai 

penghambat kebijakan-kabijakan di daerah, masyarakat hukum adat sebenarnya 

memberikan kontribusi besar di daerah dan mendukung program pemerintah yang 

penting jangan rampas hak-hak mereka. Penulis pernah melakukan penelitian di 

propinsi Sulawesi Barat tepatnya pada masyarakat suku Mandar yang berada di Desa 

Adolag Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Masyarakat hukum adat di desa 

tersebut memiliki lembaga adat yang dipimpin oleh Papptiangan (ketua adat suku 

Mandar di Desa Adolang) yang selalu mendukung dan sering membantu 

255 Husen Alting, Dinamika ..., Op.Cit, hlm. 71 



menyelesaikan konflik-konflik pertanahan dan perbatasan antar kecamatan dan 

kabupaten walaupun keberadaan mereka secara de facto mendapatkan pengakuan 

akan tetapi secara de jtire mereka tiuak diakui karena pemerintah setempat belum 

mengeluarkan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat di desa tersebut. 

Peranm- pemerintah dalam membuat peraturan yang bisa membeiikan 

pengakuan dan perlindungan tanpa hams menghilangkan hukurn-hukum yang hidup 

dan berlaku di masyarakat hukum adat menjadi sangat rentan akan 

ketidakharmonisan, karena hams ada kepastian hukurn atas penetapan hak ulayat 

namun ha1 ini bisa saja menghilangkan hak bawaan masyarakat hukurn adat. Oleh 

- karena itu, dengan adanya Peraturan Pemeiintah No. 38 Tahun 2007, pemerintah 

daerah diharapkan mampu merancang kebijakan yang adil dan tetap menghormati 

hzk bawaan atau hak asal masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya. Dengzn 

demikian, hal yang hams menjadi pusat perhatian dan kebijakan pertanahan adalah 

kemampuannya untuk memenuhi keadilm bagi seluruh masyarakat di dalam upaya 

perolehan dan pemanfaatan tanah sebagai kebutuhan esensial. 

Dalam rangka penyerahan kewenangan pertanahan pada pemerintah 

kabupatefiota, perlu kiranya dipahami makna politik pertanahan lokal dan 

administrasi yang dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Secara garis besar, 

politik pertanahan lokal berkaitan.dengan kebijakan pemerintah lokal dalam rangka 

penataan tata guna tanah bagi peri kehidupan sosial maupun ekonomi guna 

memenuhi interaksi antar individu di daera!!. Pengaturan ini meliputi pembentukan 



zona ekonomi, alokasi tanah untuk kepentingan sosial, penetapan instrumen 

kebijakan pertanahan, pengawasan terhadap harga pasar tanah dan pencadangan 

terhadap tanah. Kewenangan pemerintah kabupatenkota terhadap tata guna tanah 

tersebut dalam rangka perencanaan ke depan agar secara sosial maupun ekonomis 

dapat bertahan mengahadapi ancaman-ancaman ke depan. 

PP No. 38 Tahun 2007 tersebut hanya mengatur hak ulzyat dalam ha1 

penetapan tanah ulayat, bagaimana dengan air, hutan, dan kekayaan dam yang 

terkandung di dalarnnya? hak ulayat bukan hanya tanahnya saja akan tetapi 

menyangkut juga dengan air ,hutan, dan kekayaan dam yang terkandung di 

dalarnnya. 

Dalam pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan atau pemerintah daerah 

mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukurn adat sepanjang dalarn 

kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan 

perundang-undangan dan telah dikukuhkan dalam peraturan daerah. Jadi hak ulayat 

atas air cliakui jika ada peraturan daerah yang mengatumya. 

Dalam pengelolaan hutan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

mengatur tentang hutan adat, akan tetapi hutan ini tetap dalam lingkup hutan negara. 

Jadi walaupun tanah ulayat sudah ditetapkan dalam peraturan daerah, hutan yang di 

miliki oleh masyarakat hukum adat sebagai hak ulayatnya tetap menjadi hutan 

negara. Jadi kewenangan dalarn pefigaturan pengelolaan hak ulayat atas hutan berada 

pada peinerintah pusat yaitu Departemen Kehutanan. 



Dalam UU No. No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, hak ulaya: 

masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat yang istimewa seperti pada UU 

Sumber Daya Air. Karena Mineral dan Batu Bara merupakan hak mutlak dari negara 

untuk memberikan izin kepada siapa saja yang ingin mengelola mineral dan batu 

baa. Peinerintah daerah yang benvenang memberikan izin hanya memberikan ganti 

rugi pada tanah-tanah yang terdapat mineral dan batu bara (Pasal 145) dan diberikan 

akses untuk melakukan usaha pertambangan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat. 

(Pasal 106). 

Poiitik pertanahan ini tentu sepenuhnya hams dikendalikan oleh pemerintah 

kabupatedkota agar problem dokasi sumber daya alam maupun sumber daya 

ekonomi dapat diwujudkan untuk kemaslahatan rakyat setempat. Pengaturan ini harus 

diintegrasikan dengan sistem lainnya pada pemerintah kabupatedkota seperti sistem 

lokal, sistem perekonomian, sistem pendidikan, dan lainnya. Kewenangan sernacam 

ini memang pada tempatnya diserahkan pada pemerintah kabupatedkota mengingat 

kebjjakan pemerintah pusat tidak mampu menjangkau setiap detail permasalahan 

t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  

Memberdayakan masyarakat hukurn adat bukan hanya merupakan 

melepaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan tetapi penguatan individu 

anggota masyarakat serta pranata-pi-anata yang dianut oleh anggota masyarakat 

setempat melalui pengakuan hukum dan kelembagaan sehingga keberadaannya dapat 

diakui dan dilindungi oleh negara. Apa yang terjadi dan menimpa masyarakat hukum 

256 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan ...., Op.Cit, Hlm. 169 



adat saat ini, tidak lepas dari penyelewengan dari tanggung jawab sosial yang yang 

telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku, dimana peran masyarakat hukum adat dan 

keberadaannya yang terabaikan padahal h u h m  yang berlaku secara tegas mengakui 

dan melindungi eksistensi hak-hak mereka sebagai warga negara.257 

Berdasarkan jatarm tentang peraturan perundar..g-undangan tentmg hak 

ulayat di atas, dapat dipahami bahwa Negara Indonesia secxa normatif (bersamaan 

dengan perkembangan politik agraria) sudah mengakui dan melindungi hak ulayat, 

sebagaimana tersurat ddarn UUD 1945, UU, PP, Peraturan Menteri, dan Peratui-an 

Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara teoritik Indonesia sudah menjalankan 

fungsinya sebagai negara hukum. Secara ierminologis, negara hukum merupakan 

suatu tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan atas hukum, yang didalamnya 

terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sabagai warga negara dengan 

kepentingan individu sebagai penguasa, serta semua komponen bangsa tersebut 

tunduk pada hukurn yang b e r l a k ~ . ' ~ ~  

Dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat 

masyarakat hukum adat, perlu adanya FPIC (Free Prior Informed Consent) seperti 

prig di usulkan oleh Yance Arizona dalam pembahasan Peraturan Daerah Propinsi 

Surnatera Barat No. 16 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. 

Prinsip Free Prior Inforwred Consent (FPIC) adalah prinsip yang menegaskan 

adanya hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang 

257 Husen Alting, Pengahlan .... Op. Cit, hlm. 107 
Ibid, hlm. 108 



mereka inginkan pada wilayah mereka. Secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai: 

"hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum (Prior) sebuah 

program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan 

berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (Free) 

menyatakan setuju (consent) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak 

masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan inacam apa yang 

mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka." Itu berarti 

pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan 'Ya!', atau 'Tidak!'.259 

Artinya, pihak atau orang luar, yang hendak masuk ke dalam wilayah-wilziyah 

masyarakat hukum adat, harus berurusan dengan mereka sebagai pemilik yang sah, 

karena masyarakat dikaruniai dengan hak, dengan kewenangan yang jelas atas 

seluruh wilayah adat mereka. Itu berarti pula menghargai sistem pengambilan 

keputusan masyarakat adat dan menghormati tata aturan adat dalam menentukan 

per~akilannya .Itu berarti juga bahwa jika pihak atau orang luar mau masuk ke dalam 

wilayah-wilayah masyarakat adat mereka harus menjelaskan apa yang hendak mereka 

lakukan, dan berunding dengan masyarakat bersangkutan, mengingat bahwa 

masyarakat bisa setuju ataupun tidak setuju terhadap apa yang di~sulkan.~~'  

FPIC ini merupakan prinsip yang seharusnya mampu diterapkan dalam 

berbagai bentuk perutaran perundangan-undangan hak ulayat masyarakat hukum 

259 Marcus Colchester, Prinsip Free, Prior and Informed Consent, Terjemahan dan Revisi 
Oleh : Y.L. Franky, Emil Kleden, Erasmus Cahyadi, Kasmita Widodo, Patrick Anderson, Edisi Revisi 
dari naskah asli: Free Prior Informed Consent, Sebuah Panduan bagi Para Aktivis, FPP, AMAN, 
JKPP, 2006, hlm. 4 

260 Ibid 



adat, karena dengan keberadaan prinsip tersebut maka hak ulayat masyarakat hukum 

adat mendapatkan perlindungan oleh negara karena mereka diberikan partisipasi 

langsung m2u menerima atau tidak menerima. 

Keberadaan FPIC d a l m  peraturan daerah sangat diperlukan, selain untuk 

.. memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan hak ulayat 

masyarakat hukum adat, FPIC juga tidak a k a  secara langsung menghilangkan hak 

bawaan masyarakat hukuni adat, karena masyarakat hukum adat diberikan hak untuk 

menoldc atau rnenerima rencana pemanfaatan clan penggunaan Sumber Daya Alam 

yang berada di wilayah hak ulayat masyarakat hukurn adat. 

Peranan pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak uiayat 

.masyarakat hukum adat menjadi sangat penting, mengingat keberadaan peraturan 

daerah yang dibuatnya bisa saja menghilangkan hak bawaan dan bisa saja 

menguatkan hak bawaan masyarakat hukum adat. 

Peranan pemerintah daerah terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat 

masyarakat hukurn adat menjadi sangat sulit dilakukan karena selama ini, pengakuan 

dan perlindungan hak ulayat hanya sebatas keberadaan peraturan daerah dan itu 

hanya sebatas pengakuan belum tentu bentuk pengakuan tersebut dapat menjadi 

pelindung atas keberadaan hak ulayat. 

Menurut penulis, keberadaan PP No. 38 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala 

BPN RI No. 5 Tahun 1999 yang mengatur peranan pemerintah daerah dalam 

memberikan pengakuan sudah sangat tepat, akan tetapi ha1 ini hanya mempersempit 



peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungm terhadap hak ulayat. Jadi, 

perlu adanya peraturan setara undang-undang yang mengatur lebih luas peranan 

pemeri~tah daerah terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukurn adat di daerah. 

Dalam undang-undang tersebut, perlu adanya instansi khusus yang meiigatur tentang 

inventarisasi hak ulayat masyarakat hukum adat sehingga keberadaan mereka bisa 

terdata di pemerintahan daerah dan pemerintah daerah rnemberikan pelatihan untuk 

mengembangkan poicensi sumber daya alam di atas hak ulayat dengan 

me~aksimstlkan potensi-potensi masyarakat huku~n zdat di daerah tersebut. 

Masyarakat Baduy dapat dijadikan contoh kankrit oleh daerah-daerah lain, 

bagaimana di daerah tersebut, penghonnatan pemerintah daerah terhadap keberadaan 

hak ulayat masyarakat baduy bukan hanya ditumgkan dalam peraturan daerah, akan 

tetapi, pemerintah daerah menduhng dan berusaha mengembangkan serta 

melindungi potensi hutan di daerah hak ulayat masyarakat baduy dan tetap 

melestarikan hukum adat yang telah lama ada di lingkungan masyarakat baduy. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dalam bab-bab di atas, dapat diuraikan %tentang 

kesimpulan, adapun kesimpulan dalam uraian diatas adalah sebagai berikut: 

1.  Perkembangan hak ulayat masyarakat dari segi pengaturan adalah 

sebagai berikut: di zaman Kolonial Belanda ada pemisahan antara 

pengakuan terhadap hukurn adat dzngan pengakuan terhadap peradilan 

adat dan keberadaan persekutuan hukum adat. Keberadaan persekutuan 

adat diatur dalam De Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO) yang 

diundang-undangkan pada tahun 1906 lewat stbl. 1960 No. 83, akan 

tetapi, pengakuan pemerintah Hindia Belanda pada persekutuan adat 

tidak berlaku pada pengakuan terhadap hak ulayatnya, karena adanya 

asas Domein Verklaring. 

2. Di masa kemerdekaan dan UUPA, peraturan yang revolusioner dilakukan 

oleh pemerintah orde lama dengan membuat peraturan yang bersifat 

nasional dan menghapus asas domein verklaring serta memperkenalkan 

hak menguasai negara yang diatur dalam Pasal33 UUD 1945 dan Pasal2 

UUPA. Hak ulayat diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA dan terbatas 



dalam eksistensi dan pelaksanaannya, hak ulayat mendapatkan 

pengakuan bersyarat dalam UUPA. 

3. Di era Orde Baru, hak ulayat kurang mendapatkan perhatian, bahkan 

lebih sering hak ulayat menjadi hak menguasai negara dengan 

mengatasnamakan pembangunan untuic kepentingan nasional sehingga 

hak ulayat yang diatur dalam peraturan sektoral seperti UU No. 5 Tahun 

1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan menjadi tidak ada artinya, karena 

hak ulayat hanya diakui telapi tidak dilindungi. Babkan d a l m  UU No. 1 1 

Tahun 1967 tentang Pokok-Pakok Pertambangan tidak ada sama sekali 

menyinggung tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. 

4. Di era Otonomi Daerah, hak ulayat mendapatkan pengakuan yang 

bersyarat dalam UUD 1945. yaitu di Pasal 18 B dan hak ulayat juga 

merupakan hak asasi yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28 I UUD 1945. Dalam UU sektoral, hak ulayat juga mendapatkan 

pengakuan bersyarat juga dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, akan 

tetapi semua itu hanya sebatas pengakuan tidak mengatur tentang 

perlindungannya. Bahkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral 

&an Batubara, hak ulayat m asyarakat hukurn adat tidak mendapatkan 

tempat yang istimewa, karena UU ini lebih mengutamakan Hak 

Menguasai Negara. 



5. Perkembangan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak terlepas dari 

politik pertanahan di indonesia yang terjadi sejak zaman kolonial belanda 

hingga era otonomi daerah. Hak ulayat masyarakat hukum adat sangat 

mengakui nilai komunalistik, namun yang terjadi dalam perkembangan 

. -  pengaturan hi& ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia adalah 

adanya usaha pemerintah untuk merubah nilai komunal itu menjadi nilai 

individualistik, ha1 ini terjadi pada setiap peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh pemerir~tah ten~tama pada pesaturzn perundang- 

undangan yang bersifat szktoral. 

6. 3 i  era otonomi daerah; pengahan masyarakat hukum adat dapat 

dilakukan melalui peraturan daerah. Akan tetapi, memposisikan hak 

masyarakat hukuin adat melalui peraturan daerah tentu dapat 

menimbulkan beberapa masalah baik dalam ha1 keberadaan peraturan 

daerah itu maupun dalam hubungannya dengan keberadaan masyarakat 

hukum adat di daerah. Dalam ha1 keberadaan peraturan daerah, hierarkhi 

hak ulayat itu sangat rendah, hanya diatur dalam keputusan Kepala BPN 

No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 200'7. Padahal 

sesuai amanah dari Pasal 18 B UUD 1945, hak-hak masyarakat hukum 

adat itu hams di undang-undangkan, ha1 ini juga akan membantu 

legitimasi Peraturan Daerah yang ada di daerah-daerah. Dari segi 

masyarakat hukum adat, peraturan daerah ini seharusnya benar-benar 



hams melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat, percuma saja 

mendapatkan pengakuan akan tetapi tidak mendapatkan perlindungan. 

Perlindungan dalam pengakuan itu merupakan implementasi dari adanya 

peraturan daerah itu sendiri, misalnya dalam Peraturan daerah Nomor 32 

Tahur, 2001 tentang perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy dan 

peraturan daerah Propinsi Surnatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. 

7. Peran pemerintah di daerah dalam memberikan pengakuan melalui 

peraturan daerah hams juga disertai implementasinya yaitu dengan 

memberikan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. 

Seperti dalam Perda di Baduy, pemerintah daerah sudah memberikan 

pengakuan akan tetapi dalam masih kurang dalam melakukan 

perlindungan terhadap hak ulayat tersebut, masih saja sering terjadi 

penyerobotan lahan yang merupakan hak ulayat masyarakat Baduy. 

Berbeda dengan dengan Perda tanah ulayat dan pemanfaatannya di 

Propinsi Sumatera Barat, perda ini merupakan perda yang kontroversi 

karena adanya pendaftaran tanah ulayat ke Badan Pertanahan IVasional 

padahal m e n w ~ t  Budi Harsono, Tanah ulayat tidak dapat di daftrakan 

karena masyarakat hukum adat bukan merupakan subyek hukum dalam 

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ulayat sebagaimana diatur oleh 

Perda No. 16 tahun 2008 pada hakekatnya mengancm eksistensi tanah 



ulayat di Sumatera Barat. Terlihat tidak ada korelasi antara tujuan denga? 

substansi pengaturannya dalarn Perda No. 16 tahun 2008. Tanah ul.ayat 

bukan merupakan "momok" untuk masuknya investasi jikalau 

keberadaan tanah ulayat diakui dan dihormati eksistensinya. Merupakan 

suatu realitas bahwa HGU, HGB dan hak pakai yang notabene adalah 

pintu masuknya investasi tidak bisa diberikan di atas tanah ulayat. Perlu 

kiranya Pemerintah Provinsi Surnatera Barat bersama Pemerintah 

KabupatemXota maupun BPN melakukm lar.gkdl progresif dengan 

menyatakan bcihwa HGU, HGB dan hak pzkai dapat diberikan di atas 

tanah ulayat, namun demi menjaga keberadaan tanah ulayat dan 

masuknya investasi tidak ada salahnya langkah ini dilakukan. Dari proses 

pendaftaran tanah ulayat tersebut, penyimpangan ketentuan ULTPA secara 

sadar telah terjadi di Sumatera Barat. 

8. Peranan pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak 

ulayat masyarakat hukum adat menjadi sangat penting, mengingat 

keberadaan peraturan daerah yang dibuatnya bisa saja menghilangkan 

hak bawaan dan bisa saja menguatkan hak bawaan masyarakat hukurn 

adat. 



B. Saran 

1. Dalam ha1 pembuatan peraturan daerah hak ulayat masyarakat hukum adat, 

pemerintah daerah hams bisa memahmi dasar yuridis dan dasar sosiologis, 

agar peraturan itu mampu bertahan dan menjadi dasar untuk memberikan 

pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. 

2. Perkernbangan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum 

adat dari masa ke masa begitu banyak terjadi dinamika hukumnya, sehingga 

perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh peinerintah dan jangan melakukan 

kesalahan-kesdahan di nlasa lalu. Era otonomi daerah merupakan ermya 

masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan, 

oleh karena itu, pemerintah daerah yang di berikan kewenangan untuk 

membuat peraturan daerah, hendaknya memakai rumusan norma-norma 

kearifan lokal yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat hukum adat di 

daerah. 

3. Perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Hak masyarakat hukum 

adat, ini sesuai dengan amanah Pasal 18 B UUD 1945. Hak masyarakat 

hukurn adat juga merupakan hak asasi manusia yang dalam Undang-Undmg 

Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan materi muatan yang 

hams diatur dengan undang-undang. 



4. Memasukkan FPIC (Free Prior Informed Consent) dalam peraturan hukum 

nasional maupun daerah merupakan salah satu kunci penting untuk tetap 

memproteksi hak ulayat masyarakat hukum adat atas suatu ancaman yang 

datang dari pihak lain. Dcngan prinsip FPIC, masyarakat hukum adat 

berpartisipasi aktif dalam pengusahaan atas hak ulayatnya. Masyarakat hukum 

zdat diberikm hak untuk menerima atau tidak terhadap kebijakan pemerintah 

terhadap pengusahaan peralihan hak ulayat. 

5. Perlu aclmya instansi khusus yang mengatur tentmg inventarisasi hak ulayat 

masyarakat hukum adat sehingga keberadaan mereka bisa terdata di 

pemerintahan daerah dm perlu juga pemerintah daerah memberikan pelatihan 

untuk mengembangkan sumber daya dam di atas hak illayat dengan 

memaksimalkan potensi-potensi masyarakat hukum adat di daerah tersebut. 

6. Penyerahan kebijakan dalam urusan pengakuan dan perlindungan hak ulayat 

masyarakat h u b  adat kepada pemerintah daerah hams didukung oleh 

politik anggaran. hlenurut Rikardo ~ i m a r m a t a ~ ~ ' ,  Kurangnya dukungan 

pendanaan tehadap pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat disebabkan 

karena belum adanya dinas atau instansi di daerah yang salah satu tupoksinya 

adalah menyelenggarakan identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dan 

hak ulayatnya. Ketiadaan dana di APBD akan memustahilkan lahirnya 

kegiatan penetapan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini 

terlihat hanya beberapa daerah yang memberikan penetapan melalui peraturan 

26 1 Rikardo Simarmata, Pengakuan ..., Op.Cit., hlm. 367 



daerah, itu pun terdapat di daerah- daerah yang memiliki APBD yang banyak 

dan mendapat desakan dari masyarakat hukum adat setempat. 

7. Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat seharusnya dimaknai sebagai 

sesuatu yang menjadi ciri khas dari keberagaman masyarakat asli di Indonesia 

yang harsu dilindungi keberadaannya. Hak ulayat jar~gan dijadikan sebagai 

pengharnbat pembangunan di daerah, hak ulayat tersebut keberadaannya 

sudah ada sebelum negara ini merdeka dan sejak saat itu kerusakan 

.. lingk~mgan jarang terjadi. Perubahan hak ulzyat menjadi pertambangan akan 

berdampak pada ekosistem sekitar tambang yang akan musnah. Hal ini yang 

harus menjadi pedoman pemerintah pusat maupun daerah untuk inembatasi 

iceberadaan korporasi-korporasi yang membutuhkan lahan yang kini tumbuh 

berkembang di daerah. 
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